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".....Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah yang 

9 ,  memelihara alam semesta.. . . . 

'I...... Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, Niscaya dia akan 

melihat (balasan)nya, 

Barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun, Niscaya dia akan 

melihat (ba1asannya)nya juga.. . . . . . . " 

(QS. A1 Zalzala : 7-8). 

".....Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang 

yang diberi ilmupengetahuan be berapa derajat.. . . . . . " 

(QS. Mujadilah : 11). 
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Ayah (alm) dun Ibuku tercinta, 
Istriku Makmur in Kusumastuti 
terkasih serta anak-anakku 
tersayang, Swastika Mu tiara 
Warsito dun Ima Nabila Warsito, 
serta kakak dun adik-adikku 
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ABSTRAK 

Tanggung jawab perdata dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya terdiri 

atas dua aturan hukum yang berlaku, dimana di satu sisi tunduk kepada h u b  pidana 

atas kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban, sementara di sisi lain berdasar 

atas kesalahan pidananya tersebut yang mengharuskan seseorang untuk bertanggung 

jawab atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian pada pihak lain yang dapat 

dituntut di Pengadilan. 

Kerugian yang dapat dituntut oleh seseorang yang rnerasa telah dirugiklan 

oleh orang lain adalah kerugian materiil dan kerugian immateriil, yangrnana ganti 

kerugian materiil merupakan ganti kerugian terhadap kerugian yang benar-benar telah 

dialami secara nyata, sedangkan ganti kerugian imrnateriil adalah kerugian dimana 

adanya suatu pelanggaran terhadap integritas pribadi, berupa kehilangan hak untuk 

menikrnati hidup, berupa ganti kerugian sejumlah uang yang jumlahnya tidak dapat 

hperhitungkan secara sistematis, tetapi merupakan kebijakan Hakim. Dengan syarat 

jurnlah ganti kerugian tersebut haruskan pantas dan wajar. Kewajaran didasarkan pada 

beban mental yang dipikul oleh korban, setatus serta kedudukan korban, disamping itu 

yang terpenting adalah jenis dari perbuatan tersebut, apakah kesengajaan, kelalaian 

atau tanggung jawab mutlak. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah. 

Tanggung jawab perdata dalam kecelakaan lalu lintas di 

jalan raya terdiri atas dua aturan hukum yang berlaku, dimana di satu sisi 

tunduk kepada hukum pidana atas kecelakaan lalu lintas yang 

menirnbullcan korban, sementara di sisi lain berdasarkan atas kesalahan 

pidananya tersebut. 

Seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan 

melawan hukum, sehingga dapat dimintai tanggung jawab berupa ganti 

kerugian atas kesalahannya tersebut, oleh karena itu seseorang yang 

merasa dirugikan atas perbuatan orang tersebut, dapat melakukan 

gugatan kepada Pengadilan berdasar hukum perdata. 

Dalam hukurn pidana telah diterima suatu asas, bahwa tidak 

ada perbuatan pidana tanpa kesalahan sedangkan dalam hukurn perdata 

tidak ada pertanggungjawaban untuk akibat-akibat dari perbuatan 

melawan hukum tanpa kesalahan, sedangkan kesalahan dapat mencakup 

kesengajaan maupun kelalaian. ' 

Ada dua kriteria perbuatan melawan hukum yang 

merupakan akibat dari perbuatan manusia yakni perbuatan manusia yang 

1 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan HuRum, Universitas Indonesia, 
Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2004, cet. I, hlm. 20. 



sesuai dengan hukum (rechtmatig, lawfidl) atau yang tidak sesuai 

dengan hukum (onrechtmatig, unlawfidl). Dari dua kriteria tersebut, kita 

akan mendapatkan apakah bentuk perbuatan melawan hukum tersebut 

berupa pelanggaran pidana (factum delictum), kesalahan perdata (law of 

tort) atau keduaduanya sekaligus, yaitu delik pidana dengan kesalahan 

perdata. Dalam hal terdapat dua kesalahan (delik pidana sekaligus 

kesalahan perdata ), maka sekaligus pula dapat dituntut hukurnan pidana 

dan pertanggung jawaban perdata (civil liability). 

Sebagaimana dalam kejadian kecelakaan lalulinta di jalan raya 

di Jalan Wonosari, dirnana seorang pengendara sedan menabrak 

pengendara sepeda motor yang mengakibatkan pengendara sepeda motor 

menderita luka-luka berat, maka di sarnping perbuatan pidananya, pelaku 

karena kelalaiannya juga dapat dituntut pertanggungjawaban perdatanya 

berupa ganti kerugian. 

Peristiwa tersebut bermula pada hari sabtu tanggal tanggal 6 

Nopember 2004 di jalan umum Wonosari - Karangrnojo, telah terjadi 

kecelakaan lalu lintas dimana seorang pengendara sepeda motor di tabrak 

oleh pengendara mobil yang mengakibatkan pengendara sepeda motor 

menderita luka berat, dimana tangan kanan korban putus di atas siku 

dan harus diamputasi, tulang paha kanan patah, juga memar otak dan 



Kesepakatan diantara ke dua orang tua pelaku maupun orang tua 

korban menimbulkan suatu perjanjian diantara mereka, di samping itu 

juga dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, karena setiap 

persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya, sebagaimana tersebut dalam p a d  1338 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

Ini berarti setiap persetujuan mengikat para pihak dimana dari 

perkataan "setiap" dalam pasal tersebut di atas dapat disimpulkan asas 

kebebasan berkontrak dan kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukurn 

yang sifatnya memaksa tersebut, misalnya terhadap pasal 1320 Kitab 

undang-undang hukum perdata ini.3 

Oleh karena pelaku telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi 

pidana, maka untuk itu yang bersangkutan dalam hal ini telah melakukan 

perbuatan melawan hukum, dimam uflsur yang terpenting dalam 

perbuatan melawan hukum adalah kesalahan karena dengan terbuktinya 

kesalahan dari si pelaku tersebut membuktikan terjadinya perbuatan 

melawan h ~ k u r n . ~  

Perbuatan melawan hukum lahir karena undang-undang sendiri 

menentukan, hal ini sebagaimana dimaksud dalam p a d  1352 Kitab 

R setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung, putra abardin, 
1977, cet 11, hlm. 1.64 

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, cet. I ,  Bandung, Citra Aditya 
Bakti, 2002. hlm. 12 



Undaag-Undang Hukum Perdata : Perilcatan yang lahir karena undang- 

undang timbul dari undang-undang sebagai undang-undang atau dari 

undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia. 

Disini dapat diartikan bahwa perbuatan melawan hukurn semata- 

mata berasal dari undang-undang, bukan karena pejanjian yang 

berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan hukum merupakan 

akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh undang-undang. 

Yang disebut dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana di 

atur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah 

tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang 

lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu 

mengganti kerugian tersebut. 

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang 

melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad) ; 

2. Harus ada kesalahan ; 

3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan ; 

4. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian ;5 



Kalau kita melihat dan meneliti unsur-unsur yang terkandung di 

dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka jelaslah 

bahwa pelaku karena perbuatannya telah melakukan perbuatan melawan 

hukum karena kelaiannya menyebabkan orang lain menderita, oleh 

karena itu yang bersangkutan telah dinyatakan bersalah berdasarkan 

putusan pidana Pengadilan Negeri, sehingga yang bersangkutan haruslah 

bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut yaitu dengan mengganti 

kerugian atas kerugian yang telah diderita oleh korban, sedangkan untuk 

hubungan kausal ada dua macam teori yaitu "teori hubungan factual" 

dan "teori penyebab kira-kira". 

Hubungan kausal secara faktual hanyalah merupakan masalah 

fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi atau sering disebut dengan 

but for atau sine qua non sedangkan teori penyebab kira-kira diciptakan 

hanyalah agar lebih praktis dan tercapainya elemen kepastian hukum dan 

hukum yang lebih adil disebut juga dengan istilah legal cause. 

Teori schutsznonn atau disebut juga dengan ajaran relatifitas 

mengajarkan bahwa agar seseorang dapat dimintalcan tanggung 

jawabnya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum maka tidak 

cukup hanya menunjukan hubungan kausal antara perbuatan yang 

dilakukan dengan kerugian yang tirnbul akan tetapi perlu juga ditunjukan 



bahwa norma atau peraturan yang dilanggar tersebut dibuat memang 

untuk melindungi terhadap kepentingan korban yang dilanggar. 

Juga diisyaratkan oleh ketentuan dari pasal 1366 Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak 

saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga 

untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati- 

hatinya. 

Menurut para ahli dalarn pasal 1365 Kitab Undang-Undang 

Hukum perdata, mengatur pertanggundawaban yang diakibatkan oleh 

perbuatan melawan hukum, baik karena berbuat (positif - culpa in 

committendo) atau karena tidak berbuat (pasif - culpa in ommittendo). 

Sedangkan pasal 1366 mengatur pertanggundawaban yang diakibatkan 

oleh kesalahan karena kelalaian (onrechtmatige ni~laten).~ 

Bahwa tingkat kedewasaan menurut pasal 330 Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata adalah mereka yang telah berumur 21 (dua 

puluh satu) tahun atau telah kawin sedangkan pelaku pada saat itu masih 

berumur 19 sehingga orangtuanya haruslah ikut bertanggung jawab atas 

kerugian yang disebabkannya sebagaimana tersebut dalam pasal 1367 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : Seorang tidak 

7 Moegni djojodidjo, Perbuatan Melawan HuRum, Jakarta, Pradnya 
paramita, 1982, cet 11 , hlm. 27. 



saja bertanggundawab untuk kerugian yang disebabkan karena 

perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena 

perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan 

oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. 

Dalam menentukan siapakah yang hams menerima gugatan 

karena adanya suatu perbuatan melawan hukum, karena tidak selamanya 

yang harus digugat adalah si pelaku sendiri yang harus bertanggung 

jawab atas perbuatannya, yang d iked  dengan teori aan prakelijkheid 

atau dalam bahasa indonesia disebut dengan teori c'tanggung gugat", akan 

tetapi adakalanya adalah orang lain yang dalam ilmu hukurn d iked  

dengan "teori tanggung jawab pengganti" 

Teori tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan oleh orang lain dapat dibagi dalam dua kategori (sesuai 

dengan pasall367 Kitab undang-undang hukum perdata) yaitu : 

1. Teori tanggung jawab atasan ; 

2. Teori tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan atas orang- 

orang dalam tanggungannya dan dari barang-barang yang berada 

dibawah tanggungannya 

Setelah korban siuman dan mengetahui bahwa telah terjadi 

kesepakatan yang telah dibuat oleh orang tuanya dengan orang tua 

8 Munir fbady, op. cit, hlm. 16, 17. 



pelaku, korban merasa tidak puas dengan isi perjanjian tersebut, 

W e n a k a n  dirinya tidak dilibatkanltidak diberitahu terlebih dahulu, di 

samping ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku melalui orang 

tuanya tidak sepadan dengan penderitaan yang ia alami, dimana korban 

' putus tangannya sebatas siku juga sampai sekarang belum sembuh 

seratus persen. 

Dengan alasan-alasan tersebut akhirnya korban mengajukan 

gugatan ke Pengadilan Negeri Wonosari, dimana para pihak yang digugat 

adalah : Pengendara sedanlpelaku sebagai Tergugat I sedangkan orangtua 

pelaku masing-masing sebagai Tergugat I1 dan Tergugat III. 

Di dalam gugatannya Penggugat di samping mengajukan 

mtutan ganti kerugian materiil juga ganti kerugian moril kepada para 

tergugat, yangmana di dalam putusannya Pengadilan Negeri telah 

menjatuhkan putusannya yang pada pokoknya : Mengabulkan gugatan 

dari penggugat sebagian, dan menyatakan tergugat I telah melakukan 

perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar Pasal 360 ayat 1 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karenanya maka Tergugat I 

wajib memberikan ganti kerugian kepada Penggugat atas kerugian yang 

ditimbulkannya pada diri Penggugat, serta Tergugat I1 dan Tergugat 111 

bertanggungiawab atas kewajiban Tergugat I untuk membayar ganti 

kerugian masing-masing secara tanggung renteng kepada Penggugat 

baik rnateriil maupun moril. 



Dalam pertimbangannya, Majelis Hakirn menjatuhkan 

putusannya berdasarkan pada putusan pidana Pengadilan Negeri 

Wonosari yang menunjukan bahwa Tergugat I telah melakukan 

perbuatan melawan hukum, yaitu dengan telah dinyatakan terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena 

kekhilafannya menyebabkan orang lain luka berat, yaitu melanggar pasal 

360 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan telah pula dijatuhi 

pidana selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun 

6 (enam) bulan, sehingga Penggugat sebagai korban yang mengendarai 

sepeda motor dan Tergugat I sebagai pengendara mobil mengakibatkan 

penggugat menderita luka berat yaitu : tangan kanan putus di atas siku 

dan barus diamputasi, patah tulang paha kanan dan memar otak, di 

samping itu Tergugat I, Tergugat I1 dan Tergugat 111 secara tanggung 

renteng membayar ganti kerugian kepada penggugat atas kerugian yang 

ditimbulkan pada diri Penggugat sebesar Rp. 123.979.179,- (Seratus dua 

puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh 

puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas : ganti kerugian Materiil sebesar 

Rp. 23.979.179,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh 

sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan ganti kerugian 

moil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 

Selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi yogyakarta, putusan dari 

Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh putusan dari Pengadilan 

Tinggi Yogyakarta. 
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Setelah mengetahui ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang belurn 

dewasa sehingga orang tua pelaku tersebut haruslah ikut bertanggung 

jawab atas kerugian yang telah diakibatkan olehnya, maka timbul 

pertanyaan : Sejauh mana keberadaan perjanjian perdamaian yang 

berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang timbul dari kecelakaan 

lalu lintas, bagaimana bentuk tanggung jawab dari pelaku terhadap 

korban kecelakaan lalu lintas, apakah korban hams tunduk kepada 

perjanjian ganti kerugian yang dibuat oleh orang tua masing-masing? dan 

bagairnana hubungannya dengan pasal 133 8 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata tentang asas kebebasan berkontrak ? 

B. Rumusan Masalah. 

Dari uraian yang telah dijabarkan di atas maka dapat disusun 

rumusan rnasalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah keberadaan perjanjian perdamaian yang berkaitan 

dengan perbuatan melawan hukum yang timbul dalarn kecelakaan lalu 

lintas ? 

2. Bagaimanakah cara penentuan ganti kerugian yang diakibatkan oleh 

perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas ? 

C. Tujuan Penelitian 



Dari rumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini 

mempunyai tujuan : 

1. Untuk mengetahui sejauh mana keberadaan perjanjian perdamaian 

yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang timbul dalam 

kecelakaan lalu lintas. 

2. Untuk mengetahui cara penentuan ganti kerugian akibat perbuatan 

melawan hukum yang timbul dalam kecelakaan lalu lintas. 

D. Tinjauan Pustaka. 

Menurut Rutten, asas-asas hukum perjanjian yang diatur dalam 

pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 3 (tiga) yaitu : 

1. Asas, bahwa perjanjian yang dibuat itu pada umumnya bukan secara 

formil tetapi konsensuil, artinya perjanjian itu selesai karena 

persetujuan kehendak atau konsensus semata-mata dan dapat dibuat 

asas konsensualisme. 

2. Asas, bahwa pihak-pihak ham memenuhi apa yang telah dijanjikan , 

sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 3 3 8 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang 

bagi para pihak, maka dapat disebut asas kekuatan mengikat dari 

perjanjian. 

3. Asas kebebasan berkontrak, orang bebas membuat atau tidak 

membuat perjanjian , bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat- 



syarat perjanjian dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas mernilih 

Undang-Undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian  it^.^ 

Dari ketiga asas yang paling penting ialah kebebasan berkontrak 

dalarn bahasa asing dapat disebut: contracts vrijheid, contracteer vrijheid 

atau partij-autonomie, asas inilah yang merupakan tiang dari hukum 

perdata, khususnya hukum perikatan buku 111 KUHPerdata. 

Apakah arti dari tiang ?, Tiang berarti pokok dimana suatu 

bangunan tersebut berdiri dengan kata lain kebebasan berkontrak adalah 

pokok dimana bangunan hukum perdata tersebut berdiri sesuai dengan 

pernyataan Rutten "Asas kebebasan berkontrak tidak ditulis dengan kuta- 

kuta yangbanyak di dalam Undang-Undang tetapi seluruh hukum 

perdata kita diabsarkun padanya ". lo 

Sistim terbukanya buku 111 Kitab Undang-undang hukum 

perdata yang mengandung suatu asas kebebasan membuat suatu 

perjanjian dapat disimpulkan dalarn pasal 1338 ayat 1 Kitab undang 

hukum perdata yang berbunyi: 

"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang mernbuatnya" 

Purwahid Patrik, Asas Ztikad Baik dun Kepatutan Dalam Perjmjian, Badan 
Penerbit UNDIP, Semarang, 1986, hlm. 3. 

'O Zbid hlm. 5. 



Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut 

seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat, bahwa kita 

diperbolehkan membuat perjanjian, yang berupa clan berisi apa saja (atau 

tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang 

membuatnya seperti suatu undang-undang. 'l 

Selanjuntya apakah yang dbamakan dengan perjanjian tersebut, 

suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada 

seorang lain atau dimana ke dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan 

antara dua orang tersebut yang dinamakan dengan perikatan. Perjanjian 

itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. 

Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang 

mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis,12 

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan 

bahwa untuk sahnya persetujuan diperlukan syarat, yaitu : 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ; 

2. cakap untuk membuat perikatan ; 

3. suatu hal tertentu ; 

4. suatu sebab atau caw yang halal ; 

11 Subektii Hukum Perjanjian,PT. Intermasa, 1987, cet. XI, hlm. 14. 

12 Ibid hlm. 1 .  



Moegni Dj oj odirjo dalam bukunya "Perbuatan Melawan 

Hukum" menyebutkn bahwa, perkembangan penafsiran pengertian 

perbuatan melawan hukum terbagi dalam tiga fase, sebagai berikut : 

a. Masa antara tahun 1 838 sampai dengan tahm 1883. 

b. Masa antara tahun 1883 sampai dengan tahun 191 9. 

c. Masa sesudah tahun 19 19. 

Adanya kodifikasi sejak tahun 1838 membawa perubahan besar 

terhadap pengertian perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) 

yang diartikan pada waktu itu sebagai on wetrnatigedaad (perbuatan 

melanggar mdang-undang) yang berarti bahwa suatu perbuatan baru 

dianggap melanggar hukum, bilamana perbuatan tersebut bertentangan 

dengan undang-undang.13 ~en~er t i an  sempit ini sangat dipengaruhi oleh 

aliran legisme dalam filsafat hukurn. 

Setelah tahun 1883 sampai sebelum tahun 1919, pengertian 

perbuatan hukum diperluas sehingga mencakup juga pelanggaran 

terhadap hak subjektif orang lain. Dengan kata lain, perbuatan melawan 

hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan 

kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subjektif orang lain, 

Dalarn hal ini, pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

diartikan sebagai perbuatanltindakan melawan hukum (culpa in 

l 3  Moegni Djojodijo, op. Cit, hlm. 28. 



committendo), sedangkan pasal 1366 dipahami sebagai perbuatan 

melawan hukum dengan cara melalaikan (culpa in ommittendo), 

meskipun juga diakui dalam pasal 1365 juga terdapat pengertian culpa in 

ommittendo. l4 

Apabila suatu perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) tidak 

melanggar hak subjektif orang lain atau ti& melawan kewajiban 

hukumnyahkkilc melanggar undang-undang, maka perbuatan tersebut 

ti& termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Pendirian tersebut 

terlihat dalam putusan Hoge raad tentang Singernalirnachine Mij Arrest 

tanggal 6 Januari 1905 dan Waterkraan Arrest tanggal 10 Juni 19 10. 

Perkembangan yang sangat spektakuler dan monumentd 

terhadap pengertian "Perbuatan Melawan Hukum" terjadi pada tahun 

1919 dengan putusan Hoge Raad dalam kasus Lindenbaum melawan 

Cohen pada tanggal 31 Januari 1919, yang terkenal dengan nama 

Standaard Arrest atau Drukkers Arrest Cputusan tentang percetakan). 

Dimana menurut Hoge Raad yang dalam tingkat kasasi memenangkan 

Lindenbaum dengan alasan bahwa Pengadilan Tinggi telah menafsirkan 

arti dari perbuatan melawan hukum secara sempit yalah hanya sekedar 

melawan undang-undang saja. Sedangkan menurut Hoge Raad, 

pengertian perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) harus 

diartikan sebagai berbuat atau ti& berbuat yang memperkosa hak orang 

l4 Moegni Djojudyo, loc. cit, hlm. 28-30. 



lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau 

kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau 

benda orang lain.15 

Putusan Hoge Raad ini merupakan momentum terpenting dalam 

sejarah perkembangan B W (Burgerlij k Wetboek) sejak berlakunya pada 

tahm 1883, sehingga oleh Meijers putusan tersebut dinilai sama 

bobotnya dengan menambahkan satu buku pada B W . ~ ~  

Pelaku Perbuatan melawan hukum bertanggung jawab atas 

kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya, narnun dalam beberapa 

ha1 orang harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukurn yang 

dilakukan orang lain, pertanggung jawaban seperti ini dikenal sebagai 

pertanggung jawab kwalitatif (kwalitatip aam~~raakelijkheid).'~ 

Orang tua, wali, orang yang menjalankan kekuasaan wali 

bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh anaknya atau 

anak yang ada di bawah perwaliannya, dimana perbuatan yang dilakukan 

oleh anak-anak akan menjadi tanggung jawab orang tua atau walinya 

apabila anak tersebut belum dewasa dan tinggal atau hidup bersama-sarna 

dengan orang tua atau walinya, akan tetapi para orang tua dibebaskan 

dari pertanggung jawaban apabila mereka tidak dapat mencegah 

R Setiawan, op,cit, hal. 77-78. 

16 R Setiawan, loc.cit, hal. 247. 

l7 Hirman P Suma, Makulah Perbuatan Melawan Hukum pada Pelatihan 
Tehnis Peradilan, Bandung, 2006. 



perbuatan tersebut, dalam arti mereka telah berusaha dengan usaha yang 

maksirnal untuk menghindarkau kerugian tersebut. 

Bahwa apabila terjadi perbuatan melawan hukurn seseorang 

berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada orang yang telah 

mengakibatkan ia menderita kerugian dengan tanpa diperlukan somasi 

terlebih dahulu. Sekali timbul perbuatan melawan hukum saat itu juga 

pihak yang dirugikan langsung dapat menuntutnya (action, claim, 

rechtvordering;) dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan pasal 1365 dan 

pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum perdata tidak perlu menyebut 

bagaimam bentuk dari ganti rugi itu sendiri juga tidak perlu terinci. 

Dengan demikian tuntutan g a d  rugi didasarkan pada hitungan 

objektif dan konkrit yang meliputi materiil dan moril. Dapat pula 

diperhitungkan jumlah g a d  rugi berupa pemulihan pada keadaan 

semula. l8 

Meskipun tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukurn 

tidak diperlukan secara terinci, beberapa yurisprudensi Mahkamah 

Agung membatasi tuntutan besaran nilai dan jumlah ganti rugi, seperti : 

- Putusan Mahkamah Agung No. 196 WSipl1974 tanggal 7 oktober 

1976 menyatakan : "besamya jumlah ganti nzgi perbuatan melawan 

hukum diperpegangi prinsip pasaI 1372KUH Perdata yakni 



didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomi kedua belah 

pihak" 

- Putusan Mahkamah Agung No. 1226 WSipl1977 tanggal 13 April 

1978, menyatakan : "soal besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih 

mempakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati 

dengan suatu ukuran " 

E.METODE PENELITIAN. 

1. Objek Penelitian ; 

Objek penelitian adalah Kasus-kasus perbuatan melawan hukum 

pada Pengadilan Negeri Wonosari. 

2. Sumber data ; 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah berupa data 

sekunder, dan bahan hukum yang dipergunakan diperoleh melalui 

instansi Pengadilan yang berupa dokumen putusan-putusan 

Pengadilan. 

3. Tehnik Pengumpulan Data. 

Tehnik pengumpulan data yaitu dengan studi pustaka, karena 

merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, baik normatif 



BAB II 

TINJAUAN UMI.JM TENTANG PERIKATAN 

A. Pengertian Perikatan. 

Mr. Dr. H.F. Vollmar di dalam bukunya ''Inleiding tot de Studie van het 

Nederlands Burgelijk Recht" (1) mengatakan sebagai berikut : 

" Ditinjau dari isinya ternyata bahwa perikatan itu ada selama seseorang 

itu (debitur) hams melakuka. suatu prestasi yang mungkh dapat 

dipaksakan terhadap kreditur kalau perlu dengan bantuan hal~im.'"~ 

Definisi mengenai arti daripada perikatan itu sendiri tidak ada 

rumusannya di dalam Undang-Undang, tapi dirumuskan sedemikian rupa dalam 

ilmu pengetahuan hukum, dirnana arti daripada Perikatan adalah hubungan 

hukum antara dua pihak di dalarn lapangan hukum kekayaan, dimana pihak yang 

satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban 

memenuhi prestasi itu. 

Dari rumusan di atas maka pengertian perikatan mengandung arti, di satu 

sisi terdapat suatu hak, sedangkan di sisi lainnya adanya kewajiban, dimana dalam 

perjanjian timbal balik hak dan kewajiban di satu pihak saling berhadapan, di 

pihak lain terdapat adanya dua perikatan.2' 

20 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra 
AdiiyaBakti, Bandung, 2001, hlm. 1. 

21 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dun Asas-Asas Hukum Perdata,Alumni, 
Bandung, 1985, him. 204 



Di dalam burgerlijk Wetboek Buku I11 yang diberi judul "Van 

Verbintenissen", yang merupkan salinan istilah dari obligation dari Code Civil 

Perancis, istilah mana diarnbil dari hukum Romawi yang terkenal dengan istilah 

~bligation.~~ 

Istilah verbintenis dalam Burgelijk Wetboek ternyata diterjemahkan 

berbeda-beda dalam kepustakaan hukum Indonesia, ada yang menterjemahkan 

dengan perutangan, ada yang menterjemahkan dengan perjanjian, dan ada pula 

yang menterjemahkan dengan perikatan. Penggunaan istilah perikatan untuk 

verbintenis nampaknya lebih umum dipergunakan dalam kepustakaan hukum 

Ind~nesia.~~ 

Dalam perkembangannya pengertian perikatan tersebut tetap mengalami 

perubahan, ini terlihat dari defhisi beberapa sarjana mengenai arti dari perikatan 

itu sendiri, antara lain : 

1. Hohann 

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbitan subjek- 

subjek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang dari 

padanya (debitur atau para debitur) mengikatkan dirinya untuk bersikap yang 

demikian. 

2. Pitlo 

22 Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Perikatan,Bina Ilmu, Surabaya, 1979, 
hlm. 10. 

23 Riduan Syahrani, op.cit, hlm. 203. 



Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara 

dua orang atau lebih, atas dasar pokok yang satu berhak (kreditur) dan pihak 

yang lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu ~ res ta s i .~~  

Dari rumusan perikatan tersebut di atas, hak dan kewajiban juga tirnbul 

dari hubungan hukum yang mempakan hubungan yang diatur oleh hukum dan 

diakui oleh hukum. 

Sekalipun dalam Kitab Undang-Undang H u h  Perdata definisi dari 

perikatan tidak dipaparkan secara tegas, akan tetapi dalam pasal 1233 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa perikatan selain dilabirlcan 

dari Undang-Undang, perikatan dapat pula dilahirkan dari perjanjian. Dengan 

demikian suatu perjanjian akan menerbitkan suatu perikatan, perjanjian adalah 

sumber terpenting yang melabirkan perikatan, sedangkan perikatan merupakan isi 

dari perjanjian. 

Dengan k a l i i t  lain, bila definisi dari pasal 13 13 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata tersebut dihubungkan dengan maksud dari pasal 1233 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, maka dapat terlihat pengertian dari perikatan 

itu, karena perikatan tersebut lahir oleh karena perjanjian itu sendiri. 

Dari rumusan pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat 

kita lihat unsur-unsur perikatan ada 4 (empat), yaitu : 

1. Adanya hubungan hukum antara kreditur dengan debitur. 

2. Adanya harta kekayaan. 

24 Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Putrabardin,Bandung, 1978, 
hlm. 2. 



3. Adanya para pihak. 

4. Adanya prestasi (objek hukurn). 

Oleh karena itu untuk melihat perbedaan dari istilah perikatan dan 

perjanjian tersebut, maka Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, 

memberikan definisi sebagai be~ilcut?~ : 

- Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau 

dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu ha1 

dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi 

tuntutan itu, sedangkan. 

- Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada 

seseorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk m e l h a k a n  

sesuatu hal. 

Hakelcat antara perikatan dan perjanjian pada dasamya adalah sama, 

dimana merupakan hubungan hukurn antara pihak-pihak yang diikat di dalamnya, 

namun pengertian dari perikatan lebih luas dari perjanjian, sebab hubungan 

hukum yang ada dalam perikatan munculnya ti& hanya dari perjanjian tetapi 

juga dari peraturan perundang-undangan. 

Hal lain yang membedakan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa 

perjanjian pada hakekatnya merupakan hasil kesepakatan para pihak, dimana 

surnbernya adalah kebebasan para pihakyang ada untuk diikat dengan perjanjian 

sebagairnana di atur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

sedangkan perikatan selain mengikat karena kesepakatan, juga karena diwajibkan 

25 Subekti.Hukum Perjanjian,, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, Him. 1. 
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oleh Undang-Undang, rnisalnya : perikatan antara orang tua dengan anaknya 

muncul bukan karena adanya kesepakatan tetapi karena perintah Undang-Undang. 

Di samping itu juga konsekwensi hukum dari perikatan masing-masing 

pihak mempunyai hak hukurn untuk menuntut pelaksanaan prestasi dari para 

pihak yang telah terikat, sedangkan pada perjanjian tidak ditegaskan tentang hak 

hukum yang dimiliki oleh para pihak yang berjanji apabila salah satu ingkar janji, 

juga oleh karena dasar dari perjanjian adalah kata sepakat, maka tidak 

dipenuhinya prestasi dalam perjanjian menimbulkan ingkar janji, sedangkan tidak 

dipenuhinya suatu prestasi dalam perikatan menimbulkan konsekwensi hukum 

sebagai perbuatan melawan hukurn. 

Dalam setiap perikatan paling sedikit terdapat 2 (dm) subjek hukum, 

yaitu kreditur dan debitur, kreditur berhak atas prestasi, sedangkan debitur 

berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Kewajiban debitur untuk memenuhi 

prestasi ini disebu schuld, selain itu debitur juga berkewajiban untuk menjamin 

pemenuhan prestasi tersebut dengan seluruh harta kekayaannya, yang disebut 

haftung.26 

Dengan demikian pada debitur terdapat schuld dan haftung, sedangkan 

pada kreditur terdapat hak atas pemenuhan prestasi.Namun Undang-Undang 

kadang-kadang mengadakan pengecualian, sehingga pada debitur tidak selalu ada 

schuld dan haftung. 

- 

26 Riduan Syahrani, op.cit.hlm. 207. 



Pada suatu perikatan mungkin saja terdapat beberapa kreditur dad  atau 

debitur, debitur harus selalu dikenal atau diketahui, karena ini penting untuk 

menuntut pemenuhan prestasi, berlainan dengan kedudukan kreditur yang tidak 

saja dapat diganti secara sepihak, misalnya, cessie. Akan tetapi dalam berbagai 

hal, teristimewa dalam lalu lintas perdagangan kreditur a priori dapat diganti 

dengan menggmakan klausula atas tunjuk dan atas bawa, penggantian debitur 

secara sepihak pada u m m y a  tidak pemah terjadi karena bagi kreditur 

bonafiditas daripada debitur addah penting, maka penggantiannya hams disetujui 

oleh kredit~r.~' 

Selain subjek hukum dalam suatu perikatan, terdapat pula objek hukum 

perikatan, dimana objek hukum perikatan yang merupakan hak kreditur dan 

kewajiban debitur disebut dengan prestasi, yang menurut pasal 1234 Kitab 

Undang-Undang Hukurn Perdata prestasi ini dapat berupa : 

a. Mernberi sesuatu 

b. Berbuat sesuatu 

c. Tak berbuat sesuatu 

Sesuatu disini tergantung pada maksud serta tujuan pada pihak yang 

mengadakanhubungan hukum, apa yang akan diberikan, yang harus dan tidak 

boleh diperbuat, sehingga dalam hal ini bisa dalam bentuk materiil (berwujud) 

dan bisa dalam bentuk immateriil (tidak bewuj~d).~* 

Prestasi dari suatu perikatan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

27 Setiawan, 0p.cit.hlm. 5-6. 

28 Ridwan syahrani, Loc.cit. him. 206. 



a. Harus diperkenankan 

Hal ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban 

umum maupun kesuslilaan yaitu dalam pasal 1335 dan 1337 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. 

"Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuah karena sesuatu 

sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan." 

"Sesuatu sebab adalah terlarang, apabila di larang oleh Undang- 

Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau 

ketertiban mum. 

b. Harus tertentu atau dapat ditentukan, dalam arti harus terang dan jelas, 

sebagaimana tersebut dalam Pasal 1320 ayat 3 dan Pasal 1333 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : 

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yang salah 

satunya adalah suatu ha1 tertentu". 

"Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang 

paling sedikit ditentukan jenisnya. 

c. Harus mungkin dapat dilakukan 

Jika prestasinya secara obyelctif tidak mungkin dilaksanakan maka tidak 

akan timbul perikatan, namun jika prestasinya tidak mungkin dilaksanakan secara 

subyektif maka tidaklah demikian. 

Dalam perkembangannya selanjutnya, baik Pitlo maupun asser 

berpendapat adalah tidal relevan untuk mempersoalkan ketidakmungkinan 

subjelctif dan objektif. Dikemukakan bahwa ketidakmungkhm untuk melakukan 



prestasi dari debitur itu hendaknya dilihat dari sudut kreditur, yaitu apakah 

kreditur mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang ketidakmungkinan 

tersebut, jika lcreditur mengetahui, maka perilcatan menjadi batal dan sebaliknya, 

jika kreditur tidak mengetahui, debitur tetap berkewajiban untuk melaksanakan 

pre~tasi .~~ 

B. Macam-Macam Perikatan 

Mengenai macam-macam perikatan beberapa sarjana mengemukakan 

pendiiya : 

a. Prof. Soebekti mengemukakan beberapa macam perikatan yaitu30 : 

1. Perikata bersyarat 

2. Perikatan dengan ketetapan waktu 

3. Perikatan manasuka / alternative 

4. Perikatan tangggung menanggung / solider 

5. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi. 

6. Perikatan dengan ancaman hukuman. 

Perikatan bersyarat yang akan datang dan peritiwa yang terjadi 

digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang dan peristiwa 

tersebut belum tentu tejadi. perikatan bersyarat ini ada 2 macam yaitu : 

1. Perikatan bersyarat dengan syarat tangguh 

29 Setiawan, Loc.cit. hlm. 5 

30 Subekti, Op.cit, hlm. 4. 



b. R-Setiawan, S.H. membagi perikatan menjadi :3' 

1. Menurut isi dari pada prestasinya : 

a. Perikatan subyektif 

b. Perikatan sepitas laku dan berkelanjutan 

c. Perikatan alternative 

d. Perikatan W t a t i f  

e. Perikatan generic clan specific 

f. Perikatan dapat dibagi-bagi dan tak dapat dibagi-bagi. 

2. Menurut subyeknya : 

a. Perikatan solider 

b. Perikatan principle atau accessories. 

3. Mulai berlaku dan berakhirya perikatan. 

a. Perikatan bersyarat 

b. Perikatan dengan ketetapan waktu. 

C. Sumber-Sumber Perikatan. 

Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukurn Perdata memuat peraturan 

dasar tentang perikatan, di dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata dikatakan : 

" Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian, baik karena 

Undang-Undang." 

31 Setiawan, Lot-cit., hlrn. 34. 



1. PERJANJIAN. 

1.1. Pengertian Pejanjian. 

Istilah perjanjia adalah merupakan terjemahan dari istilah "overeenkomst", 

dimana overeenkomst adalah berasal dari kata kerja overeenkomen yang berarti 

setuju atau sepakat, istilah tersebut oleh para sarjana ada yang menterjemahkan 

dengan persetujuan, dan ada pula yang menterjemahkannya sebagai perjanjian. 

Sebagaimana dikatakan di dalam Pasal 1313 KUHPerdata bahwa 

perjanjian adalah : suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau 

lebih. 

Rumusan yang terdapat dalam pasal 1313 KTJHPerdata tersebut terlihat 

beberapa kelemahan-kelemahan, dimana kelemahan-kelemahan tersebut terlihat 

pada : 

1. Unsur "perbuatan", kalau dilihat dari skema peristiwa hukum , maka 

peristiwa hukum yang timbul karena perbuatan atau tindakan manusia 

meliputi, baik tindakan hukum maupun tin- bukan hukumatau 

tindakan manusia yang lain, seperti misalnya : zaakwaarneming 

(pegurusan orang lain dengan suka rela) dan perbuatan melawan hukum 

(onrechtmatigedaad). 

Suatu onrechtmatigedaad memang dapat menirnbulkan perikatan, 

dimana orang yang satu terikat untuk memberikan suatu prestasitertentu 

(ganti rugi) kepada orang yang dirugikan, akan tetapi dari ha1 itu dapat 

dilihat bahwa suatu tindakan melawan hukum, tidak selalu didasarkan 



atas dm bukan merupakan suatu perjanjian, karena akibat hukumnya 

(membayar ganti rugi) tidak diperjanjiakan terlebih dahulu, sedangkan 

dalam suatu perjanjian para pihak sudah tahu akibat hukumnya yang 

akan timbul dari suatu perjanjian dan mereka sengaja melakukan 

tindakan tersebutdengan tujuan agar akibat hukumnya yang 

dikehendakinya timbul. 

Suatu tindakan yang menimbulkan akibat hukurn yang dikehendaki 

disebut dengan tindakan hukum, karenanya kata perbuatan lebih tepat 

diganti dengan kata perbuatan hukum. 

2.Unsu "dengan rnana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

satu orang lain atau lebih". Ini terkesan yang timbul adalah disatu fihak 

ada kewajiban dan dilain fihak ada hak, sehingga kata-kata tersebut 

hanyalan cocok untuk perjanjian sepihak saja, yang apabila diterapkan 

dalam perjanjian timbale balik, rnaka hams ada hubungan timbale balik 

mengenai akibat hukumnya dari para pihak yang melaksanakan 

perjanjian. 

3.Arti daripada perjanjian itu sendiri, kata perjanjian disini dapat diartikan 

secara luas rnaupun sempit, dalam arti luas, maka suatu perjanijian 

berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang 

dikehendaki oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan, 

perjanjian kawin dan lain-lain. Dalam arti sempit perjanjian disini hanya 

ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalarn lapangan kekayaan 

saja, sebagairnana yang dimaksud dalam buku I11 KUHPerdata. 



Hukum Perjanjian dikatakan bagian dari hukum perikatan, sedangkan 

hukum Perikatan adalah bagian dari hukum kekayaan, maka hubungan 

yang timbul antara para pihak didalam perjanjian adalah hubungan 

hukum dalarn lapangan hokum kekayaan saja. Karena perjanjian 

menimbulkan hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, 

karena perjanjian m e n i m b b  hubungan hukum dalam lapangan 

hukum kekayaan, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya 

perj anj ian menimbulkan suatu perikatan, untuk itulah maka perj anjian 

adalah merupakan sumber dari perikatan. Sedangkan yang diatur dalam 

pasal 13 1 3 KUHPerdata merupakan perj anj ian yang menimbulkan 

perikatan atau perjanjian obligator, maka perikatan disini adalah 

merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam lapangan 

hukum kekayaan, dimana disatu pihak terdapat hak dan pada pihak lain 

terdapat kewajiban. Hal ini berarti, bahwa perjanjian sebagai yang 

dirnaksud dalam pasal 13 1 3 KUHPerdata adalah baru akan menimbulkm 

hak-hak dan kewajiban-kewajiban saja, untuk mencari definisi perjanjian 

yang lebih jelas adalah suli, akan tetapi melalui sumber hokum yang lain, 

yaitu doktri atau pendapat para sarjana hokum pengertian dari perjanjian 

akan dapat ditemukan. 

Oleh karena terdapat beberapa kelemahan tersebut, maka beberapa ahli 

mengemukakan rumusannya sendiri-sendiri diantaranya : 

a. Subekti. 



Perjanjian adalah merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji 

kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal?2 

b.R Setiawan 

Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang 

atau lebih?3 

c. Sudikno Mertokuswno 

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih 

berdasarkan kata sepakat untuk rnenimbulkan akibat hukum. 

Pandangan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokoesumo 

sebagai suatu perbuatan hukum yang berisi dua, untuk rnenimbulkan persesuaian 

kehendak guna melahirkan akibat hukum. 

Pendapat-pendapat tersebut kiranya telah berusaha untuk rnengatasi 

kelemahan-kelemahan di dalam pasal 1313 KUH Perdata, yang tidak hanya 

merupakan perbuatan saja, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan perbuatan 

hukurn, dan dengan adanya penambahan saling mengikatkan diri, ini berarti tidak 

hanya mecakup perj anjian sepihak saja. 

32 Subekti, Op.cit,, hlm. 1 

33. Setiawan, Loc.cit, hlm. 49. 



Sebagai telah dikemukakan di atas tentang pengertian perjanjian, bahwa 

perjanjian adalah merupakan hubungan hukum antara para pihak yang didasarkan 

pada kata sepakat yang dapat menimbulkan akibat hukurn, kedua belah pihak 

sepakat untuk menentukan peraturan-peratuiran atau kaidah-kaidah atau hak dan 

kewajiban yang mengikat bagi mereka untuk ditaati dan dijalani. Kesepakatan ini 

adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, dan 

kalau kesepakatan tersebut dilanggar maka akan ada akibatnya, dimana pelanggar 

dapat dikenai suatu sangsi. 

Pada umurnnya perjanjian dibuat secara bebas, bebas disini mempunyai 

pengertian bahwa setiap orang boleh membuat perjanjian dengan isi apapun. 

Perjanjian jika dilihat dari h& dan kewajibannya menjadi perjanjian timbal balik 

dan perjanjian sepihak. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dapat 

menimbulkan h&-hak dan kewajiban-kewajiban kepada kedua belah pihak, dan ' 

hak serta kewajiban tersebut mempunyai hubungan satu dengan lainnya. 

Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban 

pada saru pih& saja dan pihak yang lain hanya ada hak, apabila ditinjau dari 

bentuknya maka ada dua, yaitu perjanjian yang tertulis dan perjanjian yang tidak 

tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang ditulis, baik itu dalam akta 

maupun dibawah tangan, dan perjanjian yang tidak tertulisadalah prjanjian yang 

dilakukan dengan lisan. Sedangkan perjanjian seperti disebutkan dalam pasal 

1319 KUHPerdata ada dua kelompok perjanjian, yaitu perjanjian bernama dan 

perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah :perjanjian yang dikenal 

dengan nama tertentudan aturannya sudah ditentukan dalam undang-undang, 



sedangka perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang belum mendapat 

pengaturan secara khusus dalam undang-undang. 

Para pihak yang terlibat di dalam suatu perjanjianlsubjek hukurn 

perjanjian adalah sebagaimana diatur di dalam KUHPerdata pasal 13 15, pasal 

13 16, pasal 13 17 dan pasal 1340, pasal 1341, dimana yang dimaksud dari para 

subjek hukum dalam suatu perjanjian, KUHPerdata membaginya atas tiga 

kelompok yang terkait di dalamnya, yalah : 

a. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri ; 

b. Para ahli waris dan yang mendapat hak daripadanya ; 

c. Pihak ketiga ; 

Jadi disini jelaslah bahwa suatu perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam 

pasa 13 15 dan pasal 1340 KUHPerdata yang telah dibuat oleh para pihak 

hanyalah dapat mengikat para pihak saja yang membuat perjanjian tersebut. 

Selanjutnya untuk lebih jelasnya tentang asas-asas apa saja yang terdapat 

dalam Hukum Perjanjian, sebagai suatu dasar atau yang menjadi pokok dasar 

atau tumpuan berflkir, dan juga merupakan suatu prinsip yang hams diindahkan 

oleh setiap orang yang terlibat didalam suatu perjanjian, beberapa sarjana 

mengemukakan beberapa asas-asas perjanjian sebagai berikut : 

a. Asas Kepribadian 

Di dalam Pasal 13 15 asas ini dapat diketemukan, yang disebutkan 

sebagai berikut : "pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas 

nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya 

sendiri", Juga disebutkan didalam pasall340 KUHPerdata yang mengatakan : 



"Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya" 

berdasarkan asas tersebut diatas, seseorang tidak dapat meletakan 

kewajibannya kepada orang lain tanpa adanya sepakat orang yang 

bersangkutan. 

Jadi disini jelaslah bahwa suatu perjanjian sebagaimana yang telah diatur 

dalam pasa 13 15 dan pasal 1340 KUHPerdata yang telah dibuat oleh para 

pihak hanyalah dapat mengikat para pihak saja yang membuat perjanjian 

tersebut. 

Pengecualian dari pasal tersebut di atas adalah pasal 13 17 KUHPerdata yaitu 

mengenai janji bagi kepentingan pihak ketiga, karena di dalam pasal 131 8 

KUHPerdata juga diatur tentang seseorang yang meminta diperjanjikan 

sesuatu hal, maka ha1 tersebut dianggap juga untuk ahli warisnya dan orang 

yang memperoleh hak daripadanya. 

b. Asas Konsensualisme. 

Kata konsensalisme ini berasal dari bahasa Latin "consensus" yang 

berarti sepakat. Sepakat disini adalah adanya persesuaian kehendak antara para 

pihak yang mengadakan perjanjian. Apa yang dikehendaki yang satu 

dikehendaki pihak yang lain dalarn kebalikan. 

Berdasarkan asas konsensualisme ini suatu perjanjian telah terjadi atau lahir 

dengan adanya kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok tanpa adanya 

formalitas lain. Perkecualian asas ini adalah terhadap perjanjian fonnil karena 

perjanjian ini memerlukan formalitas tertentu, misalnya perjanjian perdamaim 



hams dilakukan secara tertulis, kemudian perjanjian pembebanan hak 

tanggungan. Disamping itu perjanjian riil, juga merupakan perkeculian dari 

asas konsensualisme ini, perjanjian ini baru lahir apabila harang yang menjadi 

pokok perjanjian diserahkan, misalnya perjanjian penitipan. 

c. Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas ini tersirat dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dari kata 

"semua perjanjian" seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat 

tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja asal dibuat secara sah 

(sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1320 KUH Perdata). Asas kebebasan 

berkontrak ini merupakan asas yang sangat penting, babkan merupakan tiang 

dari hukum perilcatan. Oleh karena merupakan tiang, maka sangatlah pokok 

dirnana bangunan hukum perdata itu berdiri. 

Di dalam system hukum Common Law, asas kebebasan berkontrak ini baru diterima, 

jika para pihak yang mangikatkan diri dalam suatu perjanjian itu mempunyai 

kedudukan yang seimbang serta tidak merugikan masyarakat. 

Kebebasan berkontrak ini berlatar belakang pada paham individualisme yang secara 

embrional lahir dalam zaman Yunani, diteruskan oleh kaum Epicuristen dan 

berkembang pesat pada zaman reinaissance melalui ajaran : Hugo De Groot, Thomas 

Hobbes, John Locke dan Rousseau, dimana puncak perkembangannya tercapai dalam 

periodesetelah revolusi Prancis. 

d. Asas Kekuatan Mengikat (Pacta Sunt Servanda). 



Asas ini berkaitan erat dengan akibat perjanjian, yang tersirat di dalam 

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata : "semua perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mambuatnya". Dari 

ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa kekuatan mengikatnya suatu 

perjanjian itu baru ada jika perjanjian itu dibuat secara sah, sebagaimana 

ditentukan di dalam pasal 1320 KUH Perdata, dirnana perjanjian yang 

dibuatnya itu merupakan undang-undang baginya. 

e. Asas Pelaksanaan Suatu Pe rjanjian atau Itikad Baik. 

Asas ini dapat dilihat dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang 

dinyatakan bahwa "suatu pejanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik" 

itikad baik ini mempunyai dua pengertian yaitu ": 

1) Itikad baik dalam pengertian subyektif 

Ini merupakan sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu 

hubungan hukurn yang berupa perkiraan bahwa syarat-syarat yang 

diperlukan di dalam perjanjian yang dibuatnya telah terpenuhi. Hal ini 

berarti adanya sikap jujur atau bersih dan tidak bermaksud 

menyembunyikan sesuatu yang buruk dan dapat merugikan pihak lain. 

Oleh karena itu itikad baik disini sering disebut dengan kejujuran. 

2) Itikad baik dalam pengertian obyektif. 

34 Riduan Syahrani, Loc.cit. hlm. 261-262. 



Ini merupakan tindakan seseorang dalam melaksanakan perjanjian 

yaitu melaksakan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum harus 

berjalan sesuai dengan ketentuan dengan mengindahkan norma-norma 

kepatutan dan kesusilaan. 

Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan itikad baik ini hakim diberi 

wewenang oleh undang-undang untuk mengawasi dan menilaipelaksanaan 

suatu pejanjian apakah terdapat pelanggran terhadap norma kepatutan dan 

kesusilaan atau tidak. 

1,2, Syarat sahnya Perjanjian. 

Suatu perjanjian agar dapat dikatakan sah hams memenuhi syarat-syarat 

sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Syarat-syarat tersebut 

adalah : 

1. Adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan diri 

2. Adanya kecapakan untuk melakukan perbuatan khusus 

3. Mengenai ha1 tertentu / obyeknya tertentu 

4. Suatu sebab yang halal. 

Keempat syarat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu : 

a. Syarat pertama dan kedua yang disebut dengan syarat subyektif, hal ini karena 

mengenai subyek-subyeknya atau orangnya 

b. Syarat ketiga dan keempat yang disebut sebagai syarat obyektif, karena 

menyangkut mengenai obyek dari hubungan hukum tersebut 



Akibat hukum dalam hal syarat-syarat dalam perjanjian tersebut tidak 

terpenuhi akan berbeda. Jika syarat subyektif tidak terpenubi, maka perjanjian 

yang diadakan dapat meminta pembatalan atau disebut voidable atau 

vernietigbaar. Pembatalan tersebut dapat dikemukakan oleh pihak yang tidak 

memberikan sepakat secara bebas atau mereka yang tidak cakap. Pengajuan 

pembatalan tersebut menurut pasal 1454 KUHPerdata haruslah dilakukan dalam 

waktu tidak boleh lebih dari lima tahun, namun demikian pembatalan tersebut 

tidak boleh dilakukan jika telah dimintakan penguatan (affirmation) oleh orang 

tua, wali atau pengampu. Dalam hal syarat obyektif tidak terpenuhi, maka 

perjanjian yang dilakukan adalah batal atau null and void atau nieting, maksudnya 

dari semula tidak pernah terjadi suatu pe rjanjian. 

Sepakat atau konsensus adalah apa yang dikehendaki pihak yang satu 

dikehendaki oleh pihak yang lain dalam kebalikan. Kata sepakat tersebut harus 

diberikan secara bebas, ini berarti tidak ada kekhilafan, paksaan maupun 

penipuan. 

Kekbilafan ini te~jadi jika seseorang dipengaruhi oleh pandangan yang 

palsu. Kekhilafan tersebut dapat mengenai barangnya ataupun mengenai 

orangnya. 

Paksaan itu terjadi jika perbuatan itu sedemikian rupa, sehingga dapat 

menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, oleh karena itu paksaaan yang dapat 

mengakibatkan suatu pe rjanjian dibatalkan adalah paksaan rokhani atau phykhis. 



Penipuan terjadi jika seseorang memberhn keterangan-keterangan pdsu 

yang disertai dengan tipu muslihat, karena kebohongan-kebohongan saja tidak 

dapat dikategorikan sebagai penipuan, jika tidak disertai dengan tipu-muslihat. 

Kapan terjadiuya kata sepakat ?, ha1 ini ada beberapa teori, teori tersebut 

: 

a. Teori kehendak (Wilstheorie). 

Teori ini mengajarkan jika kita mengemukakan suatu pernyataan yang berbeda 

dengan apa yang dikehendaki, maka kita tidak terikat dengan pernyataan 

tersebut. 

b. Teori pernyataan (verklaringstheorie). 

Teori ini mengajarkan kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita dapat 

berpegang kepada apa yang dinyatakan. 

c. Teori Pengiriman (venendingstheorie). 

Teori ini mengajarkan bahwa terjadinya persetujuan adalah pada saat 

dikirhkannya swat jawaban. 

d.Teori Kepercayaan (vertrouwenstheori). 

Teori ini mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat ada pernyataan, 

yang secara obyektif dapat dipercaya. 

f. Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie). 

Teori ini mengemukakan bahwa persetujuan terjadi setelah orang yang 

menawarkan mengetahui bahwa penawarannya disetujui. 

g. Teori Penerimaan. 



Menurut teori ini, bahwa persetujuan terjadi pada saat diterimanya surat 

jawaban penerirnaan penawaran oleh orang yang menawarkan. 

Selanjutnya tentang kata sepakat, Asser membedakannya atas bagian dari 

perjanjian, yaitu bagian inti (wezenlijk oordell), clan bagian yang bukan inti (non 

wezenlijk oordell), bagian inti disebut Esensialia , dimana bagian ini merupakan 

sifat yang hams ada didalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan 

pe rjanjian itu tercipta, seperti, persetujuan antara para p i .& dan objek perjanjian, 

sedangkan bagian non inti yang terdiri dari, Naturalia diiana bagian merupakan 

sifat bawaan perjanjian sehingga secara dim-&am melekat pada perjanjian, 

seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual, dan Aksidentialia, 

dimana bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara 

tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan-ketentuan mengenai 

domisili para pihak? 

Kemudian tentang syarat kedua, secara hukum yalah bagi mereka yang 

telah dewasa yaitu mereka yang telah berusia 21 tahun atau telah kawin 

sebelumnya adalah merupakan orang yang cakap untuk melakukan suatu 

perbuatan hokum, dimana dalam pasal 1330 KUHPerdata disebutkan orang-orang 

yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukurn yaitu : 

a. Orang-orang yang belum dewasa 

b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan 

36 Mariam Darus Badruban, Kitab Undang-Undang H u k m  Perdata, Buku I11 tentang 
Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 99. 



c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh ahg-undang,  dan 

semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian- 

perjanjian tertentu, akan tetapi didalam praktek ketentuan ini telah ditinggalkan, 

sehingga seorang perempuan yang bersuami dianggap cakap, ha1 ini dapat 

dilihat dari SE. MA No. 311963 tanggal 4 Agustus 1963 yang ditujukan kepada 

semua ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk tidak 

memberlakukan beberapa pasal yang terdapat didalam KUHPerdata. 

Khusus untuk orang yang belum dewasa, menurut ketentuan Pasal 330 

KUHPerdata, orang yang belum dewasa adalah, mereka yang belum genap 

berusia 21 atau belum menikah, namun pengecualiann dar iketentuan tersebut 

adalah: 

a. Seseorang yang belum dewasa adalah cakap untuk membuat perjanjian 

perburuhan, jika ia untuk itu ia dikuaskan oleh wakilnya menurut undang- 

undang secara tertulis (pasal 1601 g KUHPerdata), 

b.Anak yang belum dewasa yang telah memenuhi syarat-syarat untuk kawin, 

cakap juga menyetujui segala perjanjian yang mengandung perjanjian kawin 

(pasal 151 KUHPerdata), dan untuk membuat wasiat telah berumur 18 tahun 

(pasal 877 KUHPerdata). 

Syarat yang ketiga adalah mengenai hal tertentu, dimana prestasi dalam 

suatu perjanjian dalam ha1 ini yang dimaksudkan bahwa barang yang 

dimaksudkan hams tertentu atau dapat ditentukan, paling tidak jenisnya, 

sedangkan jumlahnya asal dapat ditentukan, karena suatu perjanjian sebagaimana 

ditentukan oleh pasal 1333 KLTHPerdata adalah batal, sedangkan Pasal 1332 



KUHPerdata menentukan tentang barang-barang apa saja yang hanya 

diperbolehkan untuk diperdagangkan yang menjadi obyek yang diperjanjikan. 

Sedangkan mengenai syarat keempat yaitu tentang suatu sebab yang 

halal, yang dimaksud disini adalah mengenai isi daripada perjanjian itu sendiri 

yang dibuat oleh para pihak. 

Selanjutnya kapan suatu perjanjian akan berakhir, suatu perjanjian akan 

berakhir menurut R. Setiawan disebabkan oleh 37: 

a. Ditentukan dalarn perjanjian oleh para pihak. 

b. Ditentukan berdasarkan undang-undang. 

c. Terjadinya peristiwa tertentu. 

d. Pernyataan penghentian perjanjian oleh para pihak. 

e. Karena putusan hakirn. 

f. Tujuannya telah tercapai. 

g. Dengan persetujuan para pihak (herroeping). 

Sedangkan ada pendapat lain mengenai perjanjian yang diadakan untuk 

walctu yang tidak terbatas, menurut pendapat Vollmar adalah dapat diakhiri 

perjanjian tersebut dengan pemberitahuan terlebih dahulu serta menurut kebiasaan 

setemPat3* 

2. Undang-Undang. 

37, Setiawan, Loc.cit, ,him. 69 

38 HFA. Vollmar, Penguntar Studi Huhm Perdata, GiIid Za Rajawali, Jakarta, 1984, 
hlm. 328. 



Ketentuan pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

dinyatakan, bahwa perikatan yang timbul dari undang-undang terjadi karena : 

a. Undang-undang saja 

b. Undang-undang karena perbuatan manusia. 

Perikatan yang terjadi karena undang-undang saja, ini bukan berarti 

undang-undang saja dapat menimbukan perikatan, namun ketentuan undang- 

undang tersebut dikaitkan dengan peristiwa hukum misalnya kematian, 

kelahiran dan hukum tetangga, misalnya pemilik pekarangan yang 

pekarangannya lebih rendah letaknya wajib menerima dalam pekarangannya 

segala air yang karena kehendaknya sendiri lepas dari campur tangan manusia 

mengalir dari pekarangannya. 

Perikatan yang terjadi karena undang-undang sebagai akibat perbuatan 

manusia ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : 

2. 1. Perbuatan yang menurut hukum 

a. Pengurusan kepentingan orang lain secara sukarela atau tanpa perintah 

(Zaak wameming). 

Pengurusan kepentingan orang lain secara sukarela (zaakwarneming) 

ada yang mengistilahkan perwakilan s ~ k a r e l a ~ ~  adalah suatu perbuatan 

yang dilakukan oleh seseorang dengan sukarela, tanpa perintah 

mewakili urusan orang lain baik tanpa atau sepengatahuan orang yang 

diwakilinya. 

39 Setiawan, Lot cit,hlm. 71. 



Unsur-mur perbuatan penguusan kepentingan orang lain secara 

sukarela adalah : 

a. Perbuatan yang dilakukan dengan sukarela artinya perbuatan itu 

dilakukan atas kesadaran sendiri tanpa mengharapkan suatu 

imbalan apapun. 

b. Tanpa mendapat perintah, in brearti perbuatan yang dilakukan atas 

inisiatif sendiri tanpa ada pesan, perintah atau kuasa dari orang 

yang d i m  kepentingannya 

c. Mengurusi kepentingan orang lain, ini berarti ia melakukan 

perbuatan itu untuk kepentingan orang lain, bukan kepentingannya 

sendiri. 

d. Perbuatan tersebut dengan atau tanpa pengetahuan orang yang 

d i m .  

e. Bertindak menurut hukum 

Seseorang yang mewakili urusan orang lain dengan sukarela 

mempunyai kewajiban : 

a. Harus bertindak sebagai bapak rumah tangga yang baik, 

b. Melaksanakan tugasnya sampai selesai atau sampai orang yang 

diurus kepentingannya mampu melaksanakan sendiri atau jika 

orang yang d i m  kepentingannya tersebut meninggal dunia ia 

tetap melaksanakan tugas sampai dengan ahli warisnya dapat 

mengambil alih urusan tersebut. 

c. Ia wajib memberikan laporan. 



Hak bagi orang yang mengurusi kepentingan orang lain adalah berhak 

untuk mendapat penggantian atas biaya-biaya yang telah ia keluarkan, 

dan menurut Arrest Hoge Raad 10 Desember 1948, ia mempunyai hak 

retensi, yaitu hak menahan barang-barang kepunyaan orang yang 

diwakili sampai biaya-biaya yang telah ia keluarkan dibayar kembali. 

Berdasarkan ketentuan pasal 1358 KUHPerdata dinyatakan bahwa 

seseorang yang telah mengurusi kepentingan orang lain dengan 

sukarela ia tidak berhak atas upah . 

b. Pembayaran talc berutang (Onverschuldigde betaling) 

Berdasarkan ketentuan dari pasal 1359 ayat (1) KUHPerdata 

dinyatakan bahwa : " tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya 

suatu hutang, apa yang telah dibayarkan, dengan tidak diwajibkan, 

dapat dituntut kembali". Juga dalam pasal 1359 ayat 2 KUHPerdata, 

"Terhadap perikatan-perikatan bebas, yang secara sukarela telah 

dipenuhi, talc dapat dilakukan penuntutan kembali ". 

Apabila ia penerirna pembayaran yang tidak terutang mempunyai 

iktikad buruk, telah menerima suatu pembayaran ia wajib 

mengembalikan dengan bunga dan hasil-hasilnya terhitung dari hari 

pembayaran, penggantian biaya, rugi dan bunga jika mengalami 

kemerosotan, bahkan jika barangnya musnah meskipun diluar 

kesalahannya ia wajib : 

a. Membayar harga 



b. Penggantian biaya 

c. Kerugian dan bunga 

Kecuali ia dapat membuktikan bahwa, barang itu akan munsah juga 

jika barang tersebut ada ditangannya. 

Apabila si penerima pembayaran yang tak terutang tersebut beriktikad 

baik, maka jika barangnya telah dijual, ia hanya wajib mengembalikan 

harga jualnya, clan jika ia telah memberikan kepada orang lain dengan 

Cuma-Cuma, maka ia tidak wajib mengembalikan. 

2.2. Perbuatan melawan hukum. 

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum 

Perbuatan melawan hukum yang seMg disebut dengan 

"onrechtmatige daad" yang diatur dalam Buku 111, titel 3 Pasal 1365 - 

1380 KUHPerdata teidasuk dalam perikatan yang timbul dati Undang- 

Undang. 

Penggunaan istilah "perbuatan melawan hukum" ~ l e h  para ahli 

h- belum terdapat kesepakatqn, tampak masih seMg rancu. Meskipun 

demikim tidak ada yang memprotes seandainya seseorang menggunakan 

istil* "melanggar" sedangkan orang lain menggunakan istilah 

"melawan". Seprti halnya istilah yang digunakan oleh R. JViiono 

Prodjodikoro menggunakan istlah "perbuatan melanggar h w ,  Utrecht 

memakai istilah "perbuatan yang bertentangan dengan asas-asp hukum", 

Sudiman Kartohadiprodjo mengem* istilah ''tindqkan-tin- 



melawan hukum". M.A. Moegni Djojodirdjo dan Rachrnat Setiawan, 

sendiri menggunakan istilah "perbuatan melawan h~kum".~' 

Di lingkungan badan peradilanpun belurn ada kesatuan pendapat, 

walaupun di badan peradilan Mahkamah Agung telah beberapan kali 

menggunakan terjemahan "perbuatan melanggar hukum", bahkan para 

sarjana agaknya untuk menghindari adanya kesulitan-kesulitan tetap 

menggunakan istilah "onrechtmatige daad" dan bahkan ada pula yang 

menggunakan istilah-istilah "tindakan melanggar hukum", dengan 

anggapan bahwa pengadilan pasti sudah dapat memahami apa yang 

dimaksudkan dalam istilah-istilah tersebut. 

Pada dasarnya Undang-Undang tidak memberikan rumusan tentang 

perbuatan melawan hukum, tetapi hanya mengatur mengenai kapankah 

seseorang yang dirugikan haknya karena perbuatan melawan hukum oleh 

orang lain yang dilakukan terhadap dirinya dapat mengajukan tuntutan 

ganti kerugian melalui Pengadilan Negeri. Berhubung Undang-Undang 

tidak memberikan perurnusan itulah maka mengenai perumusan perbuatan 

melawan hukum (onrechtmatige daad) timbul 2 (dm) macam perumusan, 

yaitu perumusan dalam arti sempit dan perumusan dalam arti luas. 

Sebenarnya kedua perumusan itu tidak perlu terjadi apabila dilihat sejarah 

akan terbentuknya Burgerlijk Wetboek (BW) Balanda yang mulai berlaku 

sejak tahun 1838, di mana seandainya Pasal 1401 BW Belanda tersebut 

~ - ~ a t S e t i a w a n , - T i r j n u a n r E l e m e n t e r ? e ~ z a t ~ n ~ d ~ ~ ~ ~ m ~ i ~ ~ B ~ d ~  
1982, hlm 8. 
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dianggap telah memuat perumusan dari pada perbuatan malawan hukum, 

kiranya tidak akan timbul kesulitan dalam memutuskan perkara-perkara 

hukum yang diajukan sebelum tahun 191 8. 

Kalau ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata ditinjau kembali, 

tampaklah bahwa ketentuan tersebut dimulai dengan kata-kata 

"onrechtmatige had'  (perbuatan melawan hukum). Penggunaan istilah 

tersebut setiap orang dianggap sudah mengetahuinya yang dimaksud 

dengan "onrechtmatige had" itu. Dengan demikian maka perumusan 

tentang "onrechtmatige daad" ini diserahkan kepada doctrin. 

Menurut doctrin dalam ilmu hukum perumusan tentang perbuatan 

melawan hukum secara garis besar ada 2 (dua) perumusan, keduaduanya 

merupakan perumusan dari Arrest Hoge Read sendiri, dan sebagai dasar 

pemisah dari ke dua pendapat tersebut adalah Arrest Hoge Read tanggal 3 1 

Januari 19 19 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen, yaitu : 

1. Pendapat sebelurn Arrest Hoge Raad tanggal 3 1 Januari 1 9 1 9. 

Perbuatan Melawan Hukum ialah : "Berbuat atau tidak berbuat yang 

melanggar hak orang lain dan bertentang dengan kewajiban hukum dari 

orang yang bersangkutan itu ~endiri".~' 

Dari pandangan sempit ini berarti hanya perbuatan yang bertentangan 

dengan Undang-Undang sajalah yang dianggap merupakan perbuatan 

melawan hukum. Namun setelah terjadinya peristiwa Lindenbaum 

41 Soenyoto Wiro Soemarto, Asas-asas Hukum Perdata, SSurakarta, 1983,hlm. 337. 
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melawan Cohen terjadi pertentangan pendapat antara para sarjana yang 

ingin mempertahankan, seperti : Simon (1902) dan Land (1 896) dengan 

para sarjana yang menunM adanya pembaharuan. Kelompok kedua ini 

antara lain diprakarsai oleh Moleenggraf (1887) dan Hamaker (1888). 

Perdebatan pendapat antara kedua kelompok ini menunjukkan betapa 

hebatnya perjuangan yang dilakukan oleh kelompok yang menuntut 

adanya pembaharua dalam mempertahankan pendapat yurisprudensi 

Arrest Hoge Raad lama. Dari pertentangan pendapat tersebut akhirnya 

menirnbulkan adanya perumusan yang biasanya disebut panclangan baru 

atau perbuatan melawan hukum modern, yaitu : 

2. Pendapat setelah Arrest Hode Raad 3 1 Januari 191 9. 

Perbuatan melawan hukum adalah : "Dari pandangan lama ditambah 

dengan unsur-unsur : 

a. Bertentangan dengan kesusilaan yang sepatutnya ada di dalam lalu 

lintas pergaulan masyarakat terhadap diri dan benda orang lain. 

b. Bertentangan dengan sikap hati-hati yang ada di dalam pergaulan lalu 

lintas pergaulan masyarakat terhadap diri dan benda orang lain.42 

Alasan-alasan para sarjana yang mempertahankan pandangan lama 

diantamnya, Land mengemukkan 2 (dm) alasan sebab-sebabnya ia 

mengaut ajaran sempit yaitu : 

42 Wijono Prodjodikoro, Perbuatan Melunggar Huhm, Sumur, Bandung, 1984, hlm.15. 
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a. Pembuat Undang-Undang Belanda, dengan sengaja pada mulanya 

mendasarkan diri pada ketentuan Pasal 1382 Code Civil (140 1 BW = 

1365 KUH Perdata) menambahkan jadi "onrechtmatige" untuk 

menyatakan bahwa tiap perbuatan yang menyebabkan kerugian orang 

lain adalah onrechtmatige (melawan h u h ) .  

b. Ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata (Pasal 1401 BW Belanda) 

didasarkan pa& Domat. 

Land mengira bahwa yang menjadi paragraf Domat, yang hanya 

memperhatikan masalah khusus saja menjadi peraturan umum, sekalipun 

demikian ia tidak bermaksud mengadakan perubahan dalam pengertian 

"onrechtmatige" sebagai bertentangan dengan undang-undang." 

Lain dengan Simon yang alasannya berbau filsafat hukum dan 

mempunyai kekhawatiran, kalau onrechtmatige akan diartikan sebagai 

pertentangan dengan moral atau pergaulan masyarakat akan terlalu 

banyak diserahkan pada pendapat dan keyakinan pribadi-pribadi dari pda 

hakim. Di lain pihak juga dikhawatirkan kalau terjadi adanya percampur- 

bauran antara hukum dengan nonna kesopanan dan ke~usilaan.~~ 

Kekhawatiran yang dikemukakan Simo tersebut sebenarnya tidak 

v r lu  tqrjadi, karma t ~ l &  kita ketahui bahwa didalam hukum perdata 

se!@ diberi kewewgan untpk sreagacbkan penafs- terhadap Undang- 

Uqdang, hakirn juga Qjanggap sebagai pembentuk hukum didalam 
- -  

43 Moegni qjojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, 
hlm. 32. 

Ibid hlm. 32. 



memutus suatu perkara. Sedangkan pendapat Molenggraf sebagai pelopor 

dari kelompok yang menuntut pembaharuan rumusan tentang perbuatan 

melawan hukum sebelum tahun 1919, menyatakan bahwa seseorang 

melakukan perbuatan melawan hukum bilamana ia bertindak secara lain 

dari pada yang diharuskan didalam pergaulan masyarakat mengenai 

seseorang atau benda orang lain. 

Hoge Raad tanggal 3 1 Jaunari 1 9 1 9 dalam putusannya merumuskan 

bahwa perkataan melawan hukum tidaklah sama dengan melawan 

Undang-Undang saja, akan tetapi bertentangan dengan kepatutan dalam 

masyarakat atau kewajiban, juga merupakan perbuatan melawan hukurn. 

Bahkan seperti: menghasut, pemogokan, memberikan keterangan yng 

tidak benar tentang bonafiditas seseorang, bisa dipergunakan untuk alasan 

untuk menggugat sebagai kriterium perbuatan melawan hukum. 

Oleh karena itu sesudah Arrest tahun 1919, berbuat atau tidak 

berbuat adalah merupakan perbuatan melawan hukum jika. 

1. Malawan hak orang lain 

Yaitu melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subyektif orang 

lain. 

Hak-hak subyektif yang diakui oleh yurisprudensi adalah : 

Hak-hak perorangan, seperti: 

- Kebebasan, kehormatan, nama baik dan lain-lain. 

Hak-hak harta kekayaan, seperti: 

- Hak-hak atas kebendaan, hak-hak mutlak lainnya. 



2. Bertentangan dengan kewajiban hukum di pembuat 

Yaitu kewajiban yang didasarkan pada hukum, baik tertulis maupun 

tidak tertulis. Menurut R. Setiawa, SH., kewajiban hukurn itu adalah 

kewajiban menurut Undang-Undang. 

Kewajiban hukum ditafsirkan secara sempit karena rumusan Hoge Raad 

mengenai perbuatan melawan hukum diambil alih dari rencana Undang- 

Undang tahun 1883, di mana ditafsirkan bertentangan dengan kewajiban 

menurut Undang-Undang. Kalau dalam perbuatan pidana, seperti 

pencurian, penggelapan, penipuan dan pengrusakan. Kewajiban hukum 

itu juga adalah menyangkut tugas-tugas dari seseorang yang menurut 

peraturan wajib dilakukan. 

3. Bertentangan dengan kesusilaan 

Kesusilaan berarti kesopanan, kehalusan, adat yang berasal dari kata 

susila. Susila bermakna: sopan, tertib, beradat halus. Oleh karena itu 

tindakanltingkah laku yang bertentangan dengan moral yang hidup dan 

terpelihara dalam kehidupan masyarakat adalah perbuatan melawan 

hukum. Demikian juga dengan adat-istiadat yang hidup dan terpelihara 

di tengah-tengah masyarakat sebagai norma hukum. 

4. Bertentangan dengan kepatutan 

T.~ddcan anggota masyarakat/seseorang haruslah sesuai dengan 

keputusan yang berlaku dalam lalu lintas pergaulan, baik terhdap diri 

maupun benda orang lain. Oleh karena itu dalam tindakan-tin* harus 



memperhatikan kepentingan bersama di samping kepentingan sendiri 

dan kepentingan orang lain. 

Adapun kepentingan-kepentingan yang dianggap bertentangan dengan 

kepatutan itu adalah sebagai berikut: 

a. Perbuatan yang sangat merugikan orang lain, tanpa memperhatikan 

kepentingan yang layak. 

b. Perbuatan yang tidak berguna, yang menimbulkan bahaya terhadap 

orang lain, dimana menurut manusia normal ha1 tersebut hams 

diperhatikan. 

2. Unsur-unsur Perbuatan Malawan H u h m  

- Unsur Kesalahan 

Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Tiap-tiap 

perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, 

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu 

mengganti kerugian tersebut. 

"Kesalahan" dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan 

bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi oleh 

perbuatannya yang salah. Arti yang demikianlah perkataan "Karena 

kesalahannya mengakibatkan kerugian" tersebut dalam Pasal 1365 KUH 

Perdata harus ditafsiran. Apabila seseorang k a n a  perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan telah menimbullcan kerugian, wajib mengganti 

kerugian apabila untuk itu dapat dipertanggungjawabkan. Si pelaku adalah 



bertanggung jawab untuk kerugian tersebut apabila perbuatan melawan 

hukum yang ia lakukan dan kerugian yang di t imbulbya dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya. 

Karena dalam Pasal 1365 KHUPerdata kedua unsur perbuatan dan 

akibat ditentukan sebagai syarat yang berdiri sendiri, maka menurut 

Asser's, ia tetap pada pendiriannya sebagai perbuatan dan akibat yang 

dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Selanjutnya menurut beliau 

bahwa pendapatnya tersebut tidak diterima oleh semua pihak Asser's 

berpendapat bahwa tafsirannya adalah sesuai dengan teks Undang-Undang 

clan Yurisprudensi. 

Hukum pidana telah menerima asa: tidak pidana tanpa kesalahan. 

Sedangkan dalam hukum perdata asas tersebut dapat diuraikan, tidak ada 

pertanggungjawaban untuk akibat-akibat dari perbuatan melawan hukum 

tanpa kesalahan. 

Menurut Asser7s7 tentang kesalahan ini terdapat dua teori,, yaitu 

teori obyelctif dan s ~ b ~ e l c t i f . ~ ~  Umumnya diterima pendapat bahwa unsur 

kesalahan hams ditafsirkan obyektif. Pendapat ini ditentang oleh Meiyers. 

Karena yang dimaksud dengan kesalahan Pasal 1365 KUH Perdata oleh 

pembentuk Undang-Undang tahun 1838, adalah kesalahan subyektif dan 

pendapat ini sampai sekarang masih hams dianggap yang tepat. 

Sekalipun benar bahwa pada umumnya untuk menen* 

kesalahan harus diteliti apa yang dapat diharapkan dari manusia normal 

45.Rahmat Setiawan, Opcit. hlm. 26. 



dalam keadaan seperti si pembuat (obyektif) tidak meniadakan bahw yang 

menentukan pada akhirnya adalah apakah perbuatannya dapat 

dipertanggungjawabkan kepada si pembuat (subyektif). 

Akibat-akibat dari suatu perbuatan melawan hukurn &pat 

dipertanggungjawabkan pada pelakunya, dan hanya dalam beberapa ha1 

dikecualikan, maka penggugat tidak perlu membuktikan adanya kesalahan, 

akan tetapi tergugat yang mengemukakan bahwa dirinya tidak bersalah 

dibebani pembuktian. 

Kesalahan seharusnya dibedakan dalam beberapa tingkatan, 

bervariasi dari kesengajaan sampai dengan kesalahan paling ringan. Akan 

tetapi apabila kita berpegang pada adigium, bahwa pelaku perbuatan 

melawan hukum hanya tidak bertanggung jawab atas kerugian, apabila 

tidak bersalah, tidak perlu kita membedakan berat ringannya kesalahan 

dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Apakah kesalahan itu 

ringan maupun berat, tetap mempunyai tanggung jawab yang sama. 

Menurut M.A. Moegni Djojodirdjo, kesalahan ada 2 pandangan: 

1. Pandangan sempit, yaitu kesalahan dalam arti sempit hanya mencakup 

tentang kesengajaan sebagai opzet (tujuan). 

2. Pandangan luas, yaitu kesalahan dalam arti luas mencakup kealpaan 

dan kesengaj aan.46 

Suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja apabila suatu perbuatan 

itu dilakukan dengan keadaan si pelaku mengetahui atau mampu 

46 Moegni Djojodirdjo, Op.cit, hlm. 66. 



rnemperkiralcan bahwa akibat yang merugikan tersebut akan timbul dan 

pasti akan timbul. Sedangkan mengenai kealpaan terjadi karena kurangnya 

perhitungan dan sikap berhati-hati, dalarn arti tanpa disadari. 

Kiranya sudah menjadi sifat kodratnya bahwa manusia itu selalu 

mempunyai kesalahan, sebab kalau tidak mempunyai kesalahan sama 

sekali berarti bukan manusia lagi. Tetapi manusia hams beradab karena 

merupakan makbluk yang paling sempurna maka hendalcnya kesalahan- 

kesalahan yang telah diperbuat sebaiknya dikurangi atai ditekan sedapat 

mungkin. Apabila tidak, nanti akan mengganggu keharmonisan didalam 

pergaulan hidup. Oleh karena itu untuk melestarikan kehormatan hidup 

yang telah ada, perlu adanya peraturan-peratruan hukum untuk 

mengaturnya, sehingga kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh manusia- 

manusia tersebut dapat ditekan. 

Kesalahan merupakan sikap bertindak atau tidak bertindak yang 

tidak diharapkan masyarakat, oleh karena itu sudah sewajarnya seandainya 

ha1 tersebut mendapat celaan dari masyarakat bahkan kalau perlu tidak 

hanya dicela tetapi juga diberikan sangsi hukuman yang lebih berat, 

tergantung pada berat ringannya kesalahan yang telah diperbuatnya. 

Perbuatan kesalahw tersebut sebenarnya wajib ~~ dan tidak 

perlu d i l m  mengingat kecermatan yang harus diperhatikan didalam 

pergaulan masyarakat. Kecermatan tersebut adanya di dalam masyarakat, 

sehingga ti& sembarang orang akan tahu tentang ha1 ini dan biasanya 

hanya omg-omg yang berbudaya dan beradablah yang mau 



memperhatikan ha1 semacam ini. Berbuat salah salah karena kealpaan bisa 

saja terjadi karena orang tersebut benar-benar tidak menyadari ataupun 

terjadi karena kuranpnva sikap hati-hati yang seharusnya diperlukan 

sebelurn bertidak. Dengan adanya sikap berhati-hati tersebut kemungkinan 

besar perbuatan kesalahan tersebut tidak dapat dihindarkan. Apabila 

kesalahan tersebut tidak dapat dihindari kemungkinan mengenai ha1 

tersebut perbuatamya dapat dicela oleh masyarakat. Pencelaan oleh 

masyarakat tersebut dapat dikenakan terhadap: 

1. Perbuatan-perbuatan yang sebenarnya masih dapat dihindari tetapi 

kenyataannya tidak demikian adanya. 

2. Perbuatan-perbuatan yang pembuatannya masih dapat mengendalikan 

kecermatan yang normal berdasarkan azas-azas kepatutan dan 

kepantasan atau kelayakan yang biasanya diharapkan dari orang yang 

bergaul di dalam masyarakat. 

Hubungan antara kesalahan perdata dengan perbuatan pidana 

terdapat tumpang tindih yang begitu b e s d 7  Sebab jika suatu perbuatan 

pidana tersebut akan menjadi kesalahan yang di dalam hukum perdata 

disebut Tort (kesalahan perdata), sehingga si pelanggar itu harus 

bertanggung jawab, baik untuk diusut karena melakukan perbuatan pidana 

maupun untuk digugat karena menimbulkan kerugian bagi si korban. 

Sedangkan mengenai pengertian kesalahan menurut hukum perdata 

clan hukum pidana lebih luas hukum perdata, seperti yang dikemukakan 

d7 Abdul Kadir Muhamad, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 197. 
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oleh para ahli hukum bahwa Menurut Pasal 1365 apakah suatu perbuatan 

itu dilakukan dengan sengaja, ataukah dilakukan karena kealpaan, akibat 

hukumnya adalah ~arna.4~ 

Hukum pidana didalamnya ada alasan pembenar dan alasan pemaaf 

yang bisa menghapuskan kesalahan. tetapi didalarn hukurn perdata tidak 

perlu diperrnasalahkan, sebab apabila ada alasan pembenar dan ada alasan 

pemaaf seperti yang dikemukakan dalam hukurn pidana, maka yang 

bertanggung jawab atas kehidupan si pembuat (Pasal 1369 KLrHPerdata). 

Hal ini dipertegas oleh Prof. Meyer yang menyatakan, hal melanggar 

hukum dan kesalahan adalah bukan pengertian-pengertian yang sarna, 

suatu perbuatan mungkin dilakukan dengan kesalahan bahkan dengan 

kesengajaan, tetapi tidak dianggap merupakan perbuatan melanggar 

h~kum.4~ 

Perbuatan melawan hUkum dan kesalahan harus dipisahkan. 

Perbuatan melanggar hukum lebih ditekankan pada perbuatannya, 

sedangkan kesalahan ditekankan pada pembuatnya. 

- Timbulnya Kerugian 

Walaupun dalam Pasal 1365 KUH Perdata ditentukan pelaku untuk 

membayar kerugian, akan tetapi Undang-Undang tidak mengatur lebih 

48 Moegni Djojdudjo, Loc.cit, hlm. 69. 

49 Wirjono Prodjodikoro, 0p.ciit hlm. 36-37. 



lanjut tentang ganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan 

hukum. 

Ganti kerugian karena wanprestasi dan ganti kerugian berdasarkan 

perbuatan melawan hukum terdapat kesamaan. Ganti kerugian akibat 

perbuatan melawan hukum dapat diterapkan sebagian dari ketentuan- 

ketentuan yang berlaku untuk ganti kerugian yang disebabkan oleh 

wanprestasi. 

Akibat perbuatan itu timbul kerugian yang diderita orang lain. 

Kerugian itu dapat berupa kerugian materiil atau immateriil. Kerugian 

materiil adalah kerugian yang berupa materi seperti, rusaknya barang, 

tidak diperbolehkannya keuntungan, hilangnya benda/baraug, dan lain- 

lain. Sedangkan kerugian immateriil menyangkut kehormatan, harga diri, 

dan lain-lain dan ditaksir nilainya dengan uang sesuai status sosial 

penggugat- 

Apabila berbicara tentang kerugian, yang pertama-tama kita ingat 

adalah kerugian harta kekayaan. Pengrusakan atau penghancuran barang- 

barang yang harus diganti atau diperbaiki. Mengenai kerugian harta 

kekayaan umumnya meliputi kerugian yang diderita oleh si penderita clan 

keuntungan yang seharusnya diperoleh. 

Hoge Raad berkali-kali telah memutuskan bahwa Pasal 1246- 1248 

tidak langsung dapat diterapkan untuk kerugian yang disebabkan oleh 

perbuatan melawan hukum. Namun dernikian ti& keberatan untuk 

menerapkan secara analogis. 



Hoge Raad dalam Arrrestnya 2 Februari 1912, dengan tegas 

menyatakan bahwa, pelaku perbuatan melawan hukurn hams mengganti 

semua kesalahan yang telah diperbuatnya kepada orang lain, baik 

kerugian yang diderita maupun keuntungan yang akan diperoleh.50 

Lebih sulit untuk menentukan keuntungan yang hilang karena tidak 

pernah secara pasti dapat ditentukan, bahwa keuntungan akan diperoleh 

jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Mengenai ha1 ini 

perhitunganuya didasarkan pada perkiraan. Dalam menentukan besarnya 

kerugian harus diperhitungnya keuntungan yang diperoleh si penderita 

sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut. 

Si penderita berhak menuntut ganti kerugian selain kerugian yang 

telah diderita, tetapi juga kerugian yang akan diderita dikemudian hari. 

Seorang buruh tang karena kelalaian orang lain menderita luka-luka, 

sehingga tidak lagi bekerja, akan menderita seEama bertahun-tahun. 

Sangat tidak praktis apabila tiap kali harus meminta ganti kerugian atas 

kerugian yang sering kali diderita. 

Bunga harus dibayar oleh si penderita untuk pinjaman uang yang 

dipergunakan untuk perbailcan barangnya dapat diperhitungkan dalam 

kerugian. Apabila pelaku perbuatan melawan hukum menolak membayar 

seluruh jurnlah kerugian yang telah ditentukan, maka pelaku berutang 

bunga sejak gugatan diajukan. 

50 Rahmat Setiawan, Loc.cit, hlm. 29. 



Umumnya penderita yang menuntut ganti kerugian harus dapat 

membuktikan besarnya kerugian. Akan tetapi karena sulitnya pembuktian 

tersebut, Hakirn dapat menentukan besarnya kerugian menurut rasa 

keadilan. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Mei 1970 No. 610 

WSIPl1968 menentukan, Meskipun tutntutan ganti rugi jurnlahnya 

dianggap tidak pantas, sedangkan penggugat tetap pada tuntutannya, 

hakim berwenang untuk menetapkan berapa pantasnya harus dibayar.51 

Hal tersebut tidak melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR. 

Memungkinkan d a .  dapat diharapkan, jika di penderita wajib 

membatasi kerugian. Biaya-biaya yang diperlukan untuk membatasi 

kerugian tersebut diperhitungkan ke dalam kerugian yang hams diganti 

oleh si pelaku. Kerugian yang terjadi karena tidak ada pencegahan dari si 

penderita tidak memperoleh penggantian. 

Pasal 13 65 KUHPerdata memberikan kemungkinan beberapa jenis 

penuntutan, yakni antara lain : 

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang. 

2. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian 

keadaan pada keadaan semula. 

3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan 

hukum. 

4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan. 

Zbid. hlm. 3 1. 



5. Pengumuman dari pada keputusan atau dari sesuatu yang telah 

diperbaiki. 

6. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.n 

Pada prinsipnya ganti kerugian yang paling tepat untuk 

menyelesaikan perbuatan melawan hukum adalah pengembalian pada 

keadaan semula. Sebab yang dicari adalah adanya pemulihan 

keseirnbangan hukum. Sebagai pengembalian pada keadaan semula tidak 

semua perkara dapat diterapkan. Hambatan-hambatan yang ada cukup 

beraneka ragam, karena terhadap kerugian harta benda atau finansial 

kemungkinan besar masih dapat dicarikan penggantinya Tetapi kalau 

kerugian pribadi secara fisik kalau gagal akan diderita untuk selamanya. 

Terhadap kerugian pribadi yang sifatnya immateriil perlu dibuktikan 

bahwa orang yang bersangkutan benar-benar menderita kerugian. 

Andaikata ha1 ini diwajibkan akan menimbulkan kesulitan besar bagi 

pihak korban. Sebagai pemecahannya masalah ini, kerugian pribadi yang 

sifatnya immateriil dapat digugat secara de per se artinya perkara tersebut 

dapat digugat tanpa hams membuktikan adanya kerugian, misalnya: 

penghinaan, masuk pekarangan orang lain tanpa ijin dan sebagainya. 

Mengenai pengajuan tuntutanganti kerugian atas dasar perbuatan 

melawan hukum harus didasarkan pada kerugian yang benar-benar 

diderita. Pemberian ganti kerugian ini menurut Moegni Djojodirjo, pada 

prinsipnya ada 2 metode: 

52 Moegni Djojodirdjo, Op. cit, hlm. 102. 



1. Metode Konkrit 

Sesuai dengan pengembalian dalam keadaan semula, yang rusak 

adalah yang hams diganti. 

2. Metode Subyektif 

Menyesuaikan pada keadaan diri si pelaku (subyektif) dari si pelaku 

atau orang yang ber~angkutan.~~ 

Selain itu dapat ditempuh dengan cam lain, yaitu dengan penafsiran harga 

atau dengan ex aequo et bono (azas kepantasan). 

Mendapatkan ganti kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan 

hukum harus bisa membuktikan adanya kesalahan dari pada tergugat, atau 

membulctikan bahwa kerugian tersebut timbul sebagai akibat dari 

perbuatan tergugat, kecuali terhadap gugat de per se. 

- Hubungan Sebab Akibat antara perbuatan dan kerugian. 

Untuk dapat menuntut ganti kerugian haruslan ada hubungan sebab 

akibat (hubungan causal) antara perbuatan melawan hukum itu dengan 

kerugian yang diderita penggugat. Hubungan itu harus jelas dapat 

dib~&&an untuk dikabulkan. 

Ajaran kausalitas tidak hanya penting dalam hukurn pidana saja, 

melainkan juga dalam bidang perdata. Ajaran kausalitas mendapat tempat 

tersendiri untuk pembahasannya, sama halnya dengan Pasal 1247 dan 1248 

KUH Perdata yang sama persoalan kualitas dibahas secara terperinci, 



maka juga hubungan sebab akibat sebagaimana yang dimaksudkan dalam 

Pasal 1365 KUH Perdata perlu dibahas dan dipecahkan, apa yang 

dirnaksudkan dengan unsur hubungan kausal dalam pasal 1365 KLlH 

Perdata tersebut. 

Pentingnya ajaran kausalitas dalam bidang pidana adalah untuk 

menentukan siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap 

timbulnya sesuatu akibat, maka dalam bidang hukurn perdata adalah untuk 

meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukurn dan 

kerugian yang ditimbulkan sehingga di pelaku dapat 

dipertanggungjawabkan. Mengenai hukum pidana beberapa perbuatan 

memerlukan penelitian khusus untuk menentukan perbuatan manakah 

merupakan sebab dari pada yang timbul 

D. Berakhirnya perikatan. 

Berakhirnya suatu perikatan berbeda dengan hapusnya perjanjian, karena 

perjanjian itu terdiri dari perikatan-perikatan. Berdasarkan ketentuan pasal 1381 

Kitab Undang-Undang Hukurn Perdata, suatu perikatan itu dapat berakhir karena 

sebab-sebab sebagai berikut : 

1 .  Pernbayaran 

2. penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan 

(Consignatie) 

3. pembaharuan hutan (novasi) 

4. perjumpaan, hutang (kompensasi) 



5. percampwan hutang 

6. pembebasan hutang 

7. musnahnya barang yang terutang 

8. kebatalan atau pembatalan 

9. berlakunya suatu syarat batal 

10.lewatnya waktu (verjaring) 

Selain kesepuluh cara tersebut di atas, menurut Subekti masih ada dua ha1 

yaitu, berakhirnya suatu ketetapan waktu, dan meninggalnya salah satu pihak 

dalam suatu perjanjia/beberapa ~erjanjian.~~ 

Ad. 1. Pembayaran (Pasall382 - 1403 KUHPerdata). 

Pembayaran disini berbeda dengan pengertian pembayarau pada umumnya 

yaitu penyerahan sejumlah uang, namun yang dimaksud adalah setiap pemenuhan 

prestasi yang dilakukan secara sukarela. 

Pada dasarnya yang wajib melakukan pembayaran adalah debitur, narnun 

kadang kala pembayaran itu dapat dilakukan oleh pihak ketiga asal prestasinya itu 

bukan yang berupa tidak berbuat sesuatu dan tidak erat dengan pribadi seseorang. 

Pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut berakibat hapusnya 

suatu perilcatan, asal dilakukan atas nasihat debitur dengan kata lain ia tidak 

berkepentingan. Namun jika pembayarau tersebut pihak ketiga yang 

berkepentingan, maka timbulah apa yang disebut dengan subrogasi, ini 

mempunyai kekuatan nisbi. 

54 Subekti, Loc.cit, hlm. 64. 



Subrogasi adalah pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga yang 

berkepentingan, dimana pihak ketiga tersebut penggantikan kedudukan kreditur 

lama beserta asesoirnya. terjadinya subrogasi tersebut dapat berdasarkan pada : 

1. Undang-undang 

Berdasarkan ketentuan pasal 1402 KUHPerdata ada 4 cara terjadinya 

subrogasi yaitu : 

- Untuk seseorang, yang ia sendiri orang berpiutang, melunasi seorang 

berpiutang lain, yang berdasarkan hak-hak istirnewanya atau hipotik, 

mempunyai suatu hak yang lebih tinggi; 

- Untuk seseorang pembeli benda tetap, yang telah memakai uang harga benda 

tersebut untuk melunasi orang-orang berpiutang, kepada siapa benda itu 

dijamhkan; 

- Untuk seseorang yang bersama-sama dengan orang lain diwajibkan membayar 

suatu hutang, berkepentingan membayar suatu hutang, berkepentingan untuk 

melunasi hutang itu; 

- Untuk seorang hali waris yang, sedang ia menerima suatu warisan dengan hak 

istirnewa untuk mengadakan pencatatan telah membayar hutang-hutang 

warisan dengan uang sendiri. 

2. Perjanjian. 

Dalam ha1 ini ada dua cara yaitu : 

- atas inisiatif debitur 

- atas inisiatif kreditur 

Subrogasi atas inisiatif debitur, pasal 140 1 (2) KUHPerdata menentukan : 



- Perjanjian pinjam uang dan tanda pelunasan hutang dibuat dengan akta 

autotentik 

- Isinya bahwa pelmasan itu dari uang pihak berpiutang baru. 

Sahnya pembayaran 

Untuk sahnya pembayaran harus memenuhi beberapa syarat yaitu : 

- Debitur hams mempunyai hak milik atas barang yang dibayarkan 

- Ia mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukurn 

Pihak yang sah menerima pembayaran : 

Pa& dasarnya yang sah menerima pembayaran adalah : 

- Kreditur atau 

- Orang yang diberi kuasa oleh kreditur 

- Orang yang dikuasakan oleh hakim atau UU 

Tempt pembayaran 

- Ditempat yang ditentukan dalam perjanjian. 

- Di tempat dimana barang itu berada pada saat dibuat pe rjanjian. 

- Ditempat tinggal kreditur. 

Ad. 2. Penawaran pembayaran tunai disertai penitipan (Pasal 1404 -1412 

KUHPerdata). 

Cara ini digunakan apabila debitur akan membayar tetapi kreditur 

menolhya, dalam hal ini penawaran tersebut diikuti dengan penyimpanan yang 

dilakukan menurut ketentuan undang-undang, maka belraku sebagai pembayaran. 



Penawaran pembayaran yang demikian tadi agar sah harus memenuhi beberapa 

syarat sebagaimana ditentukan di dalam pasall405 KUHPerdata yaitu : 

- Disampaikan kepada debitur atau kuasanya 

- Dilakukan oleh debitur atau kuasanya 

- Meliputi hutang pokok, bunga yang dapat ditagih beserta baiya yang telah 

ditetapkan 

- Sudah waktunya pembayaran 

- Penawaran dilakukan ditempat dirnana menurut perjanjian pembayaran hams 

dilakukan 

- Penawaran dilakukan oleh notaris atau juru sita disertai dua orang saksi 

Untuk penyimpanan agar sah harus memenuhi syarat : 

- Diberitahukan kepada kreditur, tentang hari, jam, tempat dimana penyimpanan 

dilakukan 

- Debitur telah melepaskan barang yang ditawarkan dengan penitipan di 

kepaniteraan disertai dengan bunga sampai saat dipinjam 

- Dibuat berita acara 

- Jika kreditur tidak datang untuk menerima, diberitahukan dan diperingatkan 

untuk mengambil. 

Selma belum mendapat suatu putusan hakim, maka apa yang dititipkan tersebut 

dapat diambil kembali oleh debitur dengan konsekuensi hutangnya timbul lagi. 

Ad. 3. Pembaharuan hutang (Pasall41 3 - 1424 KUHPerdata). 



Novasi adalah suatu perjanjian yang menyebabkan hapusnya suatu 

perikatan dan pada saat yang bersamaan timbullah perikatan baru sebagai 

penggantinya. 

Syarat novasi : 

- Adanya perikatan yang mendahuluhi pembaharuan hutang 

- Adanya perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian lama 

- Adanya hubungan kausa antara hapusnya perikatan lama dengan timbulnya 

perikatan baru 

- Adanya kehendak untuk mengadakan pembaharuan hutang 

Macam-macam novasi : 

- Novasi Obyektif 

Dalarn hal ini diantara pihak-pihak yang sama diadakan perjanjian baru yang 

menggantikan perjanjian lama yang hapus karena, hal ini dapat dilakukan 

dengan : 

> Mengganti isi perjanjian atau 

> Mengganti causa verbentenis 

- Novasi subyektif 

Dalam hal ini terjadi penggantian subyeknya, sehingga ada dua jenis : 

> Novasi subyektif aktif 

Dalam hal ini terjadi penggantian kreditur 

> Novasi subyektif pasif 



Dalam hal terjadi penggantian debitur, hal ini dapat terjadi dengan jalan, 

Expromisi yaitu penggantian debitur tanpa bantuan debitur lama, dan 

Delegasi yaitu penggantian dengan bantuan debitur lama 

Ad. 4. Perjumpaan hutang / kompensasi (Pasall425 - 1435 KUHPerdata). 

Kompensasi merupakan salah satu cara hapusnya perikatan dengan jalan 

memperhitungkan secara timbal balik hutang debitur dan kreditur sehingga hutang 

antara kedua dihapus sampai jaumlah yang sekecil-kecilnya. 

Hutang-hutang yang dapat dikompensasikan adalah : 

- Hutang uang dengan uang 

- Hutang barang yang sejenis yang dapat dihabiskan 

- Hutang uang dengan hasil pertanian 

Yang kesemuanya dapat ditagih. 

Kompensasi tidak membedakan dari mana asalnya hutang tersebut, tetapi tiga hal 

yang tidak dapat dikompensasikan yaitu : 

- Apabila dituntut pengembalian suatu barang secara melawan hukum dirampas 

dari pemiliknya 

- Apabila dituntut pengembalian suatu barang yang dititipkan atau dipinjamkan 

- Terhadap tunjangan nafkah yang dinyatakan tidak dapat disita. 

Ad. 5. Percampwan hutang (Pasall436 - 1437 KUHPerdata). 

Ini terjadi jika kreditur dan debitur bersatu dalam diri seseorang. Hal ini 

misalnya terjadi perkawinan antara debitur dengan kreditur, atau dapat terjadi jika 

debitur menjadi satu-satunya ahli waris dari kreditur atau sebaliknya. 



Percampuran hutang yang terjadi pada diri seorang debitur membebaskan 

penanggung dari kewajibannya, namun tidaklah sebaliknya. 

Ad. 6. Pembebasan hutang (Pasall438 - 1443 KLlperdata). 

Yang dimaksud pembeabasan hutang adalah suatu perbuatan hukum 

dirnana kreditur dengan sukarela melepaskan haknya atas pembayaran dari 

debitur. 

Mengenai terjadinya pembebasan hutang tidak diatur dalam undang- 

undang, sehingga ada dua pendapat : 

- Harus terjadi secara timbal balik ( Arrest HR 6-1 -1 899, 10-1 -1 902). 

- Dapat terjadi secara sepihak yaitu kreditur menyatakan kepada debitur bahwa 

ia akan membebaskan hutang debitur, (Arrest HR 12-09-1 937). 

Pembebasan dapat dilakukan tanpa persetujuan debitur, tetapi kreditur hams 

menyatakan kehendaknya kepada debitur. 

Pembebasan hutang tersebut tidak dapat dipersangkakan tetapi hams dibuktikan. 

Mengenai cara pembebasan. 

Ad. 7. Musnahnya barang yang terutang (Pasall444 - 1445 KLTHPerdata). 

Berdasarkan ketentuan pasal 1444 KUHPerdata dinyatakan bahwa jika 

barang tertentu yang menjadi obyek perjanjian musnah, tak lagi dapat 

diperdagangkan, atau hilang, maka hapuslah perikatannya asal musnahnya atua 

hilangnya diluar kesalahannya dan ia tidak lalai menyerahkannya. Bahkan 

meskipun ia lalai jika dapat membuktikan akan mengalami ha1 yang sama jika 

berada di tangan kreditur, maka ia bebas. 
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Ketentuan tersebut sebenarnya berpangkal pada ketentuan pasal 1237 

KUH Perdata "dalam bid perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang 

tersebut semenjak perikatan tersebut lahir adalah atas tanggungan kreditur. 

Ad. 8. Pembatalan clan kebatalan. 

Yang dimaksud dalam pasal 1446 - pasal 1456 KUHPerdata disini adalah 

mengenai pembatalan, dirnana kalau seandainya suatu perjanjian yang dapat 

dimintalcan pembatalan adalah karena kurangnya syarat obyektifhya (sepakat atau 

kecakapan) sebagaimana dalam syarat sahnya perjanjian (pasal 1320 

KUHPerdata), maka dapat dimintakan pembatalannya oleh orangtua atau wali 

atau orang yang memberikan perijinannya secara tidak bebas dari pihak yang 

tidak cakap karena dipaksa ataupun khilaf atau dapat juga karena ditipu. 

Memintakm pembatalan tersebut, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : 

secara aktif menuntut pembatalan perjanjian didepan Hakim dan menunggu 

sampai yang bersangkutan digugat didepan Hakim.55 

Ad. 9. Berlakunya syarat batal. 

Dalarn suatu perjanjian yang dinamakan dengan syarat batal pada asasnya 

selarnanya akan berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian, karena apabila suatu 

syarat batal terpenuhi, maka dengan sendirinya akan menghentikan perjanjian 

yang sedang berlangsung, dan membawa segala sesuatunya kembali kepada 

keadaan semula seakan-akan tidak terjadi suatu perjanjian (pasal 1265 

KWHPerdata). 

55 Subekti, Loc.cit, hlm. 76. 



Ad. 10. Verjaring (daluwarsa). 

Menurut ketentuan pasal 1946 KUHPerdata, yang dinamakan dengan 

daluwarsa adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan 

dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu walctu tertentu dan atau syarat-syarat 

yang ditentukan oleh undang-undang. 

Dengan lewatnya waktu/daluwarsa, maka seseorang dengan sendirinya 

terbebas dari perikatannya, dimana sesuai ketentuan dari pasal 1967 KUHPerdata, 

segala tuntutan hukum yang bersifat kebendaan rnaupun perseorangan hapus 

karena daluwarsa dengan lewatnya walctu tiga puluh tahun, artinya debitur tidak 

dapat dituntut di muka Pengadilan atas utang-utanpnva 



BAB 111 

GANTI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN 

HZJKUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS 

A. Terjadinya Kasus Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kecelakaan 

Lalu Lintas 

Kasus yang terjadi. di jalan umurn Wonosari-Karangmojo, Wonosari, 

Kabupaten Gunung Kidul adalah kasus tentang kecelakaan lalu lintas jalan, 

dimana akibat dari kecelakaan tersebut, korban sebagai pengendara sepeda 

motor telah ditabrak sedan yang mengakibatkan korban menderita luka-luka 

berat. 

Peristiwa tersebut bermula pada hari sabtu tanggal tanggal 6 

Nopember 2004 di jalan umum Wonosari - Karangmojo, telah terjadi 

kecelakam lalu lintas dimana seorang pengendara sepeda motor di tabrak 

oleh pengendara mobil yang mengakibatkan pengendara sepeda motor 

menderita luka berat, dimana tangan kanan korban putus di atas siku dan 

hams diamputasi, tulang paha kanan patah, juga memar otak dan sepeda 

motor yang dikendarainyapun rusak berat, di samping itu korban pingsan 

selama 15 (lima belas hari) serta dirawat di rumah sakit selarna 20 (dua 

puluh) hari, yang akhirnya pengendara sedanlpelaku diajukan sebagai 

terdakwa ke Pengadilan Negeri Wonosari. 



Kemudian pihak orangtua terdakwa karena terdakwa pada saat 

kejadian masih di bawah urnur membuat perjanjian perdamaian pada bulan 

Nopember 2004 dengan orangtua dari korban, oleh karena pada saat itu 

kondisi korban belum sadarkan diri, dimana isi dari perjanjian perdarnaian 

tersebut adalah orangtua terdakwa sanggup bertanggung jawab untuk 

mengganti semua biaya rumah sakit sampai dengan perawatan dan biaya 

operasional korban sampai sembuh total, sanggup memberikan ganti rugi 

immateriil dikarenakan korban mengalami cacat tangan kanan seurnur hidup 

sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara diangsur dua 

kali, di samping itu pula orang tua terdakwa sanggup membelikan tangan 

imitasi sampai dengan bisa digunakan secara optimal. 

Selanjutnya Pengadilan Negeri Wonosari telah menjatuhkan 

putusannya pada tanggal 19 April 2005, Nomor : 17/Pid,B/2005/PN. Wns. 

dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya 

menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana "Karena kekhilafannya menyebabkan 

orang lain luka berat" serta menghukum terdakwa dengan pidana penjara 

selama 10 (sepuluh ) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 

6 (enam) bulan. 

Setelah korban siuman dan mengetahui bahwa telah terjadi perjanjian 

perdamaiadkesepakatan yang telah dibuat oleh orang tuanya dengan orang 

tua terdakwa, korban merasa tidak puas atas perjanjian tersebut, dikarenakan 

dirinya tidak dilibatkan bahkan tidak diberitahu terlebih dahulu tentang 

78 



perjanjian itu, di samping itu pula ganti kerugian yang dibebankan kepada 

terdakwa melalui orang tuanya tidak sepadan dengan penderitaan yang telah 

ia alami, dirnana korban putus tangannya sebatas siku yang sampai sekarang 

belum sembuh seratus persen. 

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, akhirnya korban mengajukan 

gugatan ke Pengadilan Negeri Wonosari, dimana para pihak yang digugat 

adalah : Pengendara sedanlpelaku sebagai Tergugat I sedangkan orangtua 

pelaku masing-masing sebagai Tergugat I1 clan Tergugat 111. 

Di dalam gugatannya Penggugat di samping mengajukan tuntutan 

ganti kerugian materiil yaitu, ganti rugi atas biaya rumah sakit dan biaya 

pengobatan selama opname ditambah dengan biaya pengobatan rawat jalan 

sarnpai dengan sembuh total yang diperkitakan menghabiskan biaya sebesar 

Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), juga ganti kerugian moril sebesar 

Rp. 1.000.000.000,- (satu rnilyar rupiah) kepada para Tergugat. 

Atas gugatan dari Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Wonosari 

telah mempertimbangkannya yang mendasarkan pada putusan Pengadilan 

Negeri Wonosari dalam perkara pidananya, dimana Tergugat I telah 

melakukan perbuatan melawan hukurn, yaitu dengan telah dinyatakan terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena 

kekilafannya menyebabkan orang lain luka berat, melanggar pasal360 ayat 1 

KWidana ,  dan telah pula dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 1365 

KUHPerdata, Tergugat I wajib memberikan ganti kerugian kepada Penggugat 

atas kerugian yang ditirnbulkannya, dan tentang kedewasaan menurut pasal 



330 KLWerdata adalah mereka yang telah berusia 21 (dm puluh satu) tahun 

atau telah kawin, maka Tergugat I yang saat ini berusia 19 (sembilan belas) 

belum dianggap dewasa, sehingga sesuai dengan pasal 1367 KUHPerdata, 

Tergugat I1 dan Tergugat 111 sebagai orang tua dari Tergugat I haruslah ikut 

bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan dari 

Tergugat I yaitu bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian kepada 

Penggugat, sedangkan mengenai swat perj anj iadkesepakatan yang dibuat 

oleh orang tua dari Penggugat dan orang tua Tergugat I, yang diajukan dalam 

gugatan rekonvensi oleh para Penggugat rekonvensiltergugat konvensi, 

Hakim mempertirnbangkan berdasarkan pada pasall338 KUHPerdata, bahwa 

semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang 

bagi mereka yang membuatnya, sehingga terhadap surat perjanjian yang 

dibuat oleh orang tua Penggugat dm Tergugat I1 hanyalah mengikat kepada 

ke dua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut, sedangkan penggugat 

yanhg tidak termasuk pihak dalam perjanjian, tidaklah ada kewajiban untuk 

terikat pada perjanjian tersebut, sehingga perjanjian tersebut adalah tidak 

berlaku/batal. 

Selanjutnya mengenai ganti kerugian materiil dan immateriil, berdasarkan 

pasal 1371 KUHPerdata diberikan hak kepada korban untuk menuntut 

penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat, baik dengaja 

maupun kurang hati-hati. 

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis kemudian 

menjatuhkan putusannya pada tanggal 28 September 2005, Nomor : 



Tinggi Yogyakarta, dimana dalam pertirnbanganuya Pengadilan Tinggi 

Yogyakarta mengambil alih pertimbangan dari Pengadilan Negeri Wonosari, 

dan menjatuhkan putusannya pada tanggal 6 April 2006, Nomor : 

03/Pdtl2006/PTY. yang pada pokoknya : Menerima permohonan banding 

dari kuasa para tergugatlpara pembanding tersebut, dan menguatkan putusan 

Pengadilan Negeri Wonosari yang dimohonkan banding tersebut. 

Karena keberatan lagi dengan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta 

yang dianggap hanya mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri 

Wonosari tanpa mempertimbangkan alasan Pembanding, maka para Tergugat 

melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi, yangmana dalam 

putusannya Mahkarnah Agung dalam pertimbanganuya setuju dengan 

pertimbangan dari Pengadilan Negeri Wonosari, akan tetapi tentang ganti 

kerugian immateriil Mahkamah Agung tidak setuju karena dirasa terlalu 

besar, dan menjatuhkan putusannya pada tanggal 10 April 2008, Nomor : 

1685 K/F'dt/2007 yang pada pokoknya, Menghukum tergugat I, Tergugat I1 

dan Tergugat 111 secara tanggung renteng untuk membayargani kerugian 

kepada Penggugat sebesar Rp. 88.979.179,- (delapan puluh delapan juta 

sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh pduh sembilan rupiah) 

yang terdiri atas : 

a. Ganti kerugian materiil sebesar, Rp. 23.979.179,- (dua pduh tiga juta 

sembilan ratus tujuh pduh sembilan ribu seratus tujuh pduh sembilan 

rupiah). 



b. Ganti kerugian moril sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta 

rupiah). 

Setelah penulis mengamati dan menganalisa kasus tersebut diatas, 

penulis berpendapat bahwa Hakim di dalam menyelesaikan perbuatan 

melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas adalah dengan mendasarkan 

pada kesalahan dari terdakwaltergugat I, dengan mengacu kepada putusan 

perkara pidananya, dimana dalam perkara pidananya karena 

TerdakwdTergugat I telah dinyatakan bersalah karena kekhilafannya 

menyebabkan orang lain luka berat, sehingga Tergugat I karena kesalahannya 

tersebut haruslah mengganti kerugian yang telah ditimbulkannya atas diri 

Penggugat dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap. 

Disamping itu pula Hakim menilainya tidak hanya menekankan pada 

bukti-bukti formal yang ada, seperti dalam putusan perlcara pidananya, juga 

saksi-saksi yang menaangkan akibat dari kecelakaan tersebut, Penggugat 

dirawat di Rumah Sakit yang di dibuktiktikan dengan adanya bukti-bukti 

surat yang menerangkan bahwa Penggugat telah dirawat di rumah sakit 

berupa berupa kwitansi-kwitansi biaya perawatan nunah sakit dan obat- 

obatan serta biaya rawat jalan. 

Hal ini untuk pertimbangan Hakim di dalam memutus tentang 

kerugian yang telah diderita oleh Penggugat dalam Putusannya nanti, dimana 

tidak hanya ganti kerugian rnateriil saja yang dipertimbangkan, akan tetapi 

juga ganti kerugian immateriil agar Penggugat nantinya dalam memenuhi 
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kebutuhan sehari-harinya tidak terlalu menggantungkan kepada orang lain, 

paling tidak untuk sementara waktu. 

Selanjutnya untuk menentukan apakah Tergugat I harus bertanggung 

jawab sendiri dalam mengganti kerugian terhadap Penggugat, karena pada 

saat Tergugat I melakukan perbuatan tersebut masih berumur 19 (sembilan 

belas) tahun, maka dalam hal ini Hakim dalam pertimbangannya mengacu 

pada pasal 330 KUHPerdata tentang kedewasaan, dimana dikatakan bahwa 

seseorang telah dewasa apabila telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau 

telah kawin, sedangkan tergugat I belum mencapai umur tersebut atau belum 

kawin, untuk itu orang tua dari Tergugat I ikut bertanggung jawab atas 

perbuatan anaknya yang belum dewasa. 

Penulis sependapat dengan pertimbangan Hakim, karena kedewasaan 

adalah sangat penting karena akan menentukan tentang siapa yang akan diberi 

tanggung jawab atas kerugian yang telah diderita oleh Penggugat, karena 

seseorang yang belum dewasa adalah mereka yang belum kuat gawe sehingga 

pihak orang tua haruslah bertanggung jawab atas kerugian yang telah 

diperbuat Tergugat I, sesuai dengan pasal 1367 KUHPerdata yang 

menyatakan, orang tua adalah bertanggung jawab atas kerugian yang 

disebabkan oleh anak-anaknya yang belum dewasa. 

Pertimbangan lain dari Hakirn adalah tentang adanya perjanjian 

perdarnaian yang dibuat antara orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat I, 

yaitu Tergugat I dan 11, dimana dalam hal ini telah disepakati antara keduanya 



yang dibuat secara tertulis, yang isinya bahwa Tergugat I dan II sanggup 

bertanggung jawab untuk mengganti seluruh biaya rumah sakit sampai biaya 

perawatan dan biaya operasional sampai Penggugat sembuh total, Hakim 

berpendapat yang mendasarkan pada pasal 1338 KUHPerdata yaitu, semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang 

membuatnya, sehingga terhadap surat perjanjian yang telah dibuat oleh kedua 

orang tua masing-masing hanyalah mengikat ke dua belah pihak yang 

membuat perjanjian tersebut, sedangkan Penggugat yang ti& termasuk salah 

satu pihak dalam perjanjian, tidaklah ada kewajiban untuk terikat pada 

perjanj ian tersebut. 

Penulis juga sependapat, karena telah sebagaimana telah diatur dalam 

pasal 1338 KUHPerdata tentang asas kebebasan berkontrak, maka setiap 

orang siapapun dia asal sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana 

telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, bebas membuat segala perjanjian 

asal tidak bertentangan dengan kesusilaan, yang secara sah telah dibuat 

adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mernbuatnya, 

sehingga oleh karena Penggugat tidak ikut sebagai pihak dalam perjanjian 

yang dibuat oleh orangtuanya dan Tergugat I dan 11, maka Penggugat tidak 

bertanggung jawab atas apa yang telah diperjanjikan tersebut, untuk itu 

Penggugat bebas untuk tidak tunduk atas apa yang telah diperjanjikan dalam 

surat perjanjian itu. 

Karena Penggugat ti& termasuk pihak, juga Penggugat ti& 

menguasakan kepada orangtuanya, bahkan Penggugat pada saat terjadinya 
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perjanjian tersebut tidak mengetahui tentang perjanjian tersebut, maka 

Penggugat tidak terikat dalam perjanjian tersebut, untuk itu Penggugat adalah 

pihak di luar perjanjian yang mereka sepakati, sehingga Penggugat tidak 

dapat dimintai pertanggungan jawab atas apa yang terdapat dalam perjanjian 

tersebut, sehingga perjanjian perdamaian tersebut adalah batal. 

Dalam persoalan diatas penulis condong kepada penilaian Hakirn, 

karena untuk menentukan apakah perjanjian yang dibikin oleh kedua orang 

tua Penggugat dan orang tua Tergugat I, maka itu adalah perjanjian yang 

hanya berlaku kepada ke dua belah pihak saja yang membuatnya, di samping 

itu pula tanggung jawab atas kerugian yang telah diperbuat oleh Tergugat I 

adalah orang tua dari Tergugat I ikut menanggungnya, karena pada saat 

kejadian Tergugat I masih di bawah umur, maka ganti kerugian tersebut 

haruslah juga ditanggung oleh Tergugat bersama-sama dengan orang tuanya. 

Pada urnumnya hakim didalam menilai kasus di atas adalah sama, 

baik hakirn Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi maupun Hakim 

Mahkamah Agung, karena dalam kasus di atas pada umumnya. Hakim 

Pengadilan Tinggi dm Hakim Mahkamah Agung menguatkan Putusan 

Pengadilan Negeri. Hal ini membuktikan bahwa penilaian H a '  untuk 

menentukan tentang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh 

Tergugat I, disamping perjanjian perdamaian yang telah dibuat oleh orang tua 

Penggugat maupun Tergugat I, serta siapakah yang hams batanggung jawab 

atas ganti rugi yang telah diperbuat oleh Tergugat I pada dasarnya adalah 



sama yaitu mendasarkan pada bukti-bukti surat yang ada 1 bukti formal yang 

lebih kuat. 

Setelah penulis mengamati dan menganalisis kasus-kasus tersebut 

temyata hakim mempunyai pandangan yang luas dalam menentukan 

perbuatan melawan hukum atas penentuan ganti kerugian yang harus 

ditanggung oleh pihak Tergugat. Perbuatan tergugat yang dikatakan 

perbuatan melawan hukurn tidak hanya yang bertentangan dengan Undang- 

Undang saja, tetapi perbuatan tergugat yang melanggar hak subyektif orang 

lain, yaitu tergugat yang mengakibatkan Penggugat luka berat sehingga hams 

dirawat di rumah sakit, jelas merupakan pelanggaran dari hak penggugat 

terhadap kelangsungan hidup dari Penggugat, kebebasan penggugat untuk 

menikmati hak hidupnya menjadi berkurang bahkan hilang karena salah satu 

organ tubuhnyaltangan kanannya putus akibat perbuatan tergugat. 

Hakim dalam menentukan perbuatan tergugat yang melawan hukum, 

dapat dideskripsikan sebagai berikut yaitu : 

1. Tergugat yang telah menabrak Penggugat yang menyebabkan Penggugat 

luka parah sehingga harus dilarikan ke rumah sakit, dimana Hakim 

mendasarkannya pada putusan perkara pidananya yaitu melanggar pasal 

360 ayat 1 KUHPeidana, sehingga atas perbuatan yang ditimbulkannya, 

Tergugat I harus membayar ganti kerugian kepada Penggugat. 

2. Akibat kecelakaan tersebut Penggugat harus diamputasi tangan kanannya 

yang menyebabkan Penggugat hams menanggung beban mental, juga 
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Ganti rugi yang secara materiil merupakan g a d  rugi terhadap 

kerugian yang benar-benar telah dialami secara nyata, seperti biaya rumah 

sakit dan dokter karena harus berobat, hilang mata pencaharian, 

penderitaan fisik, seperti luka, patah tangan, di samping itu pula 

penderitaan mental, seperti rasa malu, setres dan lainnya, dalam hal ini 

akibat daripada kecelakaan lalu lintas yang telah menirnpa Penggugat 

yang mengakibatkan Penggugat harus dirawat di rumah sakit, maka hal 

tersebut harus dapat dibuktikan secara nyata, yaitu dengan bukti-bukti 

bahwa Penggugat memang pernah dirawat di rumah sakit akibat karena 

kejadian tersebut, dengan adanya kwitansi biaya perawatan dan 

pengobatan selama Penggugat berada di rumah sakit, di samping itu itu 

pula biaya-biaya lain yang berhubungan dengan kejadian tersebut, seperti 

misalnya, biaya perawatan setelah Penggugat keluar dari rumah sakit, 

juga pembelian tangan imitasi karena penggugat putus tangannya sebatas 

siku, dan biaya perbaikan kendaraan yang telah dipakainya yang 

mengalami kerusakan. 

Pertimbangan-pertimbangan ini mumi dari hakim itu sendiri 

berdasarkan praktek peradilan dan di dalam Pasal 130 HIR, disebutkan 

babwa hakim dapat menciptakan hukum, sebagai penentuan jumlah ganti 

kerugian tersebut ada tolok ukurnya menurut kedudukan dan kemampuan 

ke dua belah pihak, juga menurut keadaan, di samping hams sesuai 

dengan asas kepantasan dan kewajaran. 

Pada umumnya penggugat menuntut ganti kerugian materiil yang berupa: 
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a. Menuntut sejumlah uang atas kerugian yang diderita. 

b. Menuntut sejumlah uang paksa (dwangson). 

c. Menuntut penyitaan barang-barang milik tergugat. 

d. Menuntut untuk semua biaya perkara dibebankan kepada tergugat. 

e. Menuntut agar Putusan Pengadilan dapat dilaksanakan lebih dahulu 

walaupun ada upaya hukum verset ataupun banding dan kasasi. 

Ganti Kerugian Immateriil 

Kerugian Immateriil adalah kerugian dirnana adanya suatu 

pelanggaran terhadap integritas pribadi, berupa kehilangan hak untuk 

menikmati hidup, misalnya, luka-luka ataupun cacat tetaplcacat seurnur 

hidup, yang merupakan ganti kerugian pemberian sejumlah uang yang 

jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih 

merupakan kebijaksanaan Hakim, tetapi juga dengan syarat jumlah ganti 

rugi tersebut haruslah wajar. 

Kewajaran dari jurnlah ganti rugi tersebut haruslah didasarkan 

kepada : beban mental yang dipikul oleh korban, status dan kedudukan 

korban, situasi dan kondisi tentang kejadian perbuatan melawan hukum 

tersebut dan mental daripada korban serta latar belakang dilakukannya 

perbuatan tersebut, di samping itu pula hams diingat jenis dari 

perbuatannya, apakah kesengajaan, kelalaian atau tanggung jawab mutlak. 

Umumnya tuntutan penggugat tentang ganti kerugian imrnateriil 

ini dalam perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas, 
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penggugat merninta kerugian atas apa yang akan diperbuatnya pada masa 

depan, karena dalam kejadian ini Penggugat telah putus tangannya sebatas 

siku, sehingga Penggugat telah mengalami cacat tetaptcacat seumur 

hidup, sehingga dengan kondisi seperti sekarang ini, maka Penggugat 

akan mengalami kesulitan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun 

untuk mencari nafkah guna keperluan sehari-hari, di samping itu pula 

akan merasa rendah diri dengan kondisinya sekarang. 

Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada pasal 1365 KUH 

Perdata sekali-kali tidaklah dapat mengharapkan bahwa besarnya 

kerugian akan ditentukan oleh Undang-Undang, karena telah menjadi 

yurisprudensi yang tetap dari Mahkamah Agung Indonesia dengan 

keputusan tanggal 23 Mei 1970, No. 610 WSipl1968 yang memuat 

pertirnbangan antara lain sebagai berikut : "Meskipun tuntutan ganti 

kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedangkan Penggugat mutlak 

menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa 

sepantasnya harus dibayar, ha1 ini tidak melanggar pasal 178 (3) HIR, 

bahwa hakim berwenang untuk menentukan berapa sepantasnya ganti 

kerugian, sekalipun Penggugat menuntut ganti kerugian dalam jumlah 

yang tidak pantas. 

Untuk itu dalam tuntutan ganti kerugian immateriil ini, penggugat 

biasanya menyerahkan kepada Hakim untuk memberikan putusan yang 

seadil-adilnya, berdasarkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan 

asas kepantasan dan kewajaran. Namun dalam prakteknya sulit dan jarang 
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sekali dilaksanakan, karena batasan orang yang dirugikan secara immatriil 

sulit dihitung dengan uang, akan tetapi ini sedapat mungkin dapat 

mengurangi beban hidup sehari-hari, disamping tidak terus 

menggantungkan kehidupannya pada orang lain. 

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Mengenai Ganti 

Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kecelakaan 

Lalu Lintas. 

1. Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita 

Hakim didalam menentukan gant. kerugian terlebih dahulu melihat 

apakah ada hubungan kerugian yang diderita oleh penggugat. Dalam ha1 

ini hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan 

melawan hukum, yaitu dengan telah dinyatakan terbukti secara sah clan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, karena kekilafannya 

menyebabkan orang lainluka berat, melanggar pasal 360 ayat 1 

KUHPidana. Karena itu Tergugat telah melakukan perbuatan melawan 

hukum karena kesa;lahannya tersebut, maka Tergugat I sesuai pasal 1365 

KUHPerdata wajib memberikan ganti kerugian kepada Penggugat atas 

kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat. 

Disamping itu pada saat melakukan perbuatannya Tergugat I baru 

berumur sembilan belas tahun, dimana kedewasaan menurut pasal 330 

KUHPerdata adalah mereka yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun 

atau telah kawin, maka tergugat I belurnlah dianggap dewasa, oleh karena 



itu menurut pasal 1367 KUHPerdata, Tergugat I1 dan Tergugat I11 selaku 

orang tua dari tergugat I haruslah ikut bertanggung jawab atas perbuatan 

yang telah dilakukan Tergugat I, yakni bertanggung jawab untuk 

memberikan ganti kerugian kepada Penggugat, untuk itu para Tergugat 

hams bertanggung jawab mengganti kerugian secara tanggung renteng. 

Juga tentang perjanjian yang telah dibuat oleh orang tua Penggugat 

dengan orang tua Tergugat I, dalam hal ini Hakim berpendapat oleh karena 

yang membuat perjanjian adalah mereka, maka berdasarkan pasal 1338 

KUHPerdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, dalam ha1 ini 

karena orang tua Penggugat dan Tergugat I yang membuat, maka hanya 

mengikat kepada ke dua belah pihak saja yang membuat perjanjian, 

sedangkan Penggugat yang tidak termasuk sebagai pihak dalam perjanjian 

tersebut, tidak ada kewajiban untuk terikat didalamnya. 

Setiap perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian kepada 

orang lain adalah merupakan perbuatan melawan hukum, seseorang yang 

telah melakukannya haruslah mengganti kerugian, dan oleh karena 

perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka 

Tergugat haruslah mengganti kerugian kepada Penggugat, karena itu 

Penggugat berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian. 

Pada umumnya Hakirn yang mengadili perkara gugatan Perbuatan 

Melawan Hukum mengabulkan tuntutan ganti kerugian tersebut, 



meskipun hanya sebagian saja yang dikabulkan, karena dengan perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan tergugat atas kecelakaan tersebut selalu 

membawa akibat kerugian bagi penggugat. 

2. Jumlah kerugian yang diderita. 

Setelah Hakim menentukan perbuatan yang dilakukan Tergugat I 

adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yangmana ha1 ini sudah 

menunjukkan hubungan kausalitas antara perbuatan tergugat I yang 

mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Penggugat, selanjutnya 

Hakirn akan melihat tuntutan daripada Penggugat. 

Semua tuntutan dari penggugat akan dipertimbangkan, terutama 

yang mengenai tuntutan ganti kerugian yang berupa pelanggaran terhadap 

integritas pribadi, kehilangan hak untuk menikrnati hidup dari Penggugat, 

misalnya, luka-luka ataupun cacat tetaplcacat seumur hidup, Hakim akan 

menilai apakah tuntutan ganti kerugian yang diminta oleh Penggugat 

tersebut dalam gugatannya dinilai pantas dan wajar, karena hal tersebut 

Hakimlah yang menentukan. 

Di dalam tuntutannya penggugat tidak selalu hanya menuntut 

kerugian yang nyata-nyata telah diderita oleh Penggugat, semisal biaya 

perawatan clan biaya dokter, akan tetapi juga biaya untuk kebutuhan 

Penggugat untuk kedepannya, karena Penggugat telah kehilangan 

tangannya sehingga dengan adanya ganti kerugian tersebut untuk waktu- 

waktu yang akan datang tidak menggantungkan hidupnya pada orang lain, 



paling tidak untuk sementara waktu, di samping itu pula beban mental 

yang harus ditanggung pada diri Penggugat dalam pergaulannya sehari- 

hari karena telah kehilangan sebelah tangannya. 

Hakim di dalam menentukan ganti kerugian penuh dengan 

pertimbangan-pertimbangan, terutama adalah melihat asas kepantasan dan 

kewajaran, karena di dalam menuntut ganti kerugian pada u m m y a  

Penggugat menuntut yang lebih besar dari kepantasan, karena maksud 

Penggugat agar Hakim mengabullcan tuntannuya, meskipun tidak sebesar 

seperti yang dituntutnya, setidak-tidaknya ada ganti kerugian, sehingga 

dalam ha1 ini Hakim di dalam memutus ganti kerugian berupa uang pada 

umumnya di bawah dari besarnya yang dituntut oleh penggugat. 

Selanjutnya untuk menjamin dilaksanakannya putusan Pengadilan, 

apabila Tergugat tidak dapat memenuhinya, maka harus dimohonkan sita 

jaminan atas kekayaan dari Tergugat, ini dimaksudkan agar Tergugat 

dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk memenuhi ganti kerugian 

kepada Penggugat. 

Di dalam menentukan jumlah ganti kerugian yang dibebankan 

kepada Tergugat, kalau melihat tergugat yang ekonominya lemah ataupun 

pas-pasan, tidak mempunyai mata pencaharian yang tetap meskipun 

perbuatannya terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan juga 

penggugat menuntut ganti kerugian atas perbuatan tergugat yang 

dil-ya, kadang-kadang Hakirn tidak mengabulkan tuntutan ganti 



kerugian dari penggugat. Apalagi tergugat yang di dalam persidangan 

telah mengakui tern terang akan perbuatannya yang salah karena 

kekilafannya menyebabkan Penggugat mengalami luka berat dan 

Tergugat menyerahkan kebijaksanaan kepada Hakim dengan permohonan 

agar dirinya tidak dihukum untuk membayar ganti kerugian berupa uang 

kepada Penggugat, mengenai kasus seperti ini Hakirnpun akan 

mempertimbangkannya juga. 

Asas kepantasan dan kewajaran ini tidak mesti pantas bagi 

masyarakat pada urnurrmya, tetapi juga harus melihat kepantasan bagi diri 

Tergugat, dalam hal ini keadaan ekonorni dan kedudukan dari Tergugat. 

Disamping itu pula, di dalam menentukan besar kecilnya ganti kerugian, 

pandangan dari masing-masing Hakirn yang satu dengan yang lain 

terkadang ada perbedaan pendapatlpertjmbangan meskipun dalam kasus 

yang sama. Ini menunjukkan bahwa Hakirn yang satu dengan Hakim yang 

lainnya penilaiannya adalah tidak sama. 



BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Ganti kerugian dalarn perbuatan melawan hukum dalarn kecelakaan 

lalu lintas adalah merupakan suatu bentuk tanggung jawab dimam di satu sisi 

atas kecelakaannya itu sendiri, sedangkan di sisi lain akibat dari perbuatan 

tersebut yang mengharuskan seseorang untuk bertanggung jamb atas 

perbuatannya yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, yangmana 

tanggung jawab tersebut adalah merupakan tanggung jawab secara perdata, 

berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraian dalam bab-bab 

sebelumnya, maka dapat penulis dapat mengambil suatu kesirnpulan pada 

permasalahan yang telah diungkapkan yaitu : 

1. Perjanjian yang diadakan oleh Orangtua Korban dan Orangtua Terdakwa 

setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri adalah tidak berlaku 

lagi/batal, dikarenakan putusan dari Pengadilan Negeri tersebut tentang 

ganti kerugian yang diberikan lebih tinggi dari yang diperjanjikan. 

2. Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh Penggugat di Pengadilan adalah 

berupa ganti kerugian materiil maupun ganti kerugian imrnateriil, ganti 

kerugian materiil adalah kerugian yang nyata-nyata telah diderita oleh 

korban seperti biaya perbailcan sepeda motor ditambah biaya rurnah sakit 

dan biaya pengobatan rawat jalan, sedangkan ganti kerugian Imrnateriil 

adalah ganti kerugian karena adanya pelanggaran terhadap integritas 
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pribadi, misalnya : luka-luka atau cacat, yang merupakan ganti kerugian 

pemberian sejumlah uang yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan 

secara matematis, tetapi lebih merupakan kebijaksanam Hakim, tetapi juga 

dengan syarat jumlah ganti kerugian tersebut haruslah pantas dan wajar. 

B. Saran -Saran. 

Setelah penulis memaparkan dan menentukan dalam kesimpulan di atas, 

dapat memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Hendaklah Hakim dalarn menentukan besarnya ganti kerugian baik 

materiil maupun immaterial tidaklah semata-mata hanya melihat status 

sosial pihak penggugat saja tetapi juga status sosial pihak tergugat. 

2. Juga perlu diperhatikan dalam penentuan ganti kerugian terutama 

kerugian immaterial, Hakirn hams memperhatikan asas kepatutan, 

ketelitian dan sikap hati-hati (asas patiha). 

3. Disarnping itu juga supaya Mahkamah Agung menerbitkan suatu 

peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang besarnya ganti 

kerugian immaterial, agar terjadi kesamaan penentuan penggantian 

kerugian kepada setiap pencari keadilan. 
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P U T U S A N  

NO : 04/Pdt.G120051PN. Wns 

- " DEMl KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA E S P  

-------Perigadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata 

Gugatan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan tersebut 

dibawah ini perkara anatara : -------- ------------ -------- --------------- ------ ---------- 

------TRWANTA AD1 PRASETYA : Umur 32 tahun, pekerjaan swasta, tempat tingal 
* 

di jalan Pramuka No. 70 Dusun Pandansari Kecamatan Wonoasri Kabupaten 

Gunungkidul ; --------- -------------- -------- ---------- ------------ ------------ ---------- ------- 
Dipersidangan berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 23 April 2005 diwakili 

-------- BAMBANG PRIHANDANA. SH : Advokat dan Konsultasi Hukum beralamat di 

Krapyak Wetan Rt 10 Rw 56 No 223 C Panggungharjo Sewon Bantu155188 ; 

Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ; ---- --------- ---------- ----------- ------------ 
MELAWAN : 

1. SYARIEF GUSKA LAKSANA : Umur 19 tahun, pekerjaan mahasiswa, beralamat 

didusun Kerjo I I  desa Genjahan Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul ;-- 

2. DRS. GANDUNG PARDIMAN MM. Umur : 52 tahun pekerjaan Wakil Ketua I 

DPRD Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta beralamat : di dusun Kerjo I1 desa 

- Genja han Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul ; ------------------------------ 
3. TRI SUDARYATI ALIAS NY. GANDUNG PARDIMAN : Umur 48 tahun pekerjaan 

PNS beralamat : didusun Kerjo II desa Gerljahan Kecamatan Ponjong 

-------Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN 

TERGUGAT 111 atau PARA TE RGUGAT ; - ---------- ---------- ----- ---------------------------- 

Pennadilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a 



-----Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang 

bersangkutan perkara ini ; ---- - ------ --- ---- -- --------- i--- ------------ - ------ ---- 
-------Setelah mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang berperkara : ---- 

---------------- ---------------- TENTANG DUDUK PERKARANYA : =================== 

-------Menirnbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 9 Mei 

2005 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dibawah 

Register Perkara Nomor : 04/Pdt.G/2005/PN. Wns telah mengemukakan ha1 - ha1 

01. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Nopember 2004 sekira jam 17.30 WIB dllokasi 

jalan umum Wonosari - Karangmojo Penggugat telah mengalami kecelakaan 

lalu lintas, dimana Penggugat mengendarai sepeda motor Yamaha RXS Nomor 

Polisi AB-4953-DD bertabrakan dengan mobil sedan Toyota Corolla Twin Cam 

Nomor Polisi AB-8690-SE yang dikemudikan oleh Tergugat I ; ------------- 
02. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Penggugat mengalami pingsan 

selama 15 (lima betas) hari dan dirawat di rumah sakit Islam Kustati Surakarta 

selama 20 (dua puluh) hari karena menderita luka - luka berat yang berupa : --- 
- tangan kanan putus diatas siku dan harus diamputasi ; -------------------- 

- Memar otak ; - ------- --- ------ -- ----- -- ------ - ------ ---- ------ - ----- ---------- ---- ------- 
Yang sampai dengan saat diajukannya gugatan ini belum sembuh total dan 

harus menjalani rawat jalan serta masih harus menjalani lagi operasi pada kaki 

Bahwa disamping itu sepeda motor yang dikendarai oleh Penggugat juga 

03.Bahwa atas terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut telah diproses secara 

hukum dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Wonosari dalam 

perkara Pidana No.17/Pid.B/2005/PN. Wns, dan Pengadilan Negeri Wonosari 
a 

telah . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 
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telah menjatuhkan putusan pada hari selasa tanggal 19 April 2005 yang saat ini 

telah mernperoleh kekuatan hukum tetap yang pada pokoknya rnenyatakan 

bahwa Terdakwa (yaitu 'TERGUGAT I ) " telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KARENA KEKHILAFANNYA 

MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA BERAT " serta " menghukum terdakwa 

dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 

selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan " ; ------------------------------------ 

04.Bahwa oleh karena Tergugat I telah terbukti bersalah rnelakukan perbuatan 

melawan hukum sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Wonosari tersebut 

yaitu telah melanggar ketentuan pasal 360 ayat (I) KUHP, maka berdasarkan 

ketentuan Pasal 1365 BW jo. Pasal 1366 BW dan pasal 1371 BW Tegugat I 

wajib mengganti kerugian yang ditimbulkannya pada diri Penggugat ; ---- 
05.Bahwa oleh karena Tergugat I belum dewasa (vide pasal 330 BW) dan masih 

menjadi tanggugan orang tuanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 1367 BW J 

Tergugat II dan Tergugat Ill sebagai orang tua dari Tergugat I bertanggungjawab 

untuk mem beri kan atau membayar ganti rugi kepada Penggugat atas perbuatan 

dari Tergugat I tersebut ; .................... - -------------------------------------------- 
06. Bahwa Penggugat menuntut ganti rugi kepada para Tergugat dengan perincian 

sebagai berikut : ---------- ------------------------------------------------------------------ 
a. Kerugian Materiil : ---------- ...................... ----- ---------------------------------------- 

- Ganti rugi atas biaya rumah sakit dan biaya pengobatan selama 

opname ditambah dengan biaya pengobatan rawat jalan sampai 

dengan sembuh total yang diperkirakan menghabiskan biaya sebesar 

Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah ) ; ------------------------ 
- Ganti rugi atas perbaikan sepeda motor sebesar Rp. I .500.000.00 

(satu juta lima ratus ribu rupiah) ; ---------------------- ----- 
b. Kerugian Moril sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ; --------- 

sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. I. 201.5500.000,00 (satu rnilyar 

dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah), yang harus dibayar oleh para 

Te I-- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Tergugat dalam waktu selambat- lambatnya 2 (dua) minggu setelah putusan 

dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; ----------------------- 
07. Bahwa kerugain materiil dihitung berdasarkan biaya- biaya yang telah 

dikeluarkan dan yang akan dikeluarkan dikernudian hari yang dapat 

diperkirakan besamya. ------------- ---- ------- ---- -- --------- -- ---------------- ------- ----- 
Bahwa biaya-biaya yang telah dikeluarkan meliputi : ---------------------------------- 

- Biaya opname dan pengobatan rurnah sakit. Biaya rawat jalan yang 

meliputi ongkos periksa dokter, obat dan transportasi. ------------------- 
* - Biaya perbaikan sepeda motor ; ------------------------------------------------ 

Sedangkan biaya- biaya yang akan dikeluarkan dikemudian hari yang dapat 

diperkirakan besarnya adalah meliputi : .............................................. 
- Biaya rawat jalan yang rnasih harus dijalani, yang meliputi ongkos 

Dokter, obat-obatan dan transportasi. ------------------ ----- - ---- - ---- ------ 
- Biaya operasi kaki kanan yang masih harus dijalani lagi. ------------------ 

08 Bahwa kerugian moril dinilai dari keadaan Penggugat yang mendapat cacat 

tetap yaitu : kehilangan tangan kanannya sehingga Penggugat merasa rnalu dan 

rendah diri serta tidak dapat lagi mencarinafkah sendiri karena dengan adanya 

cacat tersebut telah mernbuat Penggugat kehilangan kepercayaan dari orang- 

orang yang selama ini mernberikan pekerjaan kepadanya, terutama mengenai 

kemampuan fisiknya. ------ - ----- - ----- - ....................................... - --------- ----- 
Bahkan untuk melakukan aktifitas sehari -hari saja seperti rnandi, ganti baju dan 

lain - lain Penggugat harus bergantung kepada bantuan orang lain. --------------- 
Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidupnya dimasa yang akan datang dan 

agar Penggugat dapat hidup mandiri tanpa bergantung kepada bantuan orang 

lain rnaka Penggugat rnenuntut ganti rugi moril tersebut ; ----------------------------- 
09. Bahwa apabila ternyata para Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam 

perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, rnaka Penggugat 

menuntut agar para Tergugat dihukurn untuk rnembayar uang paksa 



(ihangsoorn) sebesar Rp. 500.000,OO @ma ratus ribu rupiah) unfuk setiap hari 

10. Bahwa untuk menjamin dapat terlaksananya putusan dalam perkara ini dengan 

baik maka perlu saja jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta - harta 

a. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri digtasnya 

seluas 324 M2, sertifikat Hak milik No. 439ldesa Genjahan gambar ~ i t u a i  

No. 2017 tahun 1989 tercatat atas nama Tergugat II yang terletak di dusun 

Kerjo 11, Genjahan, Ponjong, Gunungkidul, yang batas - batas adalah sebagai 

- Sebelah Utara : Praptodimulyo ; ---- ----- ------ ---- - ---- - ---- -- ---- ------ ----- ---- 
- Sebelah Timur : Jalan ; ---- - ---------- - ------------------- -- --------------- ------- 
- Sebelah Selahn : Jalan : ---- ---- - .............................. - ------------- ---- 
- Sebelah Barat : Sastro ; ----------------------------------------------------------- 

b. Sebuah Mobil sedan Toyota Corolla Twin Cam warna hitam Nomor Polisi 

Ab 8690 SE, Nomor Rang ka 92 904557, Nomor Mesin 4A1914043 tahun 

1990 tercatat atas nama AGUS GANDl SUSANTO beserta STNK-nya dan 

BPKB - nya, -------------------------------------------------------------------------------- 

1 I. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat 

dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum 

yang dilakukan oleh para Tergugat baik berupa Banding, kasasi Peninjauan 

kembali maupun Verset ; --- .----------- -------------------------------------------------------- 
'2 & h a  *-.*at juga mohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar 

s d m h  bra a j 3 q g  :I m Sul a la m perks ra ini ; ------------------------------------------- 

-------Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon 

kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Wonosari berkenan menerima 

gugatan ini, memeriksanya dalam sidang Pengadilan dan selanjutnya menjatuhkan 

putusan sebagai berikut : ...................... ------- ---- - ---- -- ---- ----- ----------- - ---- - ---- -----.. 



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ---------- 
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap : 

a. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri 

diatasnya seluas 324 M2, sertifikat Hak milik No. 4391desa Genjahan 

gambar Situasi No. 2017 tahun 1989 tercatat atas nama Tergugat I1 yang 

terletak di dusun Kerjo 11, Genjahan, Ponjong, Gunungkidul, yang batas - 

b. Sebuah Mobil sedan Toyota Corolla Twin Cam warna hitam Nomor Polisi 

AB 8690 SE, Nomor Rangka 92 904557, Nomor Mesin 4A1914043 tahun 

1990 tercatat atas nama AGUS GANDI SUSANTO beserta STNK-nya 

dan BPKB -nya. ---- --.-- -------------------------- ---------------- - --------- --,,--.---- 
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan 

melawan hukum yaitu melanggar pasal 360 ayat (1) KUHP, dan oleh 

karenanya maka Tergugat I wajib memberikan ganti kerugian kepada 

Penggugat atas kerugian yang ditimbulkannya pada diri Penggugat ; ------- 
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II dan Tergugat Ill berbnggung 

jawab atas kewajiban Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada 

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat Ill secara tanggung 

renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 

1.201.500.000,00 ( satu milyar dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) 

a. Ganti kerugian materiil sebesar Rp. 201.500.000,00 (dua ratus s a t ~  

juh lima ratus ribu rupiah) ; -- ---- ---- ------------------------------------- -- .----- -- 
b. Ganti.. ..... ..... ....... 



b. Ganti kerugian Moril sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar 

V7rg h 3 r ~ ~  dibayarkgc sehvhst-l*mba?npa dalam \,vaktu 2 (dua) minggu 

:r.+~lak pvtusen dalam perkara ini rnemperole'7 kekuatan hukum tetap ; --- 
8 h~engh!.rkum tergugat I, Tergugat II darl Tergugat !!I secara tanggung renteng 

1 r p 7 e ! l ! i  wembaysr c!ntl$ pgltsa (Dwangsoom) snbesar Up. 500.@00:00 (lima 

-?ire I.;!-. I ! i.!i-+!.!C: s e t i a ~  hari IrePer!ambntan rne!slrr,;.n$c?n ini ?titusan yang 

/ d9h pmn Tergi~gat baik berupn Banding, Kasasi, Peninjailan Kembali 

Pr?hlly! bngadil?n Negari \?./~rcsw; b~rpenda?at laiv: maka vahon putusan 

-------n./r0-imh2n2: b?hw peds hari Persidangan yang telah ditebpkan kedua belah 
I 

pihak y3ng 13erperkw~  data^^ menghadgp di?nrr,idm~t;l~. - . .  ?,8if.!,! D~'?$ailgat diwakili 

kuasanya, sedan3 Para Tergirpat berdasarkan Surat Kuasa K h ~ ~ s u s  tertanggal 16 

Me; rlifn~qkiii ~ l e h  . hJllHAhJhllAD IKRAL. SH, Advokat yang berkantar di Jalan 

------- ~.?wimhang1 bahwa selanjirtnys telah di~~payakan adanya perdamaian kepada 

kedue hslsh pihak velslvi proses mediasi sebagairnana penetapan Penunjukan 

I\fi~!i:~-(nr P3c 5?IPan PrjtfG~2nn5!PI\I, \I\lns tanggal 14 Wlei 2005; akan tetapi usaha 

tersebut tidak berhaeil dan kemildian pemerikssan perkara tersebut dilanjutkan 

d~ngan  ~ e v h a c a k e q  S!-ir?t C!.fgatm tertanggal 9 Mei 2Q05 yang isinya tetap 

---- - ,  4!orniri.barc. hqh\w atas gc~gat~n Pengscrgst tersnbi.!?, Para Tergugat telah 

m~rzajukan ja\?vab?rl tertanggal 7 Juli 2005 sebagai berikut : .............................. 

A. EKSEPSI .............. 



A,  EK$F_P$l . --------- ------------- -- ------- -----------------------"---------------------------------- 

? .  Bahwa jika dicermati lebih seksama gugatan Penggugat khusus 

~engena i  identitas Tersrrgat I!; disabr-~t bahwa Tergrngat I! Drs. Gandung 

D-rdivqn MM, Pekerjq;?~ . \A!?kil V P ~ I I ?  DPRn Prapensi DIY, maka 

sebenarnya identitas Tergugat 11 tersebtrt ADALAH TIDAK BENAR, 

ksrena sebnnarnya Tergugat ! I . ,  Pt?. Gandung Pardiman, MM 

Dnknrjaannya P?.!KAN \NPK!I.. !<ET!IP !?Po" "mT?-VFl TlY, ha1 tersebut j 
5 

f adalah Jabatan Tergugst !I; ~ k a r !  ter?api pekerjaan Tergugat II adalah * /: 

yang Serar, sehagei Anggota PPRD Propinsi DIY ; ------------------------------ 

? Pah\va gt.rgntsr! Penggugat tersebut TERL-ALU BERLEBIHAN, karena 
I 

dilibatkan Tergtrgat II dan Tergugat Ill, sebagai orang Tua Tergugat 1, 

padahal Tergugat I telah mampu bertindak secara hukumltelah dewasa, 

yang dapat dibulttikan dengan alasan - alasan hukum: sebagai berikut : 

a.  Bati\nla sebenarnya pgatan Perdata ini, herawn! dengan peristiwa 

kecelskaan la!u lintas yang melibatkan antara Tergugat I sebagai 

pelak!.14e~s~~cka/Terdaronlalterhuk~~~m - yang telah diputus Putusan 

a~+an,3 ~~~ngac l i t zn  Negcri \hloncrsar: N n r ~ ~ n v  l7lPid E312005lPN. 

Wns, dengan huktrman 10 ( sepul~.~b) bulan masa percobaan 

C)i!Jq:,.? tal-r,pk~~+ rr21~1 Tnrn1qp-14 1 ~-IRLCII Tarr(-k\~t3 r ~ r J 9  waMu itu - - 
dihadarka~ di~~rsidamgan pidana yang TEQBI-JKA lJNTUK UMUM 

berdaswkan Pasal 153 ayat (3) KVHAD, sehingga DAPAT 

DISII\IIPl-~~..KP.N bah\r!a Tergl.rg~t I rjelakr.~ Terdaha  pada waktu itu 

R1.l?"Ik! SC75:~G.bl TERr1,4K\NP. P,NAK - ANAK I dibawah umum, 

akan tetapi Tergugat I sedah dinyatakan DEWASA, sehingga 

persidangannya TERRWIC\ LJNTLIK IJMUM ; ----------------------------- 

' B?!~\PJR 42na+ ~?iketaF~r!i I ! V ? I ~ P ?  T~ergr!gaf ! saat ini I 9  (sembilan 

belas) tah~rn yang jika terkait dengan Pasal 47 ayat ['I) UU No.1 

tah~rn 1974 disebut bahwa " an& yanq balum rt~encapai umur 18 
a 



tahun atou yang belum pernah melangsungkan perkawinan ada 

dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut 

dari kekuasaan". Sehingga dengar! demikian dapat disimpulkan 

bahwz berhubi,!~? Targrlgnt I tehh I?err..~wvr ?9  tah~rn dan belum 

menikah, maka Tergugat I dinyatakan telah dewasa dan tidak 

dibawah kekuasaan orang tuanys, sehi~gga bisa bertindak sendiri 

secara I i~jkum ; -----.----.-----------.---------------..---------------------.----------- 

:: E?hws derni'cian pgla berdasarkan UU Nomor : 23 tahvn 2002 

tentang Perlindungan Anak, didalam Pasal 1 angka 1 disebutkan 

bahwa "anak adalah seseorang yang RE!-I.JM BERIJSIA 18 

i 
I i 

TAHI-IN: termas!.~k arlak \:l?r?g ~-r.?r,il- ,..!3!,377^1 kandungan ". Dengan 

demikian dapat disimp~.~lkan bahwa berhubung Tergugat I saat ini 

telah berasia 79 tahun berjalan: maka Tergr~gat ! TELAY DEWASA 1 
npn!  TICIP.K rl);q!,.~r,~ WPIC;I.JASP;A,N ORANG TIJANYA SERTA 

DAPAT BERTINOAK SECARA HUKUM. Bahwa berdasarkan alas 

an - alasan hukt-rm tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

Tergr.~qat I tidak !a$ secara ht.:kl~m disehut sebagai anak yang 

belum dewasa berdasarkan Pasal 1367 KLlH Perdata (BW), akan 
I '  I I 

tetapi Tergugat I telah Oewasa, telah mampu bertindak sendiri I 

i 
secarahukum dan atau Tergirgat 1 tidak dalam kakuasaan orang I 

tl-ranya, k ~ r e n a  Tergugat I saat ini beri.rsia 19 tanan. Qleh karena 

itu TlDAK TEPAT SECARA HUKUM, apabila Tergugat II dan 

Tergugat 111 dilibatkan sebagai Tergugat II dan Tergugat Ill dalam 

Pal-kara ini, sehingga de.rzaq demi!tian gr~gatan Penggi~gat 

rnenjadi kabur, dan harus ditolak dan tidak atau diterima gugatan 

3. Bahwa berdasarkan ha1 - ha1 tercehut diatas, maka berht.!buno alasan 

Eksepsi Para Tergugat sangat tepat, sehingga gugatan Penggugat 

menjadi ltabur dan tidak lengkap, maka adalah adil dan patirt bilamana I 



gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya dan Eksepsi Para Tergugat 

tersebut diatas dapat diterima untuk seluruhnya ; ............................... 

6, JAWABAN DALAM POKOK PERKARA : ----------------------------------- ---------------- 
I. Bahwa Para Tergugat membantah dan menyangkal keras atas kebenaran 

dan keabsahan dalil - dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap ha1 - 
ha1 yang secara jelas dan tegas diakui dan dinyatakan sebagai ha1 yang 

2. Bahwa untuk posita nomor 01, 02 dan 03 telah diperiksa dan dinilai oleh 

Majelis Hakim Perkar Pidana pada Pengadilan Negeri Wonosari dan telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap Putusan Pidana Nomor 

:I 7lPid.B/2005/PN. Wns tangga 19 April 2005 tersebut. --------------------- 
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Perkara Pidana tersebut, 

PENGAKUAN PENGGUGAT DIHADAPAN PERSIDANGAN, yang 

diuraikan dalam putusan pidana pada Halaman 5, keterangan Penggugat 

dikutip sebagai berikut :" Bahwa saksi pingsan setelah terjadi tabrakan 

dan dirawat di Rumah Sakit Islam Kustati Surakarta selama 20 hari 

dan sampai sekarang masih rawat jalan dan menghabiskan biaya 

sebesar Rp. 33.000.000,- ( tiga puluh tiga juta rupiah) dan 

KELUAROA TERDAKWA suda h mem berikan bantuan sebaesar Rp. 

35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)". ---------------------------- 
Bahwa diakui pula oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan 

Surat pengajuan untuk perdamaian, sebagaiman dalam suratnya kepada 

Kuasa Hukum Para Tergugat No. 06/ADVN1/2005 tanggal 22 Juni 2005, 

yang disebut bahwa "Para Tergugat telah memberikan bantuan 

sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ... dstnya "; - 
3. Bahwa dalam kaitan dengan Peristiwa kecelakaan Lalu lintas tersebut 

(Vide Posita 1,2 dan 3 ) Posita Gugatan Penggugat yang menyangkut 

nilai kerugian Penggugat akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut 



' ~ ' 2 "  diselesaikan dengan adanya KESEPAKATAM I SURAT 

DFF? !fihJ..IIAN: sntars Orsnz T l ~ a  Tnr~t-qgf  1 y s b i  T3!-r. Gandl-~ng 

Dsr.lirnan, MM ( Tergugat 11) sebsgai Pihak 1 <Dsr?ama) dengan Orang 

Ts l?  P o r g y g a t  y ~ n ~  hevqn7a HAD! .SL..lDCW?o sebagai Pihak I1 (kedua), 

h - , ~  ;p i  '--da:;s;lcsn S! . I~B~ Perjsnjian ter tang~d hlnppmber ?On4 vang 

l i ta  nda tangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh beberapa- orang 

saksi -----------------..-"-------------------------------,.------------------------------- ------ 

P.dgp~. .~n isi pokok dari S1.1ra.t Perjanjian terspbut diatas, adalah : -------------- 
1 Dihak 1 (Pertsma) sanggup bertanggung jawaln untuk mengganti 

selunth biaya rumah sakit s,ampai dengan perawatan dan biaya 

operasional Triyanto s a ~ p a i  semb1.1h tr?ta!. -------------------------------- 

2.  Pi+ak ! <Pet?at,na) ZanggrJp rnernberikan ganti rugi Immaterial 

dikarenakan Triyanto mengalami cacat tangan kanan seumur hidup 

sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dengan jangka 

IEJBMLI 1 (satu) tahr.ln derlgan cara di angsur 2 kali : angsuran 

Pertama Rirlan Januari sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta 

rupiah), angsuran kedira Bulan Desember sebesar Rp. 

10,000,000,- (sepuluh juts rupiah), -----,.--------- ............................ 

?. Pihak I (pertama) sanggup membelikan tangan imitasi sampai 

dengan bisa digunakan secara optimal , ................................... 

Bahwa jika dihl-rbungankan dengan Posita gugatan No. 04 dan 05 

waka sebenarnya Tergugat 1 TELAH BERITIKAD BAlK guna 

mengganti nilai kerugian yang ditimbulkan oleh Penggugat akibat 

peristiwa kecelakaan Lalu lintas tersebut, yakni senyatanya bahwa 

Terg~tgat 1 telah menberikan bantuan sebesar lip. 35.000.000,- (tiga 

puluh lima juta rupiah) yang ha1 ini pula TELAH DlKETAHUl OLEH 

PENGGUGAT, ........................................................ - ---- ------------ 

4 .  Bat-\.?1? - 4 c x g a ~  demiltlan Para Terg~rgat mc~yatakan secara hukum, 

bah\va yang menjadi acuan hukum dalam penyelesaian kewajiban 
a 



!intas tersebut HARUS BERD~SARKAN SURAT PERJANJIAN 

TERTANGGAL NOPEMBER 2004 tersebut, sehingga dengan demikian 

PARA TERGUGAT MENOLAK POSITA GUGATAN no. 06,07 dan 08 

5. Bahwa berdasarkan SURAT PERJANJIAN yang dimaksud diatas, 

sebenarnya TELAH DILAKSANAKAN OLEH TERGUGAT I, yang terbukti 

bahwa Tergugat I melalui Orang Tuanya (Tergugat II) telah membantu 

biaya pengobatan yang sedang berjalan sebesar Rp 35.000.000,- (tiga 

puluh lima juta rupiah) dan atau lebih memenuhi point 1 dari surat 

Perjanjian tersebut serta pada Bulan Mei 2005 yang lalu, Plhak Tergugat 1 

akan menyerahkan bantuan sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta 

rupiah) kepada Penggugat guna memenuhi lebih awal point 2 dari surat 

perjanjian tersebut, TERNYATA PlHAK PENGGUGAT MENOLAKNYA, 

MALAHAN PENGGUGAT MENGAJUKAN PERKARA IN1 MELALUI 

PENGADILAN, sehingga dengan demikian justru perbuatan Penggugat 

yang menolak bantuan tergugat 1 tersebut, akan merugikan Tergugat I 

dan justru Penggugat-lah yang wanprestasi atas Surat Perjanjian 

6: Bahwa Tergugat I1 dan Ill tidak patut diikut sertakan sebagai pihak 

Tergugat yang ikut menanggung beban terhadap ganti kerugian yang 

dialami oleh Penggugat tersebut, karena berdasarkan. dalili-dalil kami 

pada Eksepsi terdahulu, bahwa berhubung TERGUGAT I TELAH 

MAMPU BERTINDAK SECARA HUKUMIDEWASA, maka dengan ini 

kami menolak Posita Nomor 05 gugatan Penggugat tersebut . -------------- 
7. Bahwa berdasarkan ha1 - ha1 tersebut diatas, maka sebenamya Tergugat 

1 belum bisa dikategorikan tidak bertanggung jawab atas kerugian 

Penggugat tersebut, karena dasar ikatan Pertanggung jamban tersebut 

adalah Surat Perjanjian tertanggal Nopember 2004 tersebut, dan patut 

diketahui secara hukum bahwa Surat Perjanjian dan atau kesepakatan 

itu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 



diketahui secara hukurn hahwa 81.1rat P~rjgnJian dan atau kesepakatan 

;t:i SEDANG BERJPLAN, rna!ahan sr l i s h  memasuki tahapan bahwa 

Tergugat I akan membayar Point No. 2, yakni mengganti kerugian 

Immaterial yakni Tergugat I akan membayar sebayak Rp. 20.000.000,- 

(dim putuh juta rupiah) ternyat.7 Penggugat MENOLAKNYA. Sehingga 

dengan demikian menolak posita gugatan Penggugat Nomor 08 tersebut. 

8. Bahwa demikian pula menolak Posita Gugatan Penggugat No. 09, karena 

disan?plng tidak berdasarltar; k~!k!.!rr, jugs tuntutan tersebut terlalu 

berlehihan, yang disehahkan bahwa Para Tergugat tidak lalai dalam 

menjalankan putusan atas Perkara ini. ...................... - ----------------------- 
9. Bahwa Menolak Pula Posita Gugatar! Pen9gugat No. 10 , l l  dan 12, 

!<arena disamping obyek sita jaminan terseb!.rt RIJKAN MlLlK TERGUGAT 

I, yapg secara hukum bertanggung jawab langsr~ng atas nilai kerugian 

Penggugat, juga dasar untuk melakukan Sitn .Jaminan adalah tidak kuat 

e seca1.a hukurn, apabi!ab permohonm i f ( ,  ?pn?? .cnkali tidak sesuai bahkan 
1 

I bcrtentangan dengsn Pasal 227 HIQ, sehingga oleh karenanya 

permohonan Sita Jaminan dan Putusan Serta-merta serta hntutan ~rntuk 

rnembayar bkya perkar~ terseb1.1t T!DAK P4T!,'T PIPERTIMBANGKAN. -- 

!I GUGATAN REKONPENSI : 

------Bah!t.!a dalarn Gugatan Reltonpensi in;: k m i  Pgrr Tn!-~!!gat Konpen~i rnohon 

-I ,:fib!.!! ~eb8g i  PAR.4 PEPJGGUGAT PEKOP\IPF.f\.I.SI ( Pepggugat 1 Rekonpensi, 

3?yjr;l.!gat 11 Rekonpensi dan Psnggugat 1!1 Rekorlpemi ! d;l.rr. Penggugat Konpensi 

-++r)n di~ebut sebzgai TRGI1G.A.T f?WOP\!PFF!SI dA??l,ln pokok-pokok girgatan 

Sahwa dengan adanya peristi\va kecelakaan I;alu lintas pada tanggal 6 

V~perllber 2004 tersehut yang telah disidangalrr dan diputus o l ~ h  

, ! a  - Negeri \Mono:.ari herdasar!can n!.!tl.ls?r Pidana Nomor . 

!?IPid R12r?04!PN. Wns tarlggal 19 ap!"! 30n5, n13h ~engenai  tangg~~ns 



ganti rugi sebagai akibat kecelakaan lalu lintas yang diderita oleh Tergugat 

Rekonpensi, SEBENARNYA TELAH TERJADI IKATAN KESEPAKATAN 

yang berbentuk SURAT PERJANJIAN tertanggal Nopember 2004. ------ 
2. Bahwa setelah ditanda tanganinya Surat Perjanjian yang dimaksud pada 

Nomor 1 diatas, senyatanya tidak dilaksanakan isi Surat Perjanjian itu oleh 

Penggugat I Rekonpensi dengan bukti bahwa Penggugat I Rekonpensi telah 

memenuhi surat Perjanjian pada point 1 melalui Pihak Penggugat 11 

Rekonpensi sebagai Orang Tuanya, yakni telah membayar biaya rumah sakit 

Tergugat Rekonpensi sebanyak Rp. 35.000.000,- ( tiga puluh lima juta 

rupiah) yang dirinci pembayarannya sebagai berikut : ---------------- 
a. Telah dibayar pada tanggal, 20-1 0-2004 sebayak Rp. 12.500.000,- 

b. Telah dibayar pada tanggal, 22-1 0-2004 sebayak Rp. 5.000.000,-- 

4 c. Telah dibayar pada tanggal, 5-3-2005 sebayak Rp. 2.500.000,- -- 
d. Telah dibayar pada tanggal, 22-3-2005 sebanyak Rp. 10.000.000,- 

e. Telah dibayar pada tanggal (lupa tanggalnya) sebanyak Rp. 

5.000.000,- (lima juts rupiah)----------------------------------- 

3. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2005, Penggugat I Rekonpensi dengan 

itikad baiknya akan melaksanakan isi perjanijian pada Nomor 2 yakni akan 

membayar ganti rugi Immaterial sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta 

rupiah), namun pada saat ini DITOLAK OLEH TERGUGAT REKONPENSI, 

malahan Tergugat Rekonpensi mengajukan perkara ini melalui Pengadilan 

Negeri Wonosari padahal isi maupun materi Surat Perjanjian tersebut tetap 

akan dilaksanakan dan atau dipenuhi sebagaimana mestinya oleh Penggugat 

! Rekonpensi. ---- - --------------- ----- ------------- - 
Bahwa dengan demikian yang menjadi acuan hukum untuk memenuhi 

kewajiban hukum dan atau tanggung jamb Penggugat I guna memberikan 

atau membayar ganti rugi atas kerugian Tergugat Rekonpensi atas peristiwa 

kecelakaan lalu lintas tersebut, adalah Surat Perjanjian tertanggal Nopember 

5. Bahwa ........ ...... ...... 
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5 .  Bahwa berdasarkan ha1 - ha1 tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

berhubung Penggugat I Rekonpensi rnasih bertanggung jawab penuh untuk 

memenuhi isi Surat Perjanjian tersebut, namun justru Tergugat Rekonpensi 

yang ingkar janji atas surat Perjanijian itu dan sama sekali tidak mengakui isi 

maupun materi Surat Perjanjian itu, padahal secara nyata bahwa telah 

menerima uang sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), 

malahan justru Tergugat Rekonpensi rnengajukan perkara ini melalui 

Pengadilan Negeri Wonosari, sehingga dengan demikian justru Tergugat 

Rekonpensi-lah yang melakukan perbuatan wanprestasi atas Surat 

6. Bahwa akibat Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan wanprestasi, maka 

Penggugat I, II dan Ill Rekonpensi ( para Penggugat Rekonpensi) telah 

dirugikan baik secara materiil maupun secara moril, yang dapat dirinci 

a. Kerugian secara Materiil akibat digugat Para Penggugat Rekonpensi 

pada Pengadilan Negeri Wonosari, sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima 

./ b. Kerugian Moril, karena dengan adanya gugatan ini, nama baik para 

Penggugat Rekonpensi dimata rnasyarakat telah dicemarkan dengan 

adanya gugatan Tergugat Rekonpensi, yang kerugian rnoril ini jika 

dinilai berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). ------------- 
7 Bahwa kerugian Para Penggugat Rekonpensi tersebut diatas yang dijumlah 

bernilai sebanyak Rp. 1.050.000.000,- (satu rnilyar lima juta rupiah) 

dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi untuk mengganti nilai kerugian 

8 Bahwa untuk menjamin dapat terlaksananya Putusan dalam perkara gugatan 

Qekonpensi ini dengan baik dan sempurna, maka perlu kiranya secara 

hukum dapat dilakukan Sita Jarninan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta 

kekavaan . . . . . . . . . . . . . . . 



kekayaan yang bergerak rnaupun tidak bergerak yang nantinya akan kami 

9. Bahwa atas gugatan dalam konpensi ini, Para Penggugat Rekonpensi 

merasa sangat dipermalukan, tersinggung serta tercernar harkat dan 

martabat serta harga dirinya karer~a dianggap tidak bertanggung lawab atas 

peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, maka adalah adil bllamana gugatan 

-------Bahwa berdasarkan alasan - alasan dan pertimbangan - pertirnbangan 

hukum tersebut diatas, rnohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang 

memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima dan memutus perkara ini 

dengan putusan sebagai berikut : ....................................... ------------ 

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya. ---------- 
DALAM KONPENSI : ------- --------------. ----- ---- - --------------------------------------- 
- Menerirna jawaban Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya. ---------------- 

$ - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak - tidaknya 

/ 
dinyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterirna (niet ontvankelijk verklaard). 

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya. ------------------------------- 
DALAM EKS EPSI, KONPENSI DAN REKONPENSI : -------------------------------- 
- Menghukum Penggugat Konpensiflergugat Rekonpensi untuk membayar 

biaya perkara akibat adanya gugatan ini. ....................... ----- ----------------- 
SUBSIDAIR : ---- - ................................................................ - ------------ - 
- Mohon putusan yang seadil-adilnya. ------------------.. ---- - --------------- - --.--------- 

-------Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat melalui 

Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 14 Juli 2005, dan atas Replik 

tersebut Kuasa para Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal28 Juli 2005,- 

Menimbanq, . . . . . . . . . . 



-------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Para 

Tergugatt, sedangkan dalam penyangkalannya tersebut Para Tergugat juga 

mengemukakan suatu hak, maka sesuai Pasal 163 HIR adalah adil bila beban 

pembuktian dipikulkan kepada para pihak secara berimbang. ---------- 
-------Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan buki - buMi tertulis berupa : --------------------------------- -------------------- 
I. Foto copy putusan Pengadilan Negeri Wonosari No. 17/Pid.B/2005/PN. 

Wns atas nama terdkwa SYARIEF GUSKA LAKSANA (PI) ; ----------- 
2. Foto copy surat perjanjian tertanggal Nopember 2004 (P2) ; --------------- 
3. Foto copy Kwitansi biaya Perawatan dari Rumah sakit Kustati Surakarta 

4. Foto copy Kwitansi pemakainan obat dari Rumah sakit Kustati Surakarta 

5. Foto copy biaya lnstalasi Laborat dari Rumah Sakit Kustati Surakarta 

P 6. Foto copy Kwitansi dari Rumah sakit Kustati Surakarta (P6) ; --------------- 
7. Foto copy Kwitansi Pembelian ~ b a t  dari Apotek ARGA NIRMALA (P7) ; -- 
8. Foto copy Kwitansi Pembelian ~ b a t  dari Apotek ARGA NIRMALA ( P8) ; -- 
9. Foto copy kwiinsi Pembelian obat dari Apotek ARGA NIRMALA (P9) ; --- 
I O.Foto copy kwitansi Pembelian ~ b a t  dari Apotek ARGA NIRMALA (PI 0) ;--- 

I I .Foto copy kwitansi Pembelian ~ b a t  dari Apotek FARMA SARI ( P I  I) ; ----- 
12.Foto copy kwitansi Pembelian ~ b a t  dari Apotek FARMA SARI (P12) ; ------ 

13.Foto copy KARCIS Pendaftaran Rawat Jalan Di RSUD Wonosari dan Foto 

copy Kwitansi dari lnstalasi RadiologiIElektro Medik (PI 3) ; ----------------- 
14.Foto copy Kwitansi dari Klinik ISYAKA ( P14) ; --------------------------------- 
15.Foto copy kwitansi pembayaran rawat jalan dari perawat ANUNG 

YULIANTA ( P 15 ) ; --- ------ - ----------- ---------- ----------------------------------- 
16.Foto copy pembayaran dari APOTEK KF. 70 ( P 16 ) ; ------------------------- 
17.Foto copy kwitansi dari bengkel Pruthese WIBOWO ( P17) ; ----------------- 

18. Foto C O D ~  . . . . . .. . . . . ... 
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- Bahwa kecelakaan yang menimpa Penggugat tersebut telah diproses secara 

Pidana di Pengadilan Negeri Wonosari dan Tergugat I telah pula dinyatakan 

- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan yang menimpa Penggugat tersebut, setelah 

Penggugat berada di RSUD Wonosari dalam keadaan sangat parah dan tidak 

sadarkan diri, tangan kanan putusnepas dari badannya, kaki kanan patah dan 

luka, kepala juga keadaan luka. .-------------------------- ---- ------------------- 
- Bahwa atas keadaan Penggugat tersebut, selanjutnya Dokter dari RSUD 

Wonosari segera merujuk Penguggat ke Rumah Sakit Kustati Solo. --------- 
- Bahwa atas adanya kecelakaan tersebut, antara keluarga Penggugat sebagai 

korban dan pihak Para Tergugat telah membuat suatu perjanjian yang ditanda 

tangani oleh HAD1 SUDOMO (orang tua Penggugat) sebagi Pihak I1 dan Tergugat 

II sebagai Pihak I, dimana saksi sendiri ikut menjadi saksi dan bertanda tangan 

Surat Perjanjian tersebut. ------ - --------- ---- ............................ -------- ------ 
- Bahwa seingat saksi isi Surat perianjian tersebut adalah : ---------------------- 

I. Pemberian biaya pengobatan selama di Rumah Sakit maupun setelah 

keluar Rumah Sakit sampai Penggugat sembuh total. ---------------------- 
2. Pembelian tangan palsu yang bisa berfungsi secara optimal. ------- 

/" 3. Memberikan santunan biaya hidup bagi Penggugat karena cacat seumur 

hidup. ------------------------------------------------------------------------------ 
Yang dibuat pada bulan Nopember 2004, akan tetapi hari dan tanggalnya 

saksi sudah lupa, -----------------------------------------------------------------.-- 
- Bahwa Surat Perjanjian dibuat oleh pihak keluarga Para Tergugat, dimana 

sebelumnya telah datang Pak WIGNYQ utusan dari Pihak Tergugat II sebagai 

orang tua dari Tergugat I yang menawarkan jalan damai kepada Pihak Penggugat 

dan telah disetujui oleh keluarga Penggugat yang diwakili oleh SUDOMO selaku 

orang tua Penggugat, ................................. -------- ---- ---- ------ ----- --------- -.-- 
.................... - Bahwa 



* 
- Bahwa Surat Perjanjian tersebut dibuat oleh Pihak Tergugat II dan setelah d i n d a  

tangani oleh Tergugat II, diberikan kepada Pihak Keluarga Penggugat untuk 

ditanda tangani oleh SUDOMO (orang tua Penggugat), dan para saksi. -------- 
- Bahwa sepengetahuan saksi dari ketiga point dalam Perjanjian tersebut, baru 

sebagian kecil saja yang sudah dipenuhi oleh Pihak Para Tergugat, yaw biaya 

perawatan di Rumah Sakit sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 

selanjutnya pada Bulan Nopember 2004 diberikan lagi Rp. 12.500.000,- (dua 

belas juta lima ratus ribu rupiah), sebagai pembayaran tahap II dan pada saat 

akan Sidang Perkara Pidananya, memberikan lagi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta 

rupiah). Dan saksi sendiri pernah menerima sejumlah uang dari pihak Para 

Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama Rp. 2.500.000,- (dua juta lima 

ratus ribu rupiah) dan yang ke dua Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang 

kesemuanya langsung diberikan kepada Pak SUDOMO (orang Tua Penggugat).- 

- Bahwa sepengetahuan saksi yang belum terpenuhi dari point perjanjian tersebut 

adalah santunan ganti rugi serta biaya perawatan pasca dari Rumah Sakit yang 

telah dijumlah lebih dari Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).------ 

- Bahwa pada saat perjanjian tersebut dibuat, Penguggat masih berada di Rumah 

Sakit Kustati Solo dalam keadaan terluka parah, dan tidak sadarkan diri, karena 

P seingat saksi. Perjanjian tersebut dibuat satu minggu setelah musibah kecelakaan 

sedangkan Penggugat sendiri dirawat di Rumah Sakit Kustati Solo selama 21 (dua 

* - 
puluh satu) hari dan baru sadarkan diri setelah 15 (lima belas ) hari dirawat di 

- Bahwa biaya yang sudah dikeluarkan pihak keluarga Penggugat untuk 

pengobatan di Rumah Sakit sampai kontrol dan periksa hingga saat in1 secara 

persis saksi tidak tahu, akan tetapi menurut Pihak keluarga Penggugat, lebih dari 

Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan untuk biaya perawatan dan 

obat-obatan tersebut keluarga Penggugat harus menjual tanah dan cari pinjaman. 

- Bahwa saksi mendengar dari pihak keluarga Penggugat (Pak Sudomo), bahwa 

jumlah uang yang telah diberikan oleh keluarga Para Tergugat adalah sebesar 



Rp. 35.000.000,O (tiga puluh lima juta rupiah) dimana gang tersebut diterima oleh 

orang tua Penggugat (Sudomo) tidak sekaligus, akan tetapi dilakukan beberapa 

kali, namun tanggal pemberiannya saksi sudah lupa. --------------------------- 
- Bahwa sepengetahuan saksi uang Rp. 35.000.000,O (tiga puluh lima juta rupiah) 

tersebut digunakan untuk biaya pengobatan di Rumah Sakit, beli obat dan kontrol 

Dokter, akan tetapi hingga saat ini keluarga Penggugat telah habis lebih dari Rp. 

35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk keperluan tersebut. ----------- 
- Bahwa hingga saat ini Penggugat masih rutin kontrol ke Dokter dan membeli. obat- 

obatan serta masih harus operasi untuk pengambilan platina di kaki kanannya.---- 

- Bahwa saksi tidak ingat berapa biaya setiap kali kontrol di Rumah Sakit Kustati 

solo, akan tetapi ada bukti kwitansi dan nota pembelian obat, namun untuk 

transportasi dengan sewa mobil tidak ada kwitansinya. ---------------------------- 
- Bahwa saksi tidak tahu persis ada atau tidaknya batas waktu yang harus dipenuhi 

oleh pihak Para Tergugat dalam Perjanjian tersebut. ------------------- -- 

SAKSl 11 :PURWOKOMUJIRAHARJO. ------------------------------------ - ----------- 
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini awal mulanya adalah terjadinya 

kecelakaan lalu lintas pada bulan Nopember 2004, hari dan tanggalnya sudah 

tidak ingat lagi antara sepeda motor yang dikendarai Penggugat dengan mobil 

yang dikemudikan Tergugat I di Jalan Wonosari Karangmojo, tepatnya di Selang, 

%endungan, Karangmojo Gunungkidul, ------------- ------------- - --------- - ------ - ----- --- 
8 

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan Pengg ugat mengalami lu ka 

parah dan tidak sadarkan diri selama 2 (dua) minggu serta kehilangan tangan 

kanannya (putus dari badannya), patah tulang kaki, putus syaraf lehernya dan 

kepala robek dan Penggugat dirawat di Rumah Sakit Kustati selama 21 (dua puluh 

- Bahwa pada saat Penggugat dibawa pulang kerumah, dalam keadaan belurn bisa 

berjalan dan masih kelihatan stress karena kehilangan tangan kanannya ; ----------- 

- Bahwa .... ................. .... .-- 



- Bahwa atas kejadian tersebut, telah dibuat suatu perjanjian antara keluarga 

Penggugat yang diwakili oleh Sudomo (orang tua Penggugat) dan dari pihak Para 

Tergugat diwakili oleh Pak Wignyo ; ------------------------------------------------ 
- Bahwa pada saat Surat Perjanjian tersebut ditanda tangani oleh kedua belah 

pihak, Penggugat masih berada di Rumah Saltit Kustati Solo ; ------------------- 
- Bahwa saksi mengetahui Surat Perjanjian tersebut ketika saksi dimintai 

saran.advis oleh keluarga Penggugat perlhal isi dari perjanjian tersebut, dan 

setelah membaca Surat Perjanjian tersebut, saksi mengatakan sudah lazimlbiasa 

apabila perjanjian dengan isi seperti tersebut dalam perjanjian ; ------ 
- Bahwa seingat saksi isi perjanjian tersebut ada 3 point yaitu : ------- - 

1. Sanggup membayarlmembiayai selama Penggugat di Rumah Sakit 

sampai perawatan setelah keluar dari Rumah Sakit hingga sembuh total.- 

2. Sanggup memberikan santunan sebesar masing-masing Rp. 

/ 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah 

Rp. 20.000.000,- (dua puluh juts rupiah) ; -------------- ----- --------------- 
3. Sanggup membelikan tangan kanan palsu yang berfungsi baik ; ----- 

- Bahwa seingat saksi, Surat Perjanjian tersebut belum diberi tanggal, akan tetapi 

sudah ads bulan dan tahunnya ; ---- - ------ - ----- - .............................. --- 
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum ada surat perjanjian yang telah ditanda 

tangani oleh kedua belah pihak tersebut, terdapat konsep surat perjanjian yang 

menyatakan bahwa point ke dua menyerahkan santunan 2 (dua) kali masing - 
masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga berjumlah Rp. 10.000.000,- 

(sepuluh juta rupiah), yang kemudian dirubah menjadi santunan masing - masing 

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua 

puluh juts rupiah) seperti tersebut diatas. ............................. --------- ----- ------ - 
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya Penggugat tidak mengetahui adanya 

perjanjian tersebut, karena pada saat perjanjian dibuat, Penggugat masih berada 

cli Rumah Sakit dan ketika Penggugat pulang kerumah, pihak keluraga tidak 

- langsung.. .. . ................ 
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langsung memberitahu Penggugat tentang perjanjian tersebut, mengingat kondisi 

Penggugat saat itu yang masih stress akibat kehilangan tangan kanannya. -- 
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, isi dari Perjanjian tersebut belum 

sepenuhnya dipenuhi oleh pihak Para Tergugat, antara lain uang santunan dan 

pembelian tangan palsu, dan saksi sendiri tidak tahu apakah keluarga Penggugat 

pernah menerima sejumlah uang dari pihak Tergugat II. ------------------ - 
- Bahwa saksi pernah melihat pihak keluarga Para Tergugat, yaitu Tergugat Ill dan 

Pak Wignyo datang kerumah Penggugat untuk bersilaturrohmi dan menyerahkan 

uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua jua lima ratus ribu rupiah), serta mengatakan 

akan memenuhi kewajibannya pada Bulan Maret 2005, akan tetapi saat itu 

Penggugat sendiri masih berada di Rumah Sakit, ---------- ------------------ 
- Bahwa kondisi Penggugat saat ini sudah lumayan baik, akan tetapi menurut 

keterangan Penggugat, bila malam hari masih terasa ngilu dibagian leher dan 

kaki, bekas tangan yang diamputasi masih belum kering (keluar nanah) dan 

SAKSl 111 : ANUNG YULlANTO ................................................................ 

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, berkaitan dengan ganti kerugian dari 

keluarga Pak Gandung (Tergugat II) kepada Penggugat, akibat kecelakaan lalu 

lintas yang terjadi pada bulan Nopember 2004, yaitu Penggugat yang 

mengendarai Sepeda Motor ditabrak oleh Tergugat I yang mengemudikan mobil.-- 

- Bahwa saksi bekerja di Puskesmas Tanjungsari Gunungkidul yang bertugas 

merawat Penggugat setelah Penggugat pulang dari Rumah sakit Kustati Solo.---- 

- Bahwa kondisi Penguggat saat itu mengalami sakit yang cukup parah, yaitu luka - 
luka dibagian kepala robek (masih jahitan), tangan bagian kanan putus, (lepas dari 

badan) dan masih terbungkus, kaki kanan patah beserta jari kaki masih dalam 

- Bahwa tugas saksi merawat luka luar, misalnya melepas jahitan, mengganti 

perban dan mengobati sesual standar medis yang saksi ketahui. --------------------- 
- Bahwa. . .  . .  . . . ......... ..... 
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- Bahwa setiap kali perawatan terhadap Penggugat, saksi mendapat ongkos Rp. 

50.000,- (lirna puluh ribu rupiah), dan awal rnulanya saksi rnerawat Penggugat di 

rurnah satu bulan penuh, akan tetapi setelah lukanya sernakin sernbuh, kadang 

- Bahwa seingat saksi, biaya perawatan yang telah diterirna oleh saksi dari keluarga 

Penggugat adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 

dengan pernbayaran sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu : ........................................ 

I. Biaya peramtan Bulan Nopernber 2004 sarnpai dengan 31 Desernber 2004 

sebanyak Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). ........................ 
II. Biaya perawatan Bulan Februari 2005 sarnpai dengan Maret 2005 sebanyak 

Ill. Biaya peramtan Bulan April 2005 sarnpai dengan Mei 2005 sebanyak Rp. 

800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), ----------------..------..-..---....-.-.......-.------ - --------- 
- Bahwa pada bulan Januari 2005, saksi t~dal; rn~.r:i:?!::: !:!is F:: : . a ~ ~ ; . : g i ;  .;:ji, karena 

keadaan lukanya sudah n,embaik, akan tetapi Q ~ : B ; ; L I : X  dilanjutkan lagi karena 

lukanya ditangan lnengeluarkan nanai; jag!. -----.----..----..------------- - ------..----- 

- Bahwa ssjak perir,.r~gahr?i-, i!.lrir.e(, 20<?5. E,;:;!<s( h3:1)t2 dat,?:?g 3 (tiga) hari sekali atau 

satu rningg~i sekali, tergantung kondisi kesehatan Penggugat dan saksi sudah 

tidak mau dibayar lagi, karena alasan kernanusiaan. ....................................... 
- Bahwa saksi tidak tahu persis mengenai perjanjian yang telah dibuat oleh keluarga 

Pak Gandung (Tergugat II) dengan keluarga Sodorno (orang tua Penggugat). ------ 
- Bahwa saksi hanya rnendengar rnengenai perjanjian tersebut dari Penggugat 

sendiri dan saksi pernah melihat utusan Pak Gandung bernama Pak Wignyo 

datang ke rumah Penggugat untuk mernbicarakan perjanjian tersebut. ---------------- 
- Bahwa rnenurut keterangan dari Penggugat, Pihak Tergugat II dalam perjanjian 

1 Biaya pengobatan sampai sembuh. -------- ---- --------- .................................... 

2. Ganti kerugian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). .............................. 
3, Membelikan tangan pals~.  ............................ ...................................... - 

- Bahwa.. . . . . . . . . . ............ 
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$ - Bahwa rnenurut saksi yang mesih rnernerlukan penanganan lanjutan terhadap luka 

yang dialami Penggugat yaitu : -- -------- - ------ ------- ---------------------------------- --- 
- Tangan kananlbekas amputasi karena masih luka harus dibawa ke Rumah Sakit 

Kustati Solo lagi, karena kemungkinan terdapat infeksi. ------------------ 
f 

- Operasi pengarnbilan platina pada kaki yang patah. ---------------------- 
- Bahwa sepengetahuan saksi, bekas luka tangan Penggugat tersebut belum bisa 

dipasang tangan palsu, karena rnasih keluar cairan (nanah), dan rnasih terasa 

sakit bila diberl bends - bends asing. ------------------------- -- 
- Bahwa saksi mernbenarkan kwitansi biaya perawatan yang telah dibuat oleh saksi. 

SAKSl N : YOHANES SUPOMO, SH. -------------------------- -- 
- Ba hwa sa ksi tidak ta hu perrnasalahan dalam perkara ini. --------------------- 
- Bahwa saksi hanya menerirna surat dari pihak Penggugat untuk menerangkan 

status tanah milCk Drs, Gandung Pardirnan (Tergugat 11) di Pengadilan. ---- 
- Bahwa tanah rnilik Drs. Gndung Pardirnan tersebut terletak di desa Genjahan, 

L Ponjong, Gunungkidul dengan luas 324 M2, Sertifikat Hak Milik Nornor : 439, akan 

tetapi saksi tjdak tabu batas - batasnya. ----------------------------------- 
- Bahwa tanah tersebut rnenurut catatan dibuku pada Kantor BPN, telah dibebani 

dengan Credit Verband No.I09/CVIPJN111989 tanggal 20 Juni 1989 atas uang 

sejumlah Rp. 21.000.000,- dari Bank Burni Daya Yogyakarta dengan perjanjian 

Notail~lPPAT NY. KOESHARYATI TITO, SH. ------------------------ * 

- Bahwa terhadap tanah tersebut juga telah diadakan pernblokiran atas perrnintaan 

i piha k KP3N dengan Nomor: S-847MIPN.05IKP.Bl1997 tanggal 10 April 1 997, 
i 
I yang didaftar di Kantor BPN Wonosari tanggal 21 April 1997. -------------------------- i 
f - Bahwa Kantor BPN Wonosari telah rnenerima Surat pemberitahuan Lelang atas 

- J tanah tersebut No. 5-240 XNVon.051KP.0311998 tanggal 17 Sepeternber 1998, 

1. yang telah didaftarkan di Kantor BPN tanggal 30 September 1998, akan tetapi 

I- / sampai saat ini BPN belum menerirna Surat pemberitahuan rnengenai hasil leang 

Tersebut.. , . . . . . . . . . . . . . .. . 
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tersebut dan BPN juga tidak rnernperoleh laporan apabila Kredit tersebut sudah 

dilunasi. -------------------------- 
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada aturan yang secara khusus rnengatur 

bahwa suatu tanah yang telah dibebani oleh suatu hak dapat dibebani untuk yang 

kedua kafinya. ------------------------------- - 
-----Menirnbang, bahwa pihak Parat Tergugat untuk rnernbuktikan dalildalil 

sangkalannya telah rnengajukan bukti-bukti surar berrneterai cukup dan telah 

dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti - bum TI, 11,111 2 yang berupa : - 
1 . Foto copy Putusan Nornor : 1 7/Pid.B/2004/PN. Wns ( TI, II, Ill 1). -- 
2. Foto copy Surat Perjanjian tertanggal Nopernber 2004 ( TI, 11,111 2). -- 
3. Foto copy Kw'bnsi Biaya perawatan tertanggal 20 Nopernber 2004 ( TI. II, 

111.3). ----------------------------------------- 
4. Foto copy kwiinsi biaya perawatan tertanggal 22 Nopernber 2004 ( TI. II, 

111.4). -------------------------------------------------- 
5. Foto copy kwitansi pengobatan Triyanta tertanggal 5 Maret 2005 (TI. II, 

P 111.5). ---------------------------------------- 
6. Foto copy kwitansi penerirnaan uang tertanggal22 Maret 2005 (TI. 11,111.6). 

7. Foto copy kwitansi penerirnaan uang tanpa tanggal (TI. 11, 111.7). 

8. Foto copy kurnpulan kwitansi pernbelian obat (TI. 11, 111.8). ------ 
9. Foto copy penyelesaian ganti rugi (TI. 11, 111.9). ------------------------- 

---Menirnbang, bahwa selain bukti-buMi surat tenebut diatas, Para Tergugat juga 

rnengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah rnernberikan keterangan dengan 

dibawah surnpah yang pada pokoknya sebagai berikut : ------------------------- 

SAKSl I ; DRS. SUWIGNYO. - - - -  ------ ----- ------------- -- 
- Bahwa yang rnenjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah rnengenai biaya 

kornpensasi Penggugat yang rnengalarni kecelakaan lalu lintas dan dirawat di 

Rumah Sakit Kustati Solo. ----------------------------I---- 

- Bahwa .... . .. . .... . ........ 



5 - Bahwa setelah terjadi kecelakaan, saksi diutus oleh keluarga Pak Gandung 
:f 

(Tergugat II) untuk melihat kondisi Penggugat, yang saat itu belum sadarkan din, 

tangan kanan patah/putus, kepala luka dan kaki kanan patah. --- 
- Bahwa saksi dipercaya untuk melakukan pendekatan terhadap keluarga 

Penggugat, yang kebetulan saksi sudah kenal dengan Sudomo (orang tua 

Penggugat) yang selanjutnya membantu mencarikan solusi penyelesaiannya 

antara keluarga Penggugat dan keluarga Pak Gandung (Tergugat 11). ---- 
- Bahwa setelah saksi menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan saksi 

* 

sebagai utusan Tergugat II , keluarga Sudomo menyampaikan keinginan untuk 

menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. ---------------------------- 
- Bahwa selanjutnya keluarga Pak Sudomo ingin dibuatkan bukti hitam diatas 

putih dalam bentuk perjanjian, yang akhirnya dibuat konsep sesuai dengan 

1. Pihak keluarga Pak Gandung bersedia menanggung biaya perawatan 

Penggugat sampai sembuh, --------------------------- 
2. Bersedia memberikan ganti kerugian yang semula Rp. 10.000.000,- (sepuluh 

juta rupiah) menjadi Rp. 20.000.000,O (dua puluh juta rupiah). ------- 
3. Membelikan tangan palsu setelah Penggugat sembuh. ----------------- 

- Bahwa pada saat surat perjanjian tersebut dibuat, Penggugat masih berada di 

Rumah Sakit Kustati Solo, akan tetapi saksi lupa hari dan tanggalnya dan seingat 

saksi satu minggu setelah terjadinya kecelakaan. ----------------- 
- Bahwa saksi ikut menanda tangani surat perjanjian tersebut, dan saksi tidak tahu 

apakah surat perjanjian tersebut minta persetujuan dari Penggugat. ---------------- 
- Bahwa uang yang telah diberikan oleh Tergugat II kepada Keluarga Penggugat 

adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi sebagai 

utusan dari keluarga Tergugat II pernah memberikan sejumlah uang kepada 

keluarga Penggugat, akan tetapi saksi lupa jumlahnya. -------- 

- Bahwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
* 



- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) 

tersebut saksi tidak tahu rinciannya apakah untuk biaya perawatan atau ganti rugi. 

- Bahwa pada Bulan Mei 2005, saksi pernah diutus oleh Tergugat II untuk 

menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) kepada 

keluarga Penggugat, akan tetapi uang tersebut tidak diterima oleh Penggugat dan 

Pak Sudomo, dengan alasan akan konsultasi dulu dengan anaknya yang berada 

di Jakarta, ------------ ------- ---- ------ ---- ------ --- ------- - ------------------ --- ------- --------------- 
- Bahwa sampai saat ini saksi hhu  bahwa Penggugat masih butuh biaya untuk 

perawatan akibat kecelakaan tersebut, ....................................... - -------- -- I 

- Bahwa setahu saksi pengertian sembuh total yaitu sampai Penggugat diambil pen- 

nya yang masih dipasang pads kaki kanannya. ----------------------------------------- 

SAKSl 11 : SLAMET. SPd ------------------- ---------------- ---- - - - . - - - -  
- Bahwa setahu saksi gugatan Penggugat tersebut berkaitan dengan kecelakaan 

lalu lintas antara Penggugat sebagai korban dan Tergugat I sebagai pengemudi 

mobil yang menabrak Penggugat, akan tetapi saksi tidak tahu kapan kecelakaan 

tersebut terjadi dan bagaimana kondisi Penggugat. --------------- ----- - --------- ---- ------- 
- Bahwa saksi tidak tahu persis mengenai perjanjian antara kedua belah pihak, akan 

tetapi saksi pernah melihat dan mernbaca, -------------------------------------------- 
- Bahwa pada Bulan Mei 2005, saksi pernah datang kerumah Penggugat sebanyak 

2 (dua) kali dengan maksud untuk menyerahkan uang ganti rugi in materiil 

sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari keluarga Tergugat II. --------- 
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Penggugat sendiri tidak mau menerima 

uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut dengan alasan 

akan dikonsultasikan dulu dengan anaknya yang berada di Jakarta. ------------------- 
- Bahwa seminggu kemudian, saksi dan rombongan datang lagi untuk maksud yang 

sama, akan tetapi Penggugat dan keluarga tetap tidak bersedia menerima uang 

tersebut. ---- ---- ------- - --------- - -------- ------ ---- ------ ----- ----- ----- -------------.-------------- 
SAKSl Ill ....... .... ... . .. . . . ... 



SAKSl 111 1 DRS, MARSIONO. --------- ------ ---- ------------------------------------------ 
- Bahwa saksi tahu adanya gugatan yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas 

yang mengakibatkan Penggugat dirawat di Rumah Sakit Kustati Solo. ---------------- 
- Bahwa saksi tahu adanya perjanjian anatara orang tua Penggugat (Sudomo) 

dengan Tergugat II yang berisi 3 (tiga) point, yaitu : ........................................ 
I. Biaya perawatan sampai Penggugat sembuh total. ...................................... 
2. Ganti rugi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). --------------------- 
3. Pembelian tang an palsu ------------------------- ------ - -------- ----------------------------- 

- Bahwa setahu saksi pengertian sembuh total yaitu sampai dipasang tangan palsu 

tersebut. ...................... ----------- ------------- ------------- -- ---- - --------------- ------------- 
- Bahwa menurut keterangan dari Keluarga Tergugat II, pihak keluarga Tergugat II 

telah memberikan uang sejumlah Rp. 35.000.000,O (tiga puluh lima juta rupiah) 

kepada keluarga Penggugat. ----------- -------- ---------- ------------- ------------------ ------ 

- Bahwa pada Bulan Mei 2005, saksi ikut mengantar saksi Suwignyo kerumah 

Penggugat untuk menyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua 

P puluh juta rupiah), akan tetapi uang tersebut tidak diterima oleh Penggugat dan 

keluarganya dengan alasan akan dikonsultasikan dulu dengan keluarga yang ada 

di Jakarta, .......................................... -------- ------------ -------------- -----------.--- 
- Bahwa seingat saksi, pada saat perjanjian tersebut dibuat, Penggugat masih 

bemda di Rumah Sakit. ------------------------------------------------------------------- 

- Bahwa sepengetahuan saksi, Surat perjanjian tersebut berlaku sampai dengan 

bulan Desember 2005. - ---------------- ----- ----------------------------..--------------- --------- 
---Menimbang, bahwa pada akhirnya baik Penggugat maupun Para Tergugat 

telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 14 September 2005. 

-----Menfmbang, bahwa meskipun kedua belah pihak diberi kesempatan yang 

seluas-luasnya, akan tetapi sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan 

akhimya mohon putusan. -------------- ------ ----------- ------- ------ - 
Menimbang. . . . . . . . 



-----Menirnbang, bahwa segala ha1 yang terjadi dipersidangan sebagaimana 

tercatat jelas dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, dianggap selengkapnya 

tercatat dalam putusan ini. - ----- - ..-------- - - -m----p--m---- - - - -m-m---~---mc.~-m---- -~~m-T-. . - - - - - - - - - - -  

-------------- -------------- TENTANG PERTlMBANGAN HUKUMNYA : =============== 

DAMM KONVENS 1, ---------------------------------------------------------------------------------- 
-------Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa dan mempelajari jawaban Para 

Tergugat, ternyata selain mengajukan jawaban mengenai pokok perkara, juga 

rnengajukan Eksepsi dan gugatan rekonvensi, oleh karena itu Majelis akan 

mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi dari Para Tergugat. .......................... 
DAMM EKSEPSI.------------------------- ------------------------------------------------------ 
-------Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya 

I. Bahwa mengenai identitas Tergugat II disebutkan bahwa Tergugat II Drs. 

Gandung Pardiman,MM, Pekerjaan : Wakil Ketua I DPRD Propinsi DIY 

adalah tidak benar, karena pekerjaan Tergugat I! bukanlah Wakil Ketua I 

DPRD Propinsi, akan tetapi sebagai Anggota DPRD Propinsi DIY, dan Wakil 

Ketua I DPRD Propinsi DIY adalah jabatan Tergugat II. ............................ 
2. Bahwa gugatan Perdata ini berawal dengan adanya kecelakaan lalu lintas 

yang melibatkan antara Penggugat dan sebagai korban dan Tergugat II 

sebagai Terdakwa yang telah diputus melalui putusan Pidana Pengadilan 

Negeri Wonosari dengan Nomor : 17/Pid.B/2005/PN. Wns dengan hukurnan 

1 10 (sepuluh) bulan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, 

dan pemeriksaan perkara Pidana tersebut dilakukan dalam persidangan yang 

terbuka untuk umum, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat I sebagai 

Terdakwa yang berusia 19 (sembilan belas) tahun tersebut bukan sebagai 

Terdakwa anak - anakldibawah umur, akan tetapi sudah dinyatakan dewasa. 

Hal tersebut dikaitkan dengan : - ---------- ----- ---- 
- Pasal47 ayat 1 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu : " Anak yang 

belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau yang belum pernah 
a 

Menlanasunakan . . . . . . . . . . . . 



melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selarna 

mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", ---------- ---- --------- ---- - ----- - ---- 
- Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, yaitu Bahwa anak adalah seseorang yang belurn 

berusia 18 (delapan belas ) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. --------------------------------------- ---------------------------- - 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat I telah dewasa dan tidak 

dalam penguasaan orang tuanya seita dapat bertindak sendiri secara 

hukum. Dan oleh karena itu tidak tepat secara hukum apabila Tergugat II 

dan Tergugat Ill dilibatkan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian 

gugatan Penggugat menjadi kabur dan harus ditolak atau tidak diterima 

gugatan tersebut. ----------- ---- ------------------------------------------ 
---Menimbang, banhwa oleh karena eksepsi tersebut tidak mengenai 

kewenanganlkompetensi mengadili sebagaimana dalam Pasal 136 HIR, maka 

eksepsi tersebut haruslah diputus bersama - sama dengan putusan tentang pokok 

pehranya. ------------------------------------------ ------- - ------- - 
------Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat dan setelah memperhatikan 

tanggapan Penggugat dalam Repliknya, maka Majelis akan mempertimbangkan 

sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------- 
1. Bahwa mengenai perbedaan pandangan tentang pekerjaan dari Tergugat II 

tersebut, Majelis berpendapat bukanlah merupakan suatu prinsip yang dapat 

menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur, oleh karena subyek 

gugatan tersebut telah jelas, yaitu menunjuk kepada Tergugat II yang 

bernama Drs. Gandung Pardiman,MM, dan mengenai pekerjaan dari 

Tergugat II tersebut telah sesuai dengan identitas Tergugat II dalam Surat 

Perja~jian tertanggal Nopember 2004 yang dibuat dan ditanda tangani pula 

oleh Tergugat 11 tersebut. -----------------.--------------- ------..--- -------------- ----- ---- 

2. Bahwa oleh karena Subyek hukum dalam perkara Perdata haruslah 

dibedakan dengan subyek hukum dalam perkara Pidana, maka menurljuk 

a pada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



pada Pasal 330 KUHPerdata, bahwa yang dikatakan belum dewasa adalah 

mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum 

kawin, sehinnga meskipun dalam perkara Pidananya Tergugat 1 sebagai 

rerdakwa yang telah berumur 19 (sembilan belas ) tahun telah dianggap 

dewasa menurut Pasal 4 Undang - Undang notnor 3 tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak dan pemeriksaan perkaranya dilakukan secara terbuka 

untuk umum, akan tetapi berdasarkan pada Pasal 330 KUHPerdata tersebut 

diatas, maka Tergugat I yang saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun 

tersebut, dalam perkara ini dianggap belum dewasa, dan secara materipun , 

Tergugat I belumlah kuat gawe, karena belum bekerja dan masih berstatus 

sebagai rnahasiswa, sehingga Tergugat II dan Tergugat Ill sebagai orang tua 

dari Tergugat I haruslah diikut-sertakan sebagai pihak dalam perkara ini yang 

? harus ikut bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat 

perbuatan Tergugat I yang belum dewasa tersebut. ---------------------- 
Hal ini sesuai dengan Pasal 1367 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa 

orang tua bertanggungjawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anak - 
anaknya yang belum dewasa, ----------------------------------------------------------- 

---..---.. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diatas, eksepsi Para Tergugat tidak beralasan dan haruslah ditolak. ----------------- 

DALAM POKOK PERKARA ..- ---- - ----- .......................................................... 
------- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana tersebut diatas. ---------------------------------------------------------------- 
-------Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah mengemukakan 

dalil-dalil pokok yang pada intinya adalah sebagai berikut : ------------------------------ 
1. Bahwa Penggugat telah mengalami kecelakaan lalu lintas pada tanggal 6 

Nopember 2004, dimana Penggugat yang mengendarai sepeda motor 

bertabrakan dengan mobil yang dikemudikan oleh Tergugat I. ------------------ 
2. Bahwa . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 

a 



- Tangan kanan putus diatas siku dan harus diamputasi . ----------- i' 
- Memar otak, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Dan sarnpai saat ini belurn sembuh total dan masih rnernerlukan pewatan. - 

3. Bahwa atas terjadinya kecelakaan tersebut, telah diproses secara hukurn dan 

perkaranya telah disidangakan di Pengadilan Negeri Wonosari dalarn \ 
I 

Perkara Pidana Nornor :17/Pid.B/2005lPN. Wns yang telah rnenjatuhkan 

putusan yang telah rnernperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan 

bahwa Terdakwa (Tergugat I) telah terbukti secara sah dan rneyakinkan 

melakukan tindak pidana karena kekhilafannya menyebabkan orang lain luka 

4. Bahwa atas keadaan Penggugat tersebut, Penggugat rnenuntut ganti 

kerugian kepada para Tergugat baik kerugian rnateriil yang dihitung 

berdasarkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan yang akan dikeluarkan 

dikernudian hari rnaupun kerugian rnoril yang dinilai berdasarkan keadaan 

Penggugat yang rnendapat cacat badan tetap. ------------------------------ 
-------Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah 

rnenyangkal yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : ----------- 
1. Bahwa atas peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, telah diselesaikan 

dengan adanya kesepakatanl sufat pe janjian antara orang tua Tergugat I yaitu 

Drs. Gandung Pardirnan,MM (Tergugat II) sebagai pihak I dengan orang tua 

Penggugat yang bernarna Sudorno sebagai pihak I1 yang telah dituangkan 

dalam Surat Perjanjian tertanggal Nopernber 2004. -------------------------------- 
2. Bahwa isi pokok dari Surat Perjanjian tersebut adalah : ------------------------- 

1). Pihak I (pertama) sanggup bertanggungjawab untuk rnengganti seluruh 

biaya rumah saki sarnpai dengan perawatan dan biaya operasional 

Triyanta sarnpai sembuh total. ------------------------------------------- 
* 2). Pihak ...................... .. 
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2). Pihak I (pertama) sanggup memberikan ganti rugi immaterial dikarenakan 

Triyanta mangalami cacat tangan kanan seumur hidup sebesar Rp. 

Dengan jangka waktu I (sat~) tahun dengan cara diangsur 2 (dua) kali :----- 

- Angsuran I (pertama) bulan Januari sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh 

juts rupiah). .............................................................. ----- -- ---- 

- Angsuran I1 (kedua) bulan Desember sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh 

juts rupiah) -- ----- -----.------------ ---- ----------------------- ---- ----------------- 
3). Pihak I (pertama) sanggup membelikan tangan imitasi sampai dengan bisa rL 

digunakan secara optimal. -------------------------------------------------------- - ---- 
3. Bahwa Tergugat I1 telah memenuhi point I dari perjanjian tersebut, yaitu telah 

memberikan bantuan biaya pengobatan dan perawatar~ bagi Penggugat sebesar 

Rp, 35.000.000,- (tiga puluh lima juts rupiah). ............................................. 

-------Menimbang, bahwa oleh karena gugtan Penggugat disangkal Para Tergugat, 

sedangkan dalam penyangkalannya tersebut Para Tergugat juga mengemukakan 

suatu hak, maka sesuai Pasal 163 HIR adalah adil bila beban pembuktian dipikul 

kepada para pihak s m r a  berimbang. -------------------------------------------------------- 

---Menimbang, bahwa untuk merr~buktikan dalil gugatanya, Penggugat telah 

mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P I  sampai P30 dan saksi - saksi 

yaitu : WASONO, PURWOKO, ANUNG YULIANTO dan YOHANES SUPOMO, SH 

yang keterangan mereka selengkapnya terrnuat dalam ha1 tentang duduk 

------Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat untuk membuktikan dalil 

sangkalannya telah pula mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda TI.II,II1.1 

sampai dengan T1,11,111.9 dan saksi- saksi Drs. SUWIGNYO, SLAMET SPd dan 

DRS. MARSIONO yang keterangan seleng kapnya termuat dalam ha1 tentang 

duduk perkaranya. ------------ ----- ----------------------------------------- 
- Menimbang ... ..... ...... .. 



" 

--Menimbang, bahwa dari semua upaya pembuktian yang diajukan di 

persidangan oleh kedua belah pihak, maka selanjutnya Majelis akan 

mernpertimbangan tuntutanlpetiturn dari gugatan Penggugat . -------------------------- 
-----Menimbang, bahwa berdasarkan buMi PI ,  yang sama dengan bukti TI,II,III.l 

menunjukkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu 

dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak Pidana karena kekhilafannya menyebabkan orang lain luka berat, yaitu 

melanggar Pasal 360 ayat 1 KUHP, dan telah pula dijatuhi pidana selama 10 

(sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun 6 (enarn) bulan. ------------ 
Bahwa atas peristiwa kecelakaan lalu lintas antara Penggugat sebagai korban yang 

rnengendarai sepeda motor dengan Tergugat I yang mengemudikan mobil tersebut, 

mengakibatkan Penggugat rnenderita luka berat yaitu : tangan kanan putus diatas 

siku dan harus diamputasi, patah tulang paha kanan dan memar otak. -------- 
---Menimbang, bahwa atas keadaan dari Penggugat yang disebabkan karena 

perbuatan dari Tergugat I tersebut, m a k  sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata, 

Tergugat I wajib memberikan ganti kerugian kepada Penggugat atas kerugian yang 

ditimbulkan pads diri Pengg~gat. ---------------------------- -- --------- - --------- - 
-------Menirnbang, bahwa oleh karena kedewasaan menurut Pasal330 KUHPerdata 

adalah mereka yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin, maka 

Tergugat I yang saat ini berusia 19 (sembilan betas) tahun, belumlah dianggap 

dewasa sehingga sesuai dengan Pasal 1367 KUHPerdata, Tergugat II dan Tergugat 

Ill sebagai orang tua dari Tergugat I haruslah ikut bertanggung jawab atas kerugian 

yang disebabkan karena perbuatan Tergugat I yaitu bertanggung jawab untuk 

-----Menimbang, bahwa untuk rnernpertimbangknan petiturn Nomor 5 yang 

rnerupakan petitum pokok dalam perkara ini, maka timbul permasalahan, yaitu 

apakah perrnintaan ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat baik kerugian 

materiil maupun keruglan moril tersebut harus berdasarkan kepada perjanjian 

tertanggal Nopember 2004 ? 

a 
Menimbanq,. . . . . . . . . . . . . . 



..------ Menimhsng, hahwa hsrda5arkar. bl.lWi n? ! m y  c?m? rIan,a?n h!~Yi Tl,l\,111.2 - 

telah menl-lj~lkkan bah\va telah terjadi kesepakatan y3r)g dituangkan dalam surat 

tersebut : l p ' - :  .!;'-- !--:+ . . - 'or dih+-~;(~ taqn~r~ i  w !:,let? !+ad! T ~ ~ + c m r ,  <01-ang t1. l~ Penggugat) 

sebagai Pi+ak I !  'ked~ta) dar! Tsrgugat 11 (orang tc!a Tergugat I) sebzgai Pihak I 

------a M e r i ~ b a q g :  bahvla herd~sarkar! pada Pasa! 1398 KUHPerdata, bahwa semua 

persetujuar- :I.~I-: dit??l?t 5ec2r3 berlaku sebagai Undang - Undang bagi mereka 

yang membu?tnya. Sehingga terhadap Surat Perjanjian yang dibuat oleh orang tua 

Penggugat d?n Terguggat I1 banya!ah mengikat kepada kedua belah pihak yang 

&lam P~rjarrjian, tidaklah ada lrewajihan ctntuk terikat pada perjanjian tersebl.rt. ----- 

------Menivbang, bahwa ofeh karena Penggugat mentrntut ganti kerugian baik 

rnaterii! rvla.i.!yl.rfl ~ o r i l :  maka Msjelis skan ~empertimbsnnksr! =atu persst!! + I  Intntan 

ganti kerugian tersebut, ------ --------------------------------------------.------------------,.----------- 

-----em Menimbang, bahwa mengenai kerugian materiil yang dituntut oleh Penggugat, 

barulah dapat dikabi~lkan apahilan Pengg~lgat d.ymt vernbuktikan tentang perincian 

adanya kerugiar? dar berepe besqynp kerugia!? tersebut. ................................... 

------- Menimbay, hahwa herdasarkan bakuti P3,P4, dan P5 yang sama dengan 

bukti TI, It.lI! Q +e!?t-, ~en~. !n ]~ !L+sr  weqgenai biaya pera\r\taian bagi Psng;l.~qat dari 

- Biaya Perawatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rp. 18.831.846,- 

- Biaya pemkaian obat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .Rp. 3.266.233,- 

- Biaya instalasi ! ~ b o r a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rp. 1 .I 27.000,- 

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,lumlah Rp. 23.225.079,- (dua puluh tiga juta dua 

ratus dira puluh lima ribu tuj~rh puluh sembilan rupiah) -----------..-------..-.------------ 

bukti nomor 1 sampai dengan 26 telah menunjukka.n mengenai biaya pengobatan 

atau pembelian chat dari tanggal 6 Nopember 200d sampai dengan 25 Nopewher 



2004 yaitu sebesar Rp ? .A01  150.- (tr.rjl.~h jl-~t? ~-7i:at l.at!.~li satu ribu seratus lima 

p ~ ~ l u h  rr~y.13h) Seh rng~?  j~lrniah bay?  Pnqg:?~!aa?. -- ., !.rl?+t.!li !?!:l.+at +ar  nerawatan 

selama opnave di Rumah  Sakit adslah ~ebesar Rp 2?.225.079 + R p .  7.401 150,- = 

Rp. 30 PC ?'a .. {tign p!.rll!h juts enam ratus d1.1a pllluh ensm ribu dua ratus dcta 

------- hnenirnbang, bahwa herdasarkan blrkti P6 sampai dengan Pl6,  PI8 sampai 

dengan P26 dan bl-~kti T!.l!.!l1.8 halsrnsn ? 1 sampai dengan 22 telah menunjukkan 

rnengenai ky?rI! . ran berobat dan perawatan setelah keluar dari RI-~mah Sakit mulai 

tanggal 79 hJopernber 2004 ssmpai der?ga.c 6 <Ir_:r\i 3005 yaitu sehesar Rp. * 

8.862.950,- (Cre!apan juts rlelepar rotus (sna!T puluh rlrm rihv sevhi!an ratus lima 

- BUM; PC , .? lnp~i  dnnaon - PI6  sebssar Rp. 4.651.850,- (empat juta enam ratus 

lima pu!~!h satu rib14 delapan ratus lima puluh rupiah) --------------------------------------- 
- Rl~kti PIS sarnpai dsngan P26 yang sama dengan bukti lampiran T1.11.111.8 sebesar 

Rp. 3.403.450,- (tiga juta empat ratus tiga ribu empat ratus lima pu!~!h rupiah) ------ 

- BUM~ lampiran T1.11.111.8 sebesar Rp. 807.650:- ( delapan ratus tujuh ribu enam 

menunj~kksn wrangerai k ~ r u ~ i s n  P ~ n g g l  lgaf dilcler biaya pengobatan dan 

- Pembelian sparepart (P28.P29.P30) : Rp. 790.000,- 

Jurnlah : Rp. 1.990.000,- 

(satu jl.rt:: sembilan pcrluh sembilar, ratr~s sembilan puluh riba rupiah) 

------- Menimbang: h8hwa mengenai bukti P?? yap2 berupa biaya tt-aq:pot-iasi, oleh 

karena trarsportasi tersebut terkait langsung dengan keperluan cek u~ (kontrol) 

bagi Penggugat ke Rumah Sakit Kustati Solo, maka biaya transport?r-i terc~bl-I+ jlrgs 



-----Menimbarrg, bahwa terhadap bukti P28, P29 dan P30 yang berupa pembelian 

sparepart sepaeda motor, oleh karena telah terbukti bahwa kerusakan sepeda 

motor tersebut akibat langsung dari kecelakaan lalu lintas yang menimpa 

penggugat, maka biaya perbaikkan sepeda motor dan pembelian sparepsrtnya 

-------Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi Penggugat, yaitu 

Wasono, Punvoko dan Anung Yulianta telah menerangkan bahwa sampai saat ini 

kondisi Penggugat belum sembuh total dan masih memerlukan perawatan untuk 

menyempurnakan kesembuhan kesehatan Penggugat. -------------------------------- 
---Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan 

mengenai pengertian sembuh total dan berapa besamya biaya yang harus 

dikeluarkan sampai sembuh total tersebut, maka Majelis menilai bahwa permintaan 

ganti kerugian untuk keperluan dikemudian hari tersebut hanyalah dikabulkan 

sebatas yang dapat dipastlkan besarnya, yaitu pembelian tangan imitasihngan 

palsu yaitu sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh betas juta lima ratus ribu rupiah), 

dimana berdasarkan bukti PI 7, Penggugat telah memberikan perskotluang muka 

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan masih terdapat kekurangan Rp. 16.500.000,- 

-------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka ganti 

kerugian materiil yang harus dibebankan kepada Para Tergugat adalah : ----- 
1. Biaya pengobatan dan perawatan selama opname 

................... 

f 
di Rumah Sakit Kustati Solo sebesar.. Rp. 30.626.229,- 

2. Biaya pengobatan dan perawatan setelah 

keluar dari Rumah Sakit .................................. Rp. 8.862.950,- 

3. Biaya transportasi sebesar ................................ Rp. 1.200.000,- 

4. Biaya perbaikan + pembelian spareparts sepaeda 

Motor sebesar .............................................. Rp. 790.000,- 

......... 5. Biaya pembelian tangan imitasi/palsu sebesar Rp. 17.500.000,- 

Jumlah Rp. 58.979.1 79,- 



( lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus 

tujuh puluh sembilan rupiah), ---- ---- -------------------------------------------- ---- --- 
------Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti T1.11.111.3, 4, 5, 6 dan 7 serta keterangan 

saksi - saksi baik saksi Penggugat yaitu Wasono, Purwoko dan Anung Yulianta 

maupun saksi - saksi Para Tergugat, yaitu Drs. Suwignyo, Slamet SPd dan Drs 

Marsiono telah menerangkan bahwa Tergugat II telah menyerahkan biaya 

perawatan dan pengobatan bagi Penggugat kepada keluarga Penggugat sebesar 

Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan sebanyak 5 (lima) 

kali. ------------------------------------------------------------------------------------------------- C 

-------Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II telah terbukti memberikan 

sebagian dari biaya perawatan dan pengobatan bagi Penggugat seperti tersebut 

diatas, maka ganti kerugian secara materiil yang telah diterima oleh Penggugat 

dikurangkan dengan sejumlah uang yang telah diterima oleh Penggugat dari Para 

Tergugat, yaitu : Rp. 58.979.179,- - Rp. 35.000.000,- = Rp. 23. 979.179,- (dua 

puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh 

sembilan rupiah), ------------------------------------------------- ------ - ---- ----- ------------- - ------- 
------"Menimbang, bahwa mengenai ganti kerugian materiillimmaterial, berdasarkan 

Pasal 1371 KUHPerdata, bahwa diberikan hak kepada sikorban untuk menuntut 

penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat baik sengaja maupun 

kurang hati-hati. --------------.-------------.---------------------------------------------------------- 
-------Menimbang, bahwa oleh karena kondisi Penggugat akibat kecelakaan lalu 

lintas tersebut telah kehilangan tangan kanannya karena harus diamputasi, maka 

jelaslah bahwa Penggugat telah mengalami cacat tetaplseumur hidup, sehingga 

dengan kondisi Penggugat tersebut, Penggugat akan mengalami kesulitan baik 

daiam kehidupan sehari-hari maupun dalam mencari nafkah untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya serta rasa rendah diri akibat tidak sempurnanya anggota badan 

dari Penggugat. --------------------------------------------------------------------------------- 
------- Menimbang, bahwa meskipun kesempumaan anggota badan tersebut tidak 

bisa dinilai dengan uang, akan tetapi dengan adanya penggantian kerugian 

1170rjJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



morillim!na+eria! kopa$a Denz21.rq7f d?r\at c d i k i c  -9o r in7~1nkr  beharl penderitaan 

dari Penggugat, mak2 r~ugatan Pen~zuqst mengenai ganti rugi m ~ r i l  immaterial 

terseb~~t ??ti I! \ ~ n t l . i G  dik?hl.llkan. ---- --------------..--------------------------.---------------------- 

-------Mfirin?bang, baby!? ~r.c+r.tk meqent!~(r?~, bp~?rns:/n I<+r1.!;;3n rnqril yqn? ?pap 

dibebank?~ kepada Psrs Terg~~get, khususn!ta Terp..!ps+ !! dsr It!. m ? h  di?artday 

adil a ~ h i l "  V a j o l i ~  yen+sp>rlran kqrn.rm?r.~an Pqr? T e r ~ t r ~ ; ? +  !ran? menilrut 

identjt?~; To-.- j~npt I r  4-.lrt--: ? .**?+ D c ~ i ~ n i i i ~ m  +nr+*n~nql hl.-.~:nmhnr '7nnq adatah - - , - - 
,eh,sa; A ~ ~ ~ c ~ + ~  ClPPn Prooinsi DN ygng dltetapkarl 5ebesar Rp. 100000.000,- 

--------hl~ni-~h-n.- - . . h?h!nl2 $anti kerugisr, baik vatsriil mx!pun troril kepada 

Perr~qr.lqat tersebut. hart rslah dibayarkan setelah putasan ini mernperoleh kekuatan 

------- Mevimbmg, bnhwa untilk petiturn s n g h  2 mengenai Sits ..lamilan; baik 

terhade? T 5 ~ 9 k  3eF.aranzqp ~;p!!.!as 3.26 h/r? at?-  rl*h-~l l-.-r.-i;q3+ - - !! $ ~ . ~ - ) m r . t l - .  - Cgttifikat 

Nomor : 439 yang terletak di dusl~n Kerjo !I Genjahan Ponjong Gunungkidul maupiln 

sebuah mobil Sedan Toyota Corolla Twim C3m warna hitam Nornor Polisi AB 8690 

SE har!.rslsh clitolak: d e n . p r  snc+imbangan +ah\va Tangh Pokarangar? tersebut telah 

dibebani Credit Verband dari Bank Bumi Daya Yogyakarta tertanggal 20 Juni 1989, 

yang dilanjutkan dengan adanya permohonan pevblokiran dari pihsk YP3N 

tertanggzl 1 !7 A~nr i l  1 997 rl.i\r +1?1?h ?rl?nv? ?!.I??? Pernhoritqh!!qn l.el?-? ,>+?. Tapah 

tersebut t a . t ? x ~ a l  17 Sep!e.nhsr 1998 Sedar?glcsn renqenai rnohil T~y~r l t s  Corolla 

Twim Can?, ternyats Penqgr~gat tidak vsrnhuMikan kepemilikan. atzs mr?hil tsrsebvt 

-------h/l?nimt?ann -. bah\nlg ~ i n t ~ r k  petiturn angks S ysrg men!~anglfl.!+ tor7tang 

dwangcnrn bsruslah ditolak, karena dwangsan? tidak dapat dijab~hkan ap;lbi!a 

ht~kumap it1.1 ~.~ntuk pernhayaran sejrumlah uang. ................................................ 

- - - - - - i n .  - .  h?h\ntp ! J V ~ I . I ~  petiturn a@;" 7: oleh karena tidak rnernenl-~hi syarat 

P p ~ a l  1 Qn YIP, qaka petitum tersehut haruslah ditolak. -------------------------------------- 



------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut 

diatas, maka gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan untuk sebagian. ----------- 
----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan, maka Para Tergugat 

berada pada pihak yang kalah, karenanya dihukum untum membayar biaya perkara 

DALAM REKONVENSl -- --------------- ---- ............................ ----- ---------------------- 

-------Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi ini adalah 

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa dan mempelajari gugabn 

Rekonvensi, ternyata dalil-dalil dalam jawaban dari Para Penggugat 

RekonvensiIPara Tergugat Konvensi dalam gugatan konvensi dimasukkan juga 

P 
----Menimbang, bahwa Para Penggugat RekonvensilPara Tergugat Konvensi telah 

mendalilkan dalam gugatan Rekonvensinya bahwa dengan adanya kecelakaan lalu 

lintas dimana Penggugat KonvensiITergugat Rekonvensi sebagai korbannya, telah 

diadakan kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tertanggal 

Nopember 2004 antara Hadi Sudomo (orang tua Penggugat KonvensiKergugat 

rekonvensi) dan Tergugat II konvensi1Penggugat I1 Rekonvensi, sehingga mengenai 

pemberian ganti kerugian tersebut haruslah mendasarkan kepada perjanjian yang 

-----Menim bang, bahwa berdasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa semua 

persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang - Undang bagi mereka 

yang membuatnya. Sehingga terhadap perjanjian yang dibuat oleh orang tua 

Penggugat konvensirrergugat Rekonvensi dan Tergugat II konvensiIPenggugat II 

Rekonvensi hanyalah mengikat kedua belah pihak tersebut, sedangkan bagi 

Penggugat konvensiITergugat Rekonvensi yang tidak termasuk sebagai pihak yang 

membuat perjanjian, tidaklah ada kewajiban untuk terikat kepada perjanjian 

a Menim bang,. . . . . . . . . . . . . . . . ... 



------Menimbang, bahwa terhadap permintaan ganti kerugian baik moril maupun 

materiil yang dituntut oleh Para Penggugat RekonvensiIPara Tergugat Konvensi 

karena telah dicemarkan nama baiknya, Majelis berpendapat bahwa ha1 tersebut 

bukanlah merupakan pencemaran nama baik bagi Para Penggugat Rekonvensi, 

oleh karena apa yang dikemukakan oleh Tergugat RekonvensiIPenggugat konvensi 

tersebut adalah merupakan bentuk usaha dari Tergugat RekonvensiIPenggugat 

Konvensi untuk menuntut hak - haknya akibat telah dirugikan oleh Para Penggugat 

Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi. --------------------------------------------------------- 

-------Menimbang , ba hwa berdasarkan pertimbangan - pertim bangan tersebut diatas " 

maka dengan demikian gugatan rekonvensi dari para Penguggat 

Rekonvensimergugat konvensi tersebut haruslah ditolak. ------------------------------- 
-------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ditolak, maka Para 

Penggugat rekonvensiPara Tergugat konvensi berada pada pihak yang kalah dan 

oleh karena dalam gugatan Rekonvensi tidak dikeluarkan biaya, maka dihukum 

untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya NIHIL. ------------------------------- 

-------Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan konvensi, Para Tergugat 

konvensi berada pada pihak yang kalah dan dalam gugatan Rekonvensi tidak 

dlkeluarkan biaya perkara, maka Para Tergugat Konvensi /Para Penggugat 

Rekonvensi harusla h di hu kum untu k membayar biaya perkara. --------------------- 
----Mengingat, peraturan Perundang - undangan yang bersangkutan dengan 

....................... ....................... MENQADILI : ......................... 

DAMM KOM/ENSI ----------------- ---- ------- - - - - - - - - - - - -  - -  - -  ---- 
DALAM EKSEPSl ---- - ----- - ---- ---- -------------------------------------------------------------- 

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat ; ................................... ------------------ 
DAMM POKOK PERKARA -------------- ............................ - -------------------- ----- 

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; ------------------- 
a - Menvatakan. ...... . .  ..... 



- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergilgat ! telah melakukan perbuatan 

melawan hukum. yaitu rnelanggar Pasal 360 ayat 1 KUHP, dan oleh karenanya 

maka Tergugat I wajib memberikan ganti kerugian kepada Penggugat atas 

kemgian yang ditimbulkann ya pada diri Penggugat ; ............................. 
- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II dan Tergugat Ill bertanggung 

jawab atas kewajiban Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada 

Penggugat ; -------------------------------------------------------------------------------- 

- Menghukun? Tergugat I, Tergugat I1 dan Tergugat Ill secara tanggung renteng 

untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 123.979.179,- 

(seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus 

tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas : -------------------------------------- 
a. Ganti rugi kerugian materiil sebesar Rp. 23.979.1 79,- (dua puluh 

tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh 

sembilan rupiah) ; ---------------------------------------- ------- ----------- - ------------- 
b. Ganti rugi kerugian moril sebesar Rp. I OO.QQO.QO0,- (seratus juta 

Yang harus dibayarkan setelah putusan dalam perkara ini memperoleh 

kekuatan hukum tetap. ..- ..----------- ------- -.----..------------------------------------------- 
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya. ..................................... 
DALAM REKONVENSI ................................ ----- - - -  - . -  - 
- Menolak gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat RekonvensiIPara Tergugat 

konvensi. ............................................................................................ 
DALAM KONVENSl - REKOM/ENSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- Menghukum Para Tergugat KonvensilPara Penggugat Rekonvensi untuk 

membayar biaya perkara yang hingga kini diperkirakan sejumlah Rp. 222.000,- 

(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), ------------------- ---- ---------- ----- - --------- - ---- - 

-------Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan 

Negeri Wonosari pada hari SENIN, tanggal 26 SEPTEMBER 2005 dengan susunan 

a 
Maielis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Majelis YUI-IANTO JOKO PRATOMO, SH Ketua, FERRY AGUSTINA BUD1 

UTAMI, SH dan MAKMURIN KUSUMASTUTI, SH vaslng - masing sebagai Hakim 

Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, tanggal 28 SEPTEMBER 2005 

dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan susunan Majelis yang sama, 

dibantu SRI MARTONO, SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri 

Wonosari tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan hadirnya kuasa Para 

Tergugat. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ----. /" 
Hakim Anggota I 

Hakim Anggota II 

d 
RI MARTONO, SH 

Perincian Biava-biava : 

- Biaya Admir~istrasi ................................. Rp. 50.000,- 

- Biaya Parlggilarr ..................................... Rp.163.000,- 

................................................. -Meterai Rp. 6.000,- 

..... - Redaksi .......................................... ., Rp. 3.000.- 
Jumlah ....................... Rp.222.000,- 

(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah). 



- - . . . - - D,l+l . - ! c a r  in; hel!.!rn mpm?~-lnyai k ~ k r . ~ a t a r ,  h1.ik1.1n- tefnp ksrena K~rasa 

Penqcl-r~st r e~ya takan  Banding pada tanggal 04 OMober 2005 dar Yuasa 

Para IS?+ , / I  ln8 - rqen\.!qtalrgn Banding pada taregsl ?I QMober 2005 ; -------- 

PaniteralSekret~rk 
Pen~adilan Negeri VVonossri 



T ~ ? ~ T A  ,41[)1 PMSETYO 

Sebagai : PXNGGUGAT i TERBlaMlING 



atltwa : 

1, SJTAmiF WSM M S m A ;  -------------------------------------.------------------- 

Pekerjaan : Mahasiswa, aIamat Dusua Kcqjo !I, Desa Gerqdm-i, Kecsrtuatm 

Dmw Kerj is 'II, Desa Gmjahats Keamatm Poajosrg, Kabupxirn Gunung Kidul. 

Sebapa E R W G A T  JI - pE'ANZ)mG 4 ..----------------------------------------- 
d 

' 1x1 SIT! 4 i.7Y ;4n .Al-NS 35 .  ijHpx?IIP.rc:i p,r\,FFDafx.lM:, - - .. .. - - .. .. - - - ------------- 

Peketj a ~ ;  : PN5, alatl;at Rwui~ Kerjo D, Desa Geii.idiilaii17 i-k~at11at-an Ponjotlg, 

I;abup3titen (3mmu Ki&l; -----------..-----------------------------------"--.-------------- 
0 

Yeba~ai n.?, rJ\?GAT a - P J 3 4 ~ , ~ ~ 3  a ; - - - - - - -- - - - .--. - .- -- 
.J 

k'mg dalaill petkws ini nlemberi kt~s.sa kepada &:n.X.kl;B3!0 IKBAL, SH 

A&?okat-Pengacwa berdasavkat~ ,mat Idmsu:: t e t t~ggal  3 Oktober 2005 

yang &eralainat di Jatan Prof Dr. Suporno, SH 110. 84 Y~n~zic&a;-.------------------- 

M E 7. ,g %;at ,I. p! 

m T m A  AI>I PmSE?7;0; - - - - --- - -- - - - -- - - - .- - - . . .. . - - -- -------------. 

Pekerjaan : swasta, alamat jl. Puamuka nu. . iO Dusm Pmdanswi, Kecam&m 

~Vonosari, I<abup;iten Gilfiui~g Kidlrl. 

S e b ~ a i  Pm(Li(>LTGKr - Em,QvD)-jd(;I - - ...... - ---- - - - - - - - - ------------------ 

Y q  &lam perkam ini memberi hasa  kepacla EAMEANG FRZ KANDANA, 



April 2005 fang beralm~ar dI #.rapyak Wetm FJ. 10 &,v 56 no. 223 C 

PallEm,&xjo, Sewoil. Barl~i 5 5 1 Kg;..- . - .........-...... .......-... .---- ---------------- 
-5 - - 

Metl,@ip semua ui-aim y arg tet.:nw~t .da I art1 sdinm pu.i?~sm Pmgdil  an Wmosari 

notnor : 04,Pdt G/2005,fii.. \Ti:: t ~ i g p f  ? 8 Septeri;h<r ',?? 5 jr,;a~g 

tnelaw~ai~ hukum, yaih melw~ggar pas;?.! ?bit wy:!,t f K.i.TVc' Awl oleh karmanya 

&tlyat.&al mcriun:t !nlkwi1 f>:311\-:3 Tsi; ?-;JE;~ - .. ,!,I xi;;, 71':;:3::;-1 1:; 'Jetfanagung 

iawab atas haj ibm Tei.,pgak 1 iinh~k nmerail,ayas- .:auk, -. i;etugian kepada 

rent% untuk: membayw gar~t! kr~~.giat:! I;epxdn Pergygaf' :;t:besar Rp. 

123.979.179,- [Seratus ilwi pu!& lip juta seit~bilan ratusiujuh - .  yuhh smbilau 
. . .  t-ibu setatus tr~juh p111uR scmhit:~ti ti.!pi~lllJ y:?ng ??t.dtr.! fit:]?: . . . .  .--- ------- 

a. Ganti qi kalugian matet.iel :cbe;;.w 1t.p '.3,.97? :7? :I':;:a $dl t i p  jut3 

sembilan rratus t-uj~tl~ pulul~ sembilaii nbci hjuh pu1~111 s r ' ~ h i  1 x 1  iliipiiih);---- 

b. f h t i  m ~ i  kmgian zlaoril sebesar Rp. 100.000.000, - (.:.ci t.::~!; tcta rupiah) 



- Menolak gugab Rekonpensi dari para B e n g ~ z k  - - R.ekoaprasi,"Pwa Termgat 

1. Bkta pemohmm banding yang di'buat oleh Pmitwa Penpaciilan Negeri 

b. Pa& tangal 4 Oktober 2001 h a m  Pengyugat;Pen~bandhg tel& 

tilengajukan pennohmw agar siylays [?erkz?ra %mg diputu.~ oleh 

Pengaditan Negeri Wonosari pada imf:;g~il .',S ';cee?retnbet- 2005 nornor 

Ocl./Pdt.G!20051~.'I;T,~ns drpmi-iksa chc d:p.~P;s dala::~ pet-adilm tingkat 

banding - -- ------ - -- ------- ----------------- - 

2. Ri:;a!~,$ p~:::\~~.rif;?&u~a S~nc!.kz .. t;.xi: - cC!jb~!:~f ?;t!71 ??I .!'l!n!.:-t.l Penggati PN. 
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P U T U S A N  

No : 1685 WPdtl2007. 

DEMl KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

M A H K A M A H  A G U N G  

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengamb~l putusan 

sebagai berikut dalam perkara: 

1. SYARIEF GUSKA LAKSANA; 

2. Drs. GANDUNG PARDIMAN, MM; 

3. TRI SUDARYATI alias NY. GANDUNG PARDIMAN, ketiganya 

bertempat tinggal di Dusun Kerjo II, Desa Genjahan, Kecamatan 

Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, dalam ha1 ini memberi 

kuasa kepada MUAHMMAD IKBAL, SH., Advokat, berkantor di 

JI. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 84 Yogyakarta ; 

para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, 11, Illlpara 

Pembanding 

m e l a w a n :  

TRIYANTA AD1 PRASETYA, bertempat tinggal di JI. Pramuka No. 

70 Dusun Pandansari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung 

Kidul, dalam ha1 ini memberi kuasa kepada BAMBANG 

PRIHANDANA,SH. Advokat, berkantor di Krapyak Wetan RT 03. 

No. 233 C Panggungharjo, Sewon, Bantu1 ; 

Termohon Kasasi dahulu Penggugatrrerbanding; 

Mahkamah Agung tersebut; 

Membaca surat-surat yang bersangkutan; 

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang 

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para 

Pemohon Kasasi sebagai Tergugat I, 11, Ill di depan persidangan Pengadilan 

Negeri Wonosari pada pokoknya atas dalil-dalil: 

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2004 sekira jam 17.30 di 

lokasi jalan umum Wonosari - Karangmojo Penggugat telah merlgalarni 

kecelakaan lalu lintas, di mana Penggugdt mengendarai sepeda motor Yamaha 

RXS No. Pol. AB 4953 DD bertabrakan dengan mobil sedan Toyota Corolla Twin 

Cam No.Pol. AB 8690 SE yang dikemudikan oleh Tergugat I ; 
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Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Penggugat mengalami 

pingsan selama 15 (lima belas) hari dan dirawat di rumah sakit Islam Kustati 

Surakarta selama 20 (dua puluh) hari karena menderita luka-luka berat berupa: 

- Tangan kanan putus di atas siku dan harus diamputasi; 

- Patah tulang paha kanan; 

- Memar otaK ; 

Yang sampai gugatan diajukan belum sembuh total dan harus menjalani rawat 

jalan dan masih harus menjalani operasi pada kaki kanan; 

Disamping itu sepeda motor yang dikendarai Penggugat juga mengalami 

kerusakan berat ; 

Bahwa atas terjadinya kecelakaan tersebut telah diproses secara hukum 

dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Wonosari dalam perkara 

pidana No. 17/Pid.B/2005/PN.Wns1 dan Pengadilan Negeri Wonosari telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menyatakan bahwa 

Terdakwa (Tergugat I) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana karena kekhilafannya menyebabkan orang luka berat 

erta menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan 

engan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; 

Bahwa oleh karena Tergugat I telah terbukti bersalah melakukan 

perbuatan melawan hukum, sesuai putusan Pengadilan Negeri Wonosari 

tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 jo. Pasal 1371 BW, Tergugat I 

wajib mengganti kerugian yang ditimbulkannya pada diri Penggugat; 

Bahwa oleh karena Tergugat I belum dewasa dan masih menjadi 

tanggungan orang tuanya maka berdasarkan Pasal 1367 BW Tergugat II dan 

Tergugat Ill sebagai orang tua Tergugat I bertanggung jawab untuk memberikan 

atau membayar ganti rugi kepada Penggugat atas perbuatan dari Tergugat I 

tersebut yaitu: 

a. kerugian Materiil 

- Kerugian materil atas biaya rumah sakit sampai dengan sembuh total 

sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); 

- Ganti rugi atas perbaikan sepeda motor sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta 

lima ratus ribu rupiah); 

b. Kerugian Moril sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); 

Sehingga jumlah keseluruhan sejumlah Rp 1.201.500.000,- (satu milyar dua 

ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat dalam 
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waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah putusan dalam perkara ini 

mempunyai kekuatan hukum tetap ; 

Bahwa apabila para Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara 

ini maka Penggugat menuntut agar para Tergugat dihukum untuk membayar 

uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 

setiap hari keterlambatan; 

Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini 

Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosari meletakkan sita jaminan 

(conservatoir beslag) terhadap harta-harta kekayaan milik para Tergugat yaitu : 

a. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya 

seluas 324 m2, Sertifikat Hak ~ i l i k  No. 439lDesa Genjahan, Gambar Situasi 

No. 2017 Tahun 1989 tercatat atas nama Tergugat II yang terletak di Dusun 

Kerjo Ill Genjahan, Ponjong, Gi~nung Kidul, yaqg batas-batasnya 

sebagaimana tersebut dalam gugatan; 

ebuah mobil sedan Toyota Corolla Twin Cam warna hitam Nomor Polisi AB 

90 SE, Nomor Rangka 92904557, Nomor Mesin 4A1914043 tahun 1990 

rcatat atas nama Agus Gandi Susanto beserta STNK-nya dan BPKB-nya; 

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini 

at dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya 

hukum yang dilakukan oleh para Tergugat baik berupa banding, kasasi, 

peninjauan kembali maupun verzet; 

Bahwa berdasarkan hat-ha1 tersebut di atas, Penggugat mohon kepada 

Pengadilan Negeri Wonosari agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas 

hartalobjek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada kepada Pengadilan 

Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu 

sebagai berikut: 

Primair : 

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap: 

a. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang beridiri di 

atasnya seluas 324 m2, Sertifikat Hak Milik No. 439lDesa Genjahan, 

Gambar Situasi No. 2017 Tahun 1989 tercatat atas nama Tergugat II yang 

terletak di Dusun Kel-jo II, Genjahan, Ponjong, Gunung Kidul, yang batas- 

batasnya adalah sebagai berikut: 

- Sebelah Utara : Praptodimulyo; 
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- Sebelah Timur : Jalan; 

- Sebelah Selatan: Jalan; 

- Sebelah Barat : Sastro; 

b. Sebuah mobil sedan Toyota Corolla Twin Cam warna hitam Nomor Polisi 

AB 8690 SE, Nomor Rangka 92904557, Nomor Mesin 4A1914043 tahun 

1990 tercatat atas nama Agus Gandi Susanto beserta STNK-nya dan 

I 3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan 

melawan hukum yaitu melanggar Pasal 360 ayat (1) KUHP, dan oleh 

karenanya maka Tergugat I wajib memberikan ganti kerugian kepada 

Penggugat atas kerugian yang ditimbulkannya pada diri Pengugat ; 

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II dan Tergugat Ill bertanggung 

jawab atas kewajiban Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada 

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat Ill secara tanggung renteng 

ntuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar 

00.000,- (satu rr~ilyar dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) yang 

a. Ganti kerugian materiil sebesar Rp 201.500.000,- (dua ratus satu juta lima 

ratus ribu rupiah); 

b. Ganti kerugian moril sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); 

Yang harus dibayarkan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu 

setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ; 

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat Ill secara tanggung renteng 

untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus 

ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; 

7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih 

dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum yang dilakukan 

oleh para Tergugat baik berupa banding, kasasi, peninjauan kembali maupun 

verzet ; 

Subsidair : 

Apabila Pengadilan Negeri Wonosari berpendapat lain, maka mohon putusan 

yang seadil-adilnya; 
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Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada 

pokoknya sebagai berikut: 

Bahwa identitas Tergugat II Drs. Gandung Pardiman, MM, bukanlah 

Wakil Ketua I DPRD Provinsi DIY sebagaimana dalam gugatan, yang 

sebenarnya identitas Tergugat I1 adalah sebagai anggota DPRD Provinsi DIY; 

Bahwa gugatan penggugat berlebihan, karena dilibatkan Tergugat I1 dan 

Tergugat Ill, sebagai orang tua Tergugat I, padahal Tergugat I telah mampu 

1 bertindak secara hukumltelah dewasa yang dapat dibuktikan dengan alasan 

i hukum sebagai berikut : 

i a. Bahwa gugatan perdata ini, berawal dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas 

i yang melibatkan Tergugat I sebagai Tersangkarrerdakwa yang telah diputus 

t pidana Pengadilan Negeri Wonosari No. 17/Pid.Bl2005/PN.Wns, dengan 
1 

hukuman 10 (sepuluh) bulan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) 

bulan. Jika dicermati persidangan pidana tersebut, maka Tergugat I selaku 

Terdakwa pada waktu itu dihadapkan di persidangan pidana yang terbuka 

untuk umum, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat I sebagai 

Terdakwa pada waktu itu bukan sebagai Terdakwa anak-anakldi bawah umur 

akan tetapi sudah dinyatakan dewasa; 

b. Bahwa Tergugat I saat ini 19 (sembilan belas) tahun, yang jika terkait dengan 

, Pasal 47 (1) UU No. 1 Tahun 1974 disebut bahwa anak yang belum 
I , mencapai umur 18 tahun atau yang belum pernah melangsungkan 

perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya. Sehingga dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat I telah berumur 19 tahun dan 

belum menikah, maka Tergugat I dinyatakan telah dewasa dan tidak di bawah 

kekuasaan orang tuanya, sehingga bisa bertindak sendiri secara hukum. 

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur, dan harus 

ditolak dan tidak atau diterima gugatan tersebut ; 

Bahwa berdasarkan hal-ha1 tersebut para Tergugat mohon kepada 

Pengadilan Negeri Wonosari menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat 

diterima ; 

Bahwa sebaliknya terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan 

gugatan balik (r%konvensi) pada pokoknya:atas dalil-dal~l sebagai berikut: 

Bahwa dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas pada tanggal 6 

November 2004 tersebut maka menganai tanggung ganti rugi sebagai akibat 

kecelakaan lalu lintas yang di derita oleh Tergugat Rekonvensi, sebenarnya telah 
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terjadi ikatan kesepakatan yang berbentuk Surat Perjanjian tertanggal November 

2004 ; 

; Bahwa setelah di tanda tangani surat perjanjian dimaksud, senyatanya 

tidak dilaksanakan isi surat perjanjian itu oleh Penggugat I Rekonvensi dengan 

bukti bahwa Penggugat I Rekonvensi telah memenuhi surat perja~jian pada poin 

I melalui pihak Penggugat II Rekonvensi sebagai orang tuanya, yakni telah 

membayar biaya rumah sakit Tergugat Rekonvensi sebanyak Rp 35.000.000,- 

(tiga puluh lima juta rupiah) yang rinciannya sebagaimana tersebut dalam 

gugatan rekonvensi ; 

Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2005, Penggugat I Rekonvensi 

dengan itikad baiknya akan melaksanakan isi perjanian No. 2 akan membayar 

ganti rugi immaterial sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun 

pada saat itu ditolak oleh Tergugat Rekonvensi, malahan Tergugat Rekonvensi 

mengajukan perkara ini melalui Pengadilan Negeri Wonosari ; 

Bahwa dengan demikian justru Tergugat Rekonvensi yang ingkar janji 

s surat perjanjian itu dan merupakan perbuatan melawan hukum ; 

Bahwa akibat Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan wanprestasi, 

ka Penggugat I, II dan Ill Rekonvensi telah dirugikan baik secara materiil 

upun secara moril yaitu : 

Kerugian secara materiil sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); 

b. Kerugian moril akibat tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi sebesar 

Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); 

Bahwa kerugian para Penggugat Rekonvensi tersebut dibebankan kepada 

Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian tersebut ; 

Bahwa untuk menjamin terlaksanya gugatan rekonvensi ini mohon 

dilakanakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan yang 

bergerak maupun tidak bergerak yang nantinya akan diajukan kemudian di 

hadapan persidangan ini ; 

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Penggugat Rekonvensi 

mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosari memberika putusan sebagai berikut: 
I 

Primair: 

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untul: seluruhnya; 

Subsidair: 

Hal. 6 dari 12 hal.Put.No. 1685 KIPdt12007 



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri 

Wonosari telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor : 04lPdt.Gl20051 

PN.Wns tanggal 28 September 2005 yang arnarnya berbunyi sebagai berikut : 

1 Dalam Konvensi : 
F 

Dalam Eksepsi: 
I - Menolak eksepsi dari para Tergugat; 

Dalam Pokok Perkara : 

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 

- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan 

melawan hukum yaitu rnelanggar Pasal 360 ayat (1) KUHP, dan oleh 

i karenanya maka Tergugat I wajib memberikan ganti kerugian kepada 

I '  Penggugat atas kerugian yang ditimbulkannya pada diri Pengugat; 

- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II dan Tergugat Ill bertanggung 

jawab atas kewajiban Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada 

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat Ill secara tanggung renteng 

tuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 123.979.179,- 

eratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus 

juh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas: 

. Ganti kerugian materiil sebesar Rp 23.979.179,- (dua puluh tiga juta 

sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan 

b. Ganti kerugian moril sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; 

Yang harus dibayarkan setelah putusan dalam perkara ini memperoleh 

I kekuatan hukum yang tetap ; 

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; 

Dalam Rekonvensi: 

- Menolak gugatan rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensilpara Tergugat 

Konvensi ; 

Dalam Konvensi - Rekonvensi: 

- Menghukum para Tergugat Konvensilpara Penggugat Rekonvensi untuk 

membayar biaya perkara yang hingga k;ni diperkirakan sejumlah Rp 222.000,- 

(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ; 
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Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para 

Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan 

Tinggi Yogyakarta dengan putusan No. 031Pdtl2006/PT.Y, tanggal 6 Aprll2006; 

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada 

para Tergugatlpara Pembanding, pada tanggal 26 Juni 2006 kemudian 

terhadapnya oleh para Tergugatlpara Pembanding, dengan perantaraan 

kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2006, diajukan 

permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Juni 2006 sebagaimana 

ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 04lPDT.Gl2005lPN.Wns. jo. No. 

03/Pdt/2006/PT.Y, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosari, 

permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan- 

alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada 

tanggal 10 Juli 2006 ; 

Bahwa setelah itu oleh Penggugatfrerbanding, pada tanggal 18 Juli 2006 

telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugatlpara Perr~banding, 

ajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Perrgadilan 

geri Wonosari pada tanggal 15 Agustus 2006 ; 

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, 

ng telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam 

nggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh 

karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima; 

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasil 

Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : 

1. Bahwa judex facti hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan 

Tingkat Pertama tanpa menguraikan secara tepat apa dasar hukum kuat 

sehingga putusan judex facti tersebut hanya mengambil alih pertimbangan 

hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, merupakan kategori 

penerapan hukum yang tidak tepat ; 

. 2. Bahwa judex facti salah menerapkan hukum, karena telah mengambil alih 

pertimbangan hukum tingkat pertama, padahal pertimbangan hukum tersebut 

telah nyata-nyata salah menerapkan hukum yakni menyangkut penerapan 

hukum terhadap subjek hukum Terguaat IIPemohon Kasasi I yang dapat 

diketahui bahwa pada saat persidangan pidananya dinyatakan secara hukum 

telah dianggap dewasa namun dalam pertimbangan hukum Majellis Hakim 

Tingkat Pertama, ia dinyatakan belum dewasa yang mengacu pada Pasal330 
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KUH Perdata. Oleh karena itu terbukti bahwa putusan judex facti telah salah 

dalam menerapkan hukum karena tidak ada kepastian hukum dan tidak ada 

konsistensi penerapan hukum, jika sebelumnya Majelis Hakim menganggap 

bahwa Tergugat I telah dewasa (dalam perkara pidananya), maka seharusnya 

ada konsistensi penerapan hukum bahwa dalam kasus perdatanya tetap 

dinyatakan telah dewasa, sehingga dalam perkara ini ia mampu bertanggung 

jawab secara hukum dan Tergugat II dan Tergugat Ill tidak bisa dilibatkan 

secara hukum untuk bertanggung jawab atas beban kerugian Termohon 

Kasasi ; 

3. Bahwa dalam perkara ini terdapat kesepakatan bersama di dalam Surat 

Perjanjian tertanggal November 2004 ; 

Bahwa pertimbangan hukum judex facti keliruan salah karena walaupun 

Pengugatrrermohon Kasasi tidak dilibatkan secara formal dalam Surat 

Perjanjian itu karena pada waktu itu ia masih berbaring sakit di Rumah Sakit 

Islam Kustati Solo, dengan itikad baik semua pihak termasuk orang tua 

Penggugatrrermohon Kasasi yang harus segera ada ikatanlperjanjian untuk 

menyelesaikan pembayaran opname di Rumah Sakit, sehingga secara formal 

terikat hanya orang tua masing-masing sehingga tidak bisa dinyatakan bahwa 

Penggugat tidak ada kewajiban untuk terikat pada perjanjian itu dan dengan 

daar Surat Perjanjian itu maka orang tua Tergugat I yang bisa dengan segera 

membantu pembayaran pengobatan di Rumah Sakit sebanyak 

Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Dengan demikian Penggugat 

tidak punya itikad baik mentaati isi perja~jian ; 

4. Bahwa ganti rugi moril Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah 

pertimbangan hukum yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum yang 

dapat diartikan perttimbangan tersebut sangat bersifat subjektif, sehingga 

menjadi pertimbangan hukum yang kurang cukup (onvoldoende gemotiverd) ; 

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung 

D berpendapat: 
i 
k mengenai alasan-alasan ke I : 

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan 

Tinggi bewenang untuk mengambil a!.h pertimbangan Pengadilan Negeri 

sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggi 

berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar; 
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mengenai alasan-alasan ke 2 sampai dengan ke 4 : 

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak 

salah menerapkan hukum lagi pula dalam ha1 ini pada hakekatnya mengenai 

penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, 

ha1 mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, 

karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya 

kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya 

kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan 

yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas 

wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2004 ; 

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut 

pendapat Mahkamah Agung amar putusan putusan Pengadilan Tinggi yang 

memperbaiki putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai 

ganti kerugian moril yang ditetapkan sebesar Rp 100.000.000.- adalah terlalu 

esar sehingga akan dikurangi oleh karena para Pemohon Kasasilpara Tergugat 

ga telah memberikan bantuan pengobatan ; 

Menimbang, bahwa sehingga ganti kerugian moril akan ditetapkan sebesar 

Rp 65.000.000.- ( enam puluh lima juta rupiah) ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka 

permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Syarief Guska 

Laksana, dkk, tersebut harus ditolak dengan perbaikan putusan Pengadilan 

Tinggi Yogjakarta No. 03/Pdt/20061PT.Y tanggal 6 April 2006, yang memperbaiki 

putusan Pengadilan Negeri Wonosari No. 04IPdt.G120051PN.Wnsl tanggal 28 

September 2005 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini ; 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, meskipun 

dengan perbaikan amar, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar 

biaya perkara dalam tingkat kasasi ; 

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 

dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang bersangkutan; 
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M E N G A D l L l  

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. SYARIEF GUSKA 

LAKSANA, 2. Drs. GANDUNG PARDIMAN,MM, 3. TRI SUDARYATI alias NY. 

GANDUNG PARDIMAN, tersebut ; 

Memperbaiki putusan Pengaditan Tinggi Yogjakarta No. 03lPdt12006lPT.Y 

tanggal 6 April 2006, yang merr~perbaiki putusan Pengadilan Negeri Wonosari 

No. 04/Pdt.Gl2005/PN.Wns, tanggal 28 September 2005 sehingga amarnya 

seperti yang akan disebutkan di bawah ini ; 

Dalam Konvensi : 

Dalam Eksepsi: 

- Menolak eksepsi dari para Tergugat; 

Dalam Pokok Perkara : 

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 

- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan 

melawan hukum yaitu melanggar Pasal 360 ayat (1) KUHP, dan oleh 

karenanya maka Tergugat I wajib memberikan ganti kerugian kepada 

nggugat atas kerugian yang ditimbulkannya pada diri Pengugat; 

enyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II dan Tergugat Ill bertanggung 

wab atas kewajiban Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada 

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat Ill secara tanggung renteng 

untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 88.979.179,- 

(delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus 

tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas: 

a. Ganti kerugian materiil sebesar Rp 23.979.179,- (dua puluh tiga juta 

sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan 

b. Ganti kerugian moril sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah); 

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; 

Dalam Rekonvensi: 

- Menolak gugatan rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensilpara Tergugat 

Konvensi ; 

Menghukum para Pemohon Kasasilpara Tergugat untuk membayar biaya 

perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sebesar 

Rp 500 000,- (lima ratus ribu rupiah); 
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Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung 
t 
i pada hari Kamis tanggal 10 April 2008 oleh Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH., 

1 Hakim Agung ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, 

H.M. Zaharuddin Utama, SH., dan Prof Dr. Mieke Komar, SH, MCL, Hakim- 

/ Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu 

f juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut 

dan dibantu oleh Bambang Prarnudwiyanto, SH. Panitera Pengganti, dengan 

tidak dihadiri para pihak ; 

Hakim-Hakim Anggota ; K e t u a ;  

ttdl H.M. Zaharuddin Utama, SH., ttdl 

Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH., 

ttdl Prof Dr. Mieke Komar, SH, MCL, 

Biaya Kasasi : Panitera Pengganti ; 

1. M e t e  r a  i ....... Rp 6.000,- ttdl 

2. R e d a k s i  ....... Rp 1.000,- Bambang Pramudwiyanto, SH. 

3. Administrasi kasasi RR 493.000,- 

Jumlah ......... Rp 500.000,- 

Untuk Salinan 
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